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iKATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Alhamdullillah, salawat atas nabi 
Muhammad Saw. yang telah membawa risalah yang benar dan 
memberikan keteladanan dalam kehidupan. Atas kehendak 
dan ridha Allah Swt. Buku yang berjudul di tangan pembaca ini 
merupakan sebuah judul penelitian yang penulis kembangkan 
dari tesis penulis di Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang rampung 
petengahan Agustustahun 2016.
Keinginan untuk meneliti ini berangkat dari kekaguman 
penulis terhadap sosok Ali Hasjmy yang sangat berpengaruh 
dalam misi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Aceh. 
Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa tanpa Ali Hasjmy, 
peradaban Aceh pasca kemerdekaan Indonesia akan cacat. 
Alasannya bahwa Ali Hasjmy telah mampu mentransformasikan 
daerah Aceh dari suasana konflik ke suasana “perdamaian 
intelektual”yang diwarnaidengan pendidikan dan adat sitiadat.
Memahami pemikiran politik Ali Hasjmy, penulis 
terinspirasi dengan aktivitas anotasi yang dilakukan oleh Alfarabi 
atas karya-karya Aristoteles seperti yang dideskripsikan oleh 
Hassan Hanafi melalui Islamologinya. Subjek yang melakukan 
kegiatan anotasi disebut sebagai anotator. Kemampuan anotator 
tidak hanya melakukan kegiatan alih bahasa atau mendeskripsikan 
ulang nilai-nilai yang terkandung dalam karya yang dianotasikan. 
Tetapi, aktivitas anotasi juga melakukan kegiatan rasionalitas dan 
penyesuaian dengan dinamika antar peradaban sesuai dengan 
nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya. 
Keberhasilan Alfarabi dalam melakukan anotasi terhadap 
karya-karya Aristoteles menciptakan label terhadap dirinya 
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yang disebut sebagai ilmuan kedua setelah ilmuan pertama yang 
disandangkan kepada Aristoteles. Walaupun hasil antonasi Alfarabi 
lebih baik dari hasil karya-karya Aristoteles, namun Alfarabi tetap 
beranggapan bahwa hasil pemikirannya tersebut tidaklah otentik 
berasal darinya. Demikianlah kerendahan hatinya Alfarabi ketika 
mendapat banyak wawasan analisis dari penulusuran karya-
karya Aristoteles walaupun Alfarabi tidak sempat bertemu secara 
face to facedengan Aristoteles. Ketersinambungan keilmuan dari 
Aristoteles ke Alfarabi hanya melalui karya tulis. 
Menurut Hassan Hanafi, Alfarabi adalah anotatornya 
Aristoteles. Ketika melakukan atotasi tersebut, Indikator antotasi 
Alfarabi tidak hanya diukur darik banyaknya tools analysis dalam 
menyelami berbagai perspektif yang terdapat dalam karya-karya 
Aristoteles, tetapi kemampuan untuk merespon secara bijak dari 
berbagai argumentasi tokoh lain tentang Aristoteles. Yang lebih 
terdepan dan tidak terbantahkan, Alfarabi telah mampu mewarnai 
hasil pemikiran Aristoteles dengan analisis-analisis yang dilandasi 
perspektif Islam universal khas Alfarabi. Sehingga budaya 
“intelektual Yunani” berkomunikasi dengan “budaya intelektual 
Islam” semasa Alfarabi. Dan upaya ini tidak lepas dari nuansa 
pemikiran dalam Islam (Filsafat Islam).
Tanpa menjelaskan aktivitas anotasi Alfarabi secara 
komprehensif, analogi dari deskripsi di atas erat kaitan dengan 
substansi buku di tangan pembaca ini. Tidak bermaksud untuk 
mengklaim diri bahwa penulis sebagai anotatornya Ali Hasjmy, 
tetapi kegiatan untuk menelusuri pemikiran politik Ali Hasjmy 
melalui karya-karyanya yang penulis lakukan bukanlah persoalan 
yang sederhana, harus penulis akui, terasa bahwa penulis 
berpotensi tersandung dengan “subjektivitas” ketika mencoba 
untuk merekontruksi estemologi pemikiran politik Ali Hasjmy. 
Walaupun demikian, hal ini penting untuk penulis lakukan karena 
pertimbangan bahwa substansi pemikiran politik Ali Hasjmy 
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seharusnya mewarnai dinamika wacana pemikiran politik dalam 
merespon gejolak politik nasional maupun internasional dewasa 
ini.
Mirip dengan pembelajaran anotasi yang Alfarabi lakukan, 
penulis juga melakukan proses penyelaman secara mendalam 
terhadap karya-karya Ali Hasjmy dan merangkaikan temuan karya 
tersebut dengan pendapat-pendapat cendekiawan muslim serta 
wacana politik yang berkembang di masa kepemimpinan presiden 
Joko Widodo. Telah kita ketahui bersama, bahwa dinamika politik 
di bawah kepemimpinan Joko Widodo sering terbentur dan 
terpantulkan dengan permasalahan ideologi Pancasila, negara 
Islam, terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu, buku ini 
menghadirkan perpektif baru bagi pembaca ketika memahami 
gejolak Pancasila dan negara Islam dalam perkembangan negara 
Indonesia.
Perspektif baru ini penulis sebut sebagai perspektif 
teologis interkonektif. Tentunya secara filosofis, perspektif ini 
merupakan akumulasi dari berbagai perspektif sebelum perspektif 
penulis rangkaikan ini. Karena bagi penulis, dewasa ini tidak ada 
satu perspektif yang otentik milik pribadi, karena rantai keilmuan 
dewasa ini merupakan hasil rangkaian nilai-nilai yang terulang 
dengan motif yang berbeda. Artinya bahwa segala dinamika 
dan gejolak yang terjadi pada saat ini, secara nilai sudah pernah 
terjadi pada masa terdahulu, hanya saja motifnya yang berbeda, 
baik dalam kasus  keagamaan, pendidikan, politik, ekonomi dan 
segala objek kajian yang terdapat di permukaan bumi ini. Maka 
dari itu sebuah kewajaran ketika Alfarabi tidak mengakui bahwa 
keilmuannya bukan merupakan hasil pemikirannya sendiri dan 
penulis sangat setuju dengan argumentasi Alfarabi tersebut.
Melalui pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam 
buku ini, penulis beranggapan bahwa pemikiran politik Ali Hasjmy 
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penting untuk dipahami oleh generasi bangsa saat ini maupun yang 
akan datang. Karena nilai-nilai dari pemikiran politik Ali Hasjmy 
baik untuk mewujudkan Indonesia yang berperadaban. Dengan 
hadirnya buku ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Prof. Syamsul Rijal, Prof.Misri A. Muchsin, Prof. Yusny Saby, Dr. 
T. Safir Iskandar Wijaya, Dr. Lukman Hakim, Dr. Fuad Ramly, dan 
Muhammad Alkaf serta tim Padeebooks atas kesediaan jasa dalam 
mendukung proses hadirnya buku ini di tangan pembaca dan 
semoga Allah Swt selalu meridhai segala aktivitas mereka. amin
Ucapan terima kasih dan bakti serta takzim penulis 
kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Nurdin (almarhum) 
dan ibunda Faridah yang selalu tabah dan selalu berusaha 
dalam memberi semangat kepada penulis ketika menghadapi 
berbagai permasalahan dalam kehidupan. Selanjutnya ucapan 
penghormatan penulis juga penulis sampaikan kepada makcik 
Hj. Sudimar dan pakcik H. Ruslan yang telah banyak memberikan 
pelajaran hidup yang berharga bagi penulis. Semoga Allah Swt 
memberkahi segala amal ibadah mereka semua, amin ya rabbal 
‘alamin.
Banda Aceh, 01 Agustus 2017
Zulfata, M.Ag 
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1SATU
MEMBANGUN KERANGKA KAJIAN
2A. Pendahuluan
Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk negara 
Islam yang harus diaplikasikan oleh umat manusia.  Hal ini bisa 
ditelusuri kembali  melalui sejarah perjuangan Nabi Muhammad 
Saw dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal dan 
sesuai dengan nilai-nilai keislaman.1 
 Implikasi dari argumen tersebut menimbulkan wacana-
wacana tentang bentuk negara Islam  yang terus muncul seiring 
dengan beragamnya perspektif para tokoh-tokoh pemikir Islam 
termasyur di dunia.2 Berbagai perspektif para tokoh tersebut 
tentunya memiliki landasan kerangka berfikir tertentu dalam 
memaknai negara Islam.
 Keberagaman makna dalam upaya mengonsepsikan 
negara Islam sulit dihindari, terlebih manusia selalu terlibat intens 
dengan aktifitas politik yang dijadikan sebagai salah satu media 
untuk mensejahterakan umat manusia.3 Tidak hanya itu, nilai-nilai 
politik juga mempunyai titik temu dengan nilai-nilai universal 
yang terkandung dalam Islam.4
 Dalam konteks studi pemikiran, keberagaman dalam 
menentukan bentuk negara Islam para tokoh telah memunculkan 
ide-ide cemerlang yang berangkat dari proses analisis kritis 
terhadap nilai-nilai yang tersimpan dalam sistem sosial keagamaan 
lingkungan mereka.5
1 Sukron Kamil, Pemikiran Islam Tematik, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Grup, 2013), hlm.29
2 M. Aunul Abied Shah, dkk, Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Timur 
Tengah, (Bandung: Mzan, 2001), hlm. 39
3 Abu A’la Maududi, Hukum Pemerintahan Islam, terj. Asep Hikmat, 
(Bandung: Mizan, 1990), hlm.30
4 Mahmud Saleh, Pemikiran Muhammad Natsir dan Hasan Al-Banna tentang 
Negara Islam, (Banda Aceh: Lhee Sagoe, 2015), hlm.5
5 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, 
3Dinamika wacana konsep politik yang dikembangkan 
oleh tokoh-tokoh muslim menjadi bahan yang menarik untuk 
ditelusuri.6 Tokoh-tokoh muslim tersebut di antaranya adalah 
Fazlur Rahman yang telah sukses menarik perhatian para 
akademisi dalam mendiskusikan wacana pemikiran politik dalam 
konteks sejarah Islam di tingkat Internasional. 
 Penting untuk dipahami bahwa kualitas konsepsi tokoh 
sangat ditentukan oleh pengalaman keilmuannya, baik yang 
dipengaruhi secara individual maupun kelompok. Hal ini dapat 
dipahami melalui beragamnya corak tentang konsep politik ideal 
yang diusulkan oleh para tokoh.7 Misalnya, konsep politik ideal 
sering kali dihubungkan dengan konsep kekhalifahan, kerajaan, 
demokrasi maupun teokrasi.8 Uniknya semua corak di atas 
dimainkan oleh organisasi massa yang sangat berperan dalam 
menentukan nasib peradaban Islam dari masa ke masa.
 Kontestasi Islam dalam perkembangan perpolitikan di 
berbagai negara telah menciptakan variasi tipologi pemikiran 
politik yang ditawarkan pada setiap negara yang warga negaranya 
mayoritas muslim di berbagai penjuru dunia.9 Upaya untuk 
menerjemahkan Islam (secara universal) ke ranah perilaku politik 
merupakan pekerjaan besar bagi kalangan cendekiawan muslim. 
 Kompleksitas nilai yang terkandung dalam Islam diyakini 
sebagai prinsip untuk mencari konsep ideal dalam mendirikan 
negara yang sesuai dengan cita-cita bersama.
(Jakarta: UI Press, 1990), hlm.195
6 Philip K. Hitti, History of the Arab, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: 
Serambi Ilmu Semesta, 2002), hal. 146
7 Ahmed Vaezi, Pemikiran Politik Syi’ah, terj. Ali Syahab, (Jakarta: Penerbit 
Citra, 2006), hlm. 8
8 M. Aunul Abied Shah, dkk,  Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Islam 
Timur Tengah, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.58
9 M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, cet.V, (Bandung: 
Mizan, 1994), hlm.41
4 Memahami Islam, negara dan politik yang tidak 
berlandaskan cita-cita rakyat, secara tidak langsung telah 
memunculkan konsep negara sekuler yang mulai diperbincangkan 
oleh cendekiawan muslim. Akibantya,  kontroversi antar 
pendukung negara Islam dan negara sekuler terus terjadi dalam 
studi pemikiran politik Islam pada abad ke-19 M.10
 Berkembangnya diskursus konsep negara Islam muncul 
sebagai upaya para cendekiawan muslim untuk menjadikan 
negara sebagai media penerapan hukum-hukum Allah Swt dalam 
aktivitas sosial yang dijalani umat manusia.11
 Agama Islam tidak dapat diaplikasikan secara menyeluruh 
(kaffah) ke dalam kehidupan publik tanpa adanya sistem negara 
yang sesuai dengan ajaran agama Islam.12 Upaya penyesuaian 
antara Islam dan negara itulah yang mengakibatkan para 
cendekiawan muslim berbeda pandangan dalam mengonsepsikan 
dan menerapkan sistem kenegaraaan yang sesuai dengan ajaran 
agama Islam.13 Kompleksitas nilai yang terdapat dalam ajaran 
Islam secara tidak langsung telah melahirkan instrumen analisis 
dari cendekiawan muslim dalam menginterpretasikan pemikiran-
pemikirannnya.
 Berbagai pandangan cendekiawan muslim dalam 
menyesuaikan antara negara dengan Islam melahirkan beberapa 
macam teori dan pendekatan pemikiran politik.14 Pendekatan 
10 Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara, (Magelang: Yayasan Indonesia 
Sejahtera, 2001), hlm.2001
11 Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik: Penulusuran Paradigma, terj. 
Haris Munandar dan Dudy Priatna, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm.82
12 M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita-Cita dan Fakta, (Bandung: 
Mizan, 1996), hlm.51
13 M. Arskal Salim GP, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu 
Taimiyah, (Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm.46
14 Tariq Ramadan, Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat dan Tantangan 
Modernitas, terj. Zubair, Ilham B.Sainong, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm.93
5pemikiran politik tersebut di antaranya adalah pendekatan 
teologis, antropologis, sosiologis dan modernis.15 Ketika berbagai 
pendekatan tersebut menjadi sebuah konsepsi bagi cendekiawan, 
benturan konsepsi antar cendekiawan pun terjadi, sehingga 
memicu lahirnya konsepsi-konsepsi tentang negara yang sesuai 
dengan Islam.16 Hal ini terus terjadi seiring perkembangan negara 
yang mayoritas pemeluknya umat muslim.
 Perbedaan pandangan antara cendekiawan muslim terus 
bermunculan seiring dengan keadaan demografi, historis dan 
kultural yang dialami oleh cendekiawan tersebut. Akibatnya, 
tidak jarang para akademisi yang meneliti tentang negara dan 
Islam sering menyebut negara sesuatu identik dengan negara 
Islam. Negara-negara yang sering disebut sebagai negara Islam 
di antaranya adalah Pakistan, Iran dan Arab Saudi.17 Gejala 
negara yang mengklaim sebagai negara Islam tersebut sangat sulit 
dihindari karena istilah negara Islam telah banyak diabadikan di 
berbagai tulisan.
 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga tidak 
lepas dari polemik tentang negara Islam. Hal ini dapat dipahami 
melalui karya-karya tokoh di Indonesia seperti Muhammad 
Natsir, Nurcholish Madjid, dan Abdurrahmad Wahid. Tokoh-
tokoh tersebut telah menjadi aktor utama dalam perkembangan 
pemikiran politik yang menghubungkan negara dan Islam.18 
 Khusus di Aceh, terdapat seorang tokoh yang berkontribusi 
dalam aktivitas sosial politik di Aceh, yakni Ali Hasjmy. Ali Hasjmy 
15 Varma Sp, Teori Politik Modern, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm.37
16 Fachry Ali, Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam: Rekontruksi 
Pemikiran Islam Masa Orde Baru, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.77
17 Abdul Sani, Lintasan Sejarah Pemikiran: Perkembangan Modern dalam Islam, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.169
18 Faisal Ismail, Ketegangan Kreatif Peradaban Islam: Idealisme Versus Realisme, 
(Jakarta: Bakti Aksara Persada, 2003), hlm. 49
6cukup serius membicarakan pemikiran politik dalam pendekatan 
studi kebudayaan yang bersifat integratif dan interkonektif. Ali 
Hasjmy merupakan salah satu tokoh di Aceh yang sangat baik 
dalam merawat hubungan dengan tokoh-tokoh besar di Indonesia. 
 Sejarah mencatat bahwa Ali Hasjmy memiliki hubungan 
yang baik dengan Presiden Soekarno maupun Soeharto. Hubungan 
tersebut terjadi ketika Ali Hasjmy menjabat sebagai orang 
pertama di Provinsi Aceh (Gubernur) dan sebagai Rektor IAIN 
Ar-Raniry.19 Sebab itulah, pemikiran politik Ali Hasjmy penting 
untuk dipahami.
 Pengalaman hidup yang dimiliki Ali Hasjmy telah mampu 
menarik perhatian masyarakat Aceh, khususnya dalam pergerakan 
politik yang dilakoninya, baik melalui kebijakan politik maupun 
melalui tulisan-tulisan yang diterbitkannya. Salah-satu pemikiran 
politik yang belum pernah diangkat secara serius oleh akademisi 
dalam hal memahami pemikiran politiknya adalah konsep negara 
Islam yang terkandung dalam beberapa karyanya. 
 Pengaruh dari pemikiran politik Ali Hasjmy di Aceh secara 
tidak langsung telah membentuk karakter kepemimpinannya yang 
cenderung menjaga dan mengembangkan sistem kebudayaan yang 
disajikan dengan pendekatan pendidikan. Hal ini dapat dipahami 
melalui inisiatifnya dalam mengajak tokoh-tokoh nasional 
pada kepemimpinanya untuk membangun Kota Pelajar dan 
Mahasiswa (selanjutnya disebut KOPELMA) di Aceh.20 Program 
pembangunan KOPELMA tersebut telah menjadikan khazanah 
pendidikan di Aceh berkembang dengan baik.
 Sejarah perkembangan Aceh sulit dipisahkan dengan 
19 M. Hasbi Amiruddin, dkk, Biografi Rektor IAIN Ar-Raniry: Kepemimpinan 
IAIN Ar-Raniry dari Masa ke Masa, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.63
20 Ali Hasjmy, Darussalam, (Banda Aceh: tp, ttt), hlm. 33
7usaha-usaha Ali Hasjmy dalam menjaga nilai nasionalisme di Aceh 
ketika gerakan Darul Islam dan Tentara Islam (selanjutnya disebut 
DI/TII) berkembang di Aceh. Hal ini terwujud karena tipologi 
pemikirannya bersifat integrasi antara Islam dan nasionalis.  
 Disisi lain, proses kontekstualisasi hasil pemikiran 
klasik juga pernah dilakukan oleh Ibnu Khaldun yang mencoba 
mengurai kembali tentang makna khilafah pada masa kakacauan 
politik yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah dengan gerakan 
pro Husein dan Hasan. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menjelaskan 
bahwa proses pemaknaan khalifah dapat dipahami melalui 
pendekatan ashabiyah yang menghasilkan makna khilafah  secara 
idealis dan realis.21 
 Tidak hanya makna khilafah yang mengalami perbedaan 
dalam pemikiran cendekiawan muslim, permasalahan negara 
Islam pun mengalami perbedaan yang signifikan.  Hal ini dapat 
dipahami melalui proses pembentukan negara Islam yang 
dikembangkan para cendekiawan muslim tersebut.
 Seorang filosof muslim,  Al-Farabi menginterpretasikan 
bahwa negara ideal akan terwujud ketika proses interaksi bottom-
up yang terjadi di masyarakat dapat diterapkan.  Melalui argumen 
tersebut secara tidak langsung Al-Farabi ingin menyampaikan 
bahwa dengan proses interaksi bottom-up dapat menampung 
aspirasi-aspirasi masyarakat yang benar benar objektif. 
 Kemunculan perbedaan pendapat dalam mendefinisikan 
negara Islam tidak dapat dihindari, mengingat perbedaan tersebut 
tidak hanya terjadi pada cendekiawan muslim, baik di luar 
Indonesia maupun di internal Indonesia. Sama halnya di Aceh, 
Ali Hasjmy telah berani mengonsepsikan dan mendefinisikan 
21 Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Ahmadie Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2000), hlm. 188
8negara Islam yang berbeda dengan beberapa cendekiawan muslim 
sebelumnya. 
 Pasca terbitnya buku  Ali Hasjmy yang berjudul “Di 
Manakah Letak Negara Islam”, dan berbagai jabatan strategis yang 
didudukinya seperti Gubernur Aceh, Rektor, dan pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) di Aceh. Hal ini secara tidak langsung 
telah menginformasikan bahwa pemikiran politiknya penting 
untuk dipertimbangkan dalam konteks perkembangan pemikiran 
politik di Aceh. Berkaitan dengan karyanya tersebut, Ali Hasjmy 
secara tegas menyatakan bahwa negara Islam wajib diterapkan di 
permukaan bumi ini.22
 Pemikiran politik Ali Hasjmy semakin menarik 
diteliti mengingat perannya tidak hanya sebatas politisi, dosen, 
sastrawan. Tetapi, dirinya juga sebagai ulama kharismatik di Aceh. 
Sejarah telah membuktikan bahwa ulama Aceh di abad 16 dan 
akhir abad ke-19 M sangat berperan andil dalam berbagai aspek, 
baik aspek agama, budaya, ekonomi dan politik.23 Hal ini terjadi 
karena pola pemahaman Islam bagi ulama Aceh pada masa itu 
bersifat menyeluruh (universal).24 Pemahaman Islam yang seperti 
ini terbentuk karena ulama-ulama Aceh pada masa itu memaknai 
Islam dari berbagai aspek aktivitas sosial.
 Fakta dari pola pemahaman Islam secara menyeluruh 
tersebut dapat dipahami ketika ulama Aceh yang terhimpun dalam 
organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (selanjutnya disingkat 
PUSA). Pengaruh PUSA terhadap masyarakat Aceh tidak hanya 
berkaitan dengan permasalahan keagamaan yang bersifat tauhid, 
fiqih dan tasawuf, melainkan juga turut andil dalam pergerakan 
22 Ali Hasjmy, Di Manakah Letak Negara Islam, (Singapura: Pustaka Nasional 
Singapura, 1970), hlm. 23
23 Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M. Hasbi Amiruddin, Ulama, 
Separatisme dan Radikalisme di Aceh, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm.74
24 Muhammad Thalal, dkk. Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resoursce di 
9melawan penjajah, perkembangan pendidikan, politik dan 
ekonomi Aceh.25 Eksistensi PUSA tidak dapat dilepaskan dari 
gagasan pemikiran politik di Aceh dewasa itu. Alasannya bahwa 
pergerakan PUSA merupakan salah satu prototype organisasi di 
Aceh yang paling dekat dengan nilai-nilai keislaman.26 Pemikiran 
politik Ali Hasjmy juga dipengaruhi oleh ulama-ulama yang 
terhimpun dalam PUSA. Tidak hanya itu, Ali Hasjmy pada masa 
remajanya juga pernah menjadi bagian dari PUSA dengan terlibat 
aktif sebagai pentolan pemuda PUSA.27
 Atas dasar itulah, penulis berusaha untuk menulusuri 
pemikiran politik Ali Hasjmy dengan fokus menguraikan 
konsepsinya tentang negara Islam. Penelitian ini penting untuk 
dilakukan karena Ali Hasjmy merupakan sosok cendekiawan yang 
produktif dalam setiap disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu 
pendidikan, seni budaya, politik hingga jurnalistik. 
 Wacana-wacana yang diangkat oleh Ali Hasjmy masih 
mengandung makna yang tersirat ketika dihadapkan dengan 
fenomena pemikiran politik dewasa ini.28 Misalnya, wacana negara 
Islam yang terus menjadi pergolakan yang menarik perhatian 
umat manusia di tingkat internasional pasca kemunculan gerakan 
politik yang dimediasi oleh ISIS (Islamic Stage of Irak and Suriah). 
Akibatnya diskursus tentang konsep politik Islam bagaikan ombak 
laut yang mengalami pasang surut dan berdinamika, sehingga hal 
ini penting untuk dipelajari secara komprehensif.
Aceh, (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010), hlm.11
25 Ali Hasjmy, Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan 
Tamadun Bangsa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.156
26 Hasanuddin Yusuf Adan, Teungku Muhammad Dawud Bereueh dan 
Perjuangan Pemberontakan di Aceh, cet.II, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), hlm.10
27 Ali Hasjmy, Semangat Merdeka, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm.90
28 Syamsul Rijal, Pengantar Studi Khazanah Pemikiran Islam: Pada Kanvas 
Wawasan dan Kawasan, (Jakarta:Rajawali Press, 2016), hlm.56
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 Permasalahan yang ingin ditelusuri dalam kajian ini 
berkaitan dengan konsep pemikiran politik Ali Hasjmy belum 
terpetakan secara jelas. Artinya bahwa gagasan politik Ali Hasjmy 
telah lama berkembang, namun penerapan politiknya sangat 
jarang diketahui oleh khalayak, khususnya di Aceh. 
 Tidak hanya itu, pemikiran politiknyapun belum begitu 
komprehensif dipahami melalui perspektif kajian sosial dan 
politik. Pemikiran politiknya terkesan belum begitu banyak 
para akademisi yang mendalaminya secara serius. Akibatnya, 
kepribadian Ali Hasjmy cenderung diidentikkan dengan seorang 
sastrawan, padahal dirinya memiliki keistimewaan lainnya, yakni 
sebagai politikus atau negarawan. 
 Berangkat dari perspektif sejarah Aceh, pemikiran politik 
Ali Hasjmy sulit dipisahkan dengan proses perkembangan 
pendidikan di Aceh. Ini dapat dilihat dari argumen masyarakat 
Aceh secara umumnya menyatakan bahwa Ali Hasjmy adalah 
seorang tokoh yang perlu dijadikan inspirator dalam melestarikan 
sejarah dan pendidikan di Aceh. Dengan perspektif sejarah ini 
senantiasa akan menampilkan konsep pemikiran Ali Hasjmy 
sebagai mana mestinya.
 Istilah negara Islam yang dikembangkan oleh Ali Hasjmy 
justru mengundang banyak pertanyaan yang harus dijawab 
dan diklarifikasikan. Hal ini menjadi penting karena implikasi 
dari istilah negara Islam tersebut dapat merubah pola ideologi 
masyarakat yang stabil menjadi anarkis. Istilah ini tentunya akan 
melihat beberapa perspektif, yakni perspektif teks dan konteks 
dari proses munculnya pemikiran politik Ali Hasjmy.
 Tentunya konsep pemikiran politik Ali Hasjmy dapat 
memunculkan tema-tema lain yang memiliki hubungan dengan 
fokus penelitian dalam tulisan ini. Dengan   demikian, penelitian 
ini akan dibatasi oleh periodisasi mulai pada tahun 1941- 2016 M. 
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Tentunya kajian ini hanya  membicarakan hal-hal yang berkaitan 
dengan proses pembentukan konsep pemikiran Ali Hasjmy 
dalam mengedepankan kajian konsep negara Islam beserta 
implikasi pemikirannya terhadap perkembangan keagamaan 
dan politik di Aceh dewasa ini. Konkretnya kajian ini berusaha 
untuk menemukan pemikiran politik Ali Hasjmy, nilai-nilai yang 
terkandung dalam konsep negara Islam menurut Ali Hasjmy, dan 
epistemologi pembentukan negara Islam yang dibangun oleh Ali 
Hasjmy.
B. Proses Penulisan
 Jika dipahami berdasarkan studi kepustakaan,  terdapat 
banyak tulisan yang menjelaskan tentang teori dan penerapan 
yang berkaitan dengan wacana-wacana negara Islam, akan tetapi 
sangat sedikit tulisan atau karya-karya yang melakukan proses 
analisis secara kritis dan melakukan proses kontekstualisasi yang 
berkaitan dengan tema-tema di atas. 
 Salah satu tulisan yang berkaitan dengan tema di atas 
pernah ditulis oleh Sirajuddin yang dituangkan melalui tesisnya 
di IAIN Ar-Raniry pada tahun 1999 M yang berjudul “Konsepsi 
Kenegaraan dalam Pemikiran A. Hasjmy”.29 Tulisan tersebut 
menurut penulis masih perlu untuk digali lebih lanjut. Tesis 
Sirajuddin tidak menguraikan proses pembentukan negara 
Islam secara epistemologis. Artinya bahwa nilai-nilai pembentuk 
kenegaraan perspektif Ali Hasjmy tidak menampilkan dependensi 
(ketergantungan) antara masing-masing nilai pembentuk konsepsi 
kenegaraan tersebut, dan tulisan penulis ini mencoba untuk 
melengkapi kekurangan tersebut. 
29 Sirajuddin, “Konsepsi Kenegaraan dalam Pemikiran A. Hasjmy”, dalam Tesis 
IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 1999
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 Sirajuddin juga tidak melakukan proses kontekstualisasi 
dari pemikiran kenegaraan perspektif Ali Hasjmy, dan penulis 
akan melakukan proses kontekstualisasikan terhadap pemikiran 
Ali Hasjmy. Dalam konteks ini, perbedaan yang urgen anatara 
penulis dengan Sirajuddin adalah sisi pendekatan metodologinya. 
Tulisan penulis menggunakan pendekatan studi kritis dan tesis 
Sirajudin menggunakan deskripsi analisis. 
 Berdasarkan tiga perbedaan penting di atas, tentunya akan 
menciptakan hasil penelitian yang berbeda antara penelitian ini 
dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Konsep 
politik Ali Hasjmy penting untuk ditelusuri secara komprehensif, 
terlebih penelitian ini hanya dikhususkan pada kajian konsep 
negara Islam. Dengan demikian, pijakan kajian pustaka yang 
penulis lakukan berawal dari tesis yang terdahulu yang telah 
disampaikan di atas.
 Berkaitan dengan Ali Hasjmy, buku yang berjudul “Tokoh 
dan Pemimpin Agama” yang ditulis oleh Aslam Nur menulis 
tentang kiprah-kiprah Ali Hasjmy dalam membentuk peradaban 
Aceh.30 Buku tersebut menjelaskan tentang peran Ali Hasjmy di 
bidang pendidikan, birokrasi dan keagamaan dalam membangun 
martabat Aceh di kancah internasional. Berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti, penulis berusaha fokus pada 
kajian pemikiran politik Ali Hasjmy terhadap pendeskripsian 
yang di tulis oleh Aslam Nur.
 Seiring dengan tulisan yang ditulis oleh Badruzzaman 
Ismail berserta koleganya yang berjudul “A. Hajsmy Aset Sejarah 
Masa Kini dan Masa Depan: Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan 
Raya Dunia” banyak menjelaskan kesuksesan-kesuksesan yang 
telah dicapai oleh Ali Hasjmy dalam membangun Aceh, baik secara 
30 Azzumardi Azra, ed. Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial- Intelektual, 
(Jakarta: PPIM, 1998), hlm.361
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fisik maupun non fisik.31 Tetapi, buku tersebut tidak membahas 
tentang pemikiran politik Ali Hasjmy secara komprehensif.
 Berangkat dari tulisan yang ditulis oleh Badruzzaman 
Ismail dan koleganya tersebut, penulis dapat mengambil informasi-
informasi tentang pemikiran politik Ali Hasjmy dan tentunya 
kajian ini fokus untuk mengkonsepsikan dan menganalisis 
pemikiran politik Ali Hasjmy dalam perspektif pemikiran dalam 
Islam. Tentunya kajian ini akan tidak lepas dari kajian kepustakaan 
dalam menukan basis data penelitian ini.
 Dalam konstelasi dunia ilmiah, sebuah penelitian yang 
baik tentu harus memiliki teori penelitian yang sesuai dengan 
objek yang ingin diteliti, sehingga alur penelitian tersebut 
mudah dipahami.32 Berdasarkan teori tentang kenegaraan Islam 
yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa 
suatu negara harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist 
yang dipahami melalui pendekatan argumentasi rasional untuk 
mencapai kebenaran yang bersifat universal.33
 Berbeda halnya teori yang dikembangkan oleh Fazlur 
Rahman yang menjelaskan bahwa negara Islam merupakan sebuah 
penerapan hukum-hukum Islam terhadap proses kenegaraan yang 
dilaksanakan secara substansial tanpa dimaknai secara simbolik.34 
 Seiring dengan argumen di atas, Socrates dalam karyanya 
menjelaskan tentang sebuah negara bahwa negara bukanlah 
31 Badruzzaman Ismail, dkk, A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa 
Depan: Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 
hlm. 191
32 Bahdin  Nur Tanjung, Ardial, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah  (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group 2005), hlm.168
33 Khalid Ibrahim Jiddan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah 
tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm.55
34 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, 
(Yogyakarta: UII Press 2006), hlm.53
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organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan 
pribadinya, akan tetapi negara merupakan susunan yang bersifat 
objektif.35 Maksud dari argumen tersebut ingin menyampaikan 
bahwa negara merupakan sebuah wujud yang muncul dari proses 
kesepakatan bersama tanpa ada intimidasi dari pihak manapun.
 Lain halnya dengan argumen Muhammad Natsir yang 
menjelaskan bahwa negara merupakan alat untuk mewujudkan 
hukum-hukum Islam.36 Argumen Muhammad Natsir tersebut 
cenderung ditekankan pada penerapannya dan bukan dari 
penyebutannya, sehingga negara Islam tersebut hanya dapat 
dipahami dari sisi penerapannya.37 
 Menurut Nurcholish Madjid, mengenai sikap umat muslim 
dalam melakukan pembaharuan baik itu hal yang berhubungan 
dengan konsep  negara Islam maupun yang lainnya, urgensitas 
negara Islam harus menampilkan bahwa konsep kualitas lebih 
penting dari pada kuantitas.38 Kualitas yang dimaksud oleh 
Nurcholish Madjid merupakan nilai substansial penerapan yang 
terkandung dalam sistem kenegaraan dan bukan mengedepankan 
bentuk simbolik istilah sebuah negara. Nurcholish Madjid juga 
menyinggung bahwa wacana negara Islam hanya sebagai wacana 
politik modern pasca pembebasan negara yang dilakukan umat 
muslim di Pakistan.
Muhammad Dhiauddin Rais menjelaskan bahwa teori 
politik Islam sejatinya dapat dipahami melalui sistem politik yang 
dikembangkan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika membentuk 
35 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2012), hlm.1
36 M. Natsir, Capita Selecta, (Bulan Bintang, 1079), hlm.491
37 Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran 
Politik Nurcholis Madjid, (Jakarta: Murai Kencana, 2004), hlm.86
38 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, cet.XI, (Bandung: 
Mizan, 1998), hlm.205
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sistem negara di Madinah yang dalam penerapannya secara jelas 
hubungan agama dan negara saling berinteraksi dan sulit untuk 
dipisahkan.39 
Sejatinya diskursus pemicu perkembangan wacana tentang 
konsep negara Islam mulai disebarluaskan pada abad ke 20 sebagai 
upaya menggali taradisi dalam Islam yang dirujuk pada masa 
Abbasiyah, karena kejaayaan dan umat muslim ingin itu kembali.40
 Begitu juga dengan teori tentang negara Islam yang 
dikembangkan oleh Husain Haikal menjelaskan bahwa prinsip-
prinsip dasar  terbentuknya negara Islam berangkat dari tiga nilai, 
yakni nilai keimanan, sunnatullah dan persamaan antar umat 
manusia.41 Husain Haikal menegaskan bahwa di dalam Islam 
tidak terdapat bentuk pemerintahan atau negara yang yang baku, 
melainkan pemerintah dan negara tersebut terbentuk dari faktor 
agama, sosio-historisnya.
 Berdasarkan pemaparan teori-teori di atas, penelitian 
pemikiran politik Ali Hasjmy yang berkaitan dengan konsep 
negara Islam akan ditemukan jawabannya melalui perpaduan 
analisis-analisis yang dikemukakan oleh beberapa teori di atas, 
sebagaimana skema kerangka kerja dari teori di atas.
39 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 
hlm.4
40 Dale F. Eickelman, James Pistcatori, Politik Muslim, terj, M. Rahman 
(Bandung: Mizan, 1998), hlm.43
41 Musdah Mulia, Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal, (Jakarta: 
Paramadina, 2001), hlm.10
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 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kritis tentang karya-karya Ali Hasjmy.  Studi kritis 
tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menerapkan 
perspektif metodologis hermeneutik dan epistemologi dalam 
menganalisis data penelitian.
 Kajian hermeneutik tersebut berperan penting dalam 
menganalisis teks-teks yang terdapat pada sumber data penelitian, 
yakni karya-karya Ali Hasjmy. Sedangkan kajian epistemologi 
berperan dalam menemukan konsep baru dari temuan kajian 
hermeneutik, sehingga hasil dari temuan epistemologi tersebut 
merupakan kelanjutan dari temuan hermeneutik yang peneliti 
lakukan.
 Proses pencocokan kajian hermeneutik dan epistemologi 
dalam tulisan ini akan membentuk sebuah metodologi analisis 
dalam mencari, menguraikan dan mengonsepsikan hasil 
penelitian  yang terdapat dalam sumber data, sehingga posisi 
kajian hermeneutik dalam tulisan ini terletak pada proses 
memaknai pembuat teks, pembaca teks dan teks itu sendiri yang 
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terhimpun pada sumber data penelitian.42 Posisi epistemologinya 
terletak pada temuan baru yang terdapat dalam tulisan ini. Maka 
dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan hermeneutik dan 
epistemologi dalam kajian ini sangat berkaitan antara satu dengan 
yang lainnya.
 Kedua, melakukan komparasi pemikiran Ali Hasjmy 
dengan hasil pemikiran tokoh-tokoh lain yang membicarakan 
tentang konsep negara Islam. Ketiga, menelusuri hubungan yang 
mempengaruhi munculnya konsep negara Islam perspektif Ali 
Hasjmy, baik dari sisi pengaruh keluarga, mitra kerja, pekerjaan 
maupun gaya hidup. Keempat, memetakan alur pemikiran 
politik Ali Hasjmy secara epistemologi dan melakukan proses 
kontekstualisasi beserta kritik  terhadap wacana-wacana politik 
Aceh dewasa ini. Deskripsi kerja tentang indikator studi kritis di 
atas akan ditampilkan berdasarkan sistematika metode penelitian 
kualitatif dalam mengatotasikan data primer dan data sekunder 
dalam kajian ini. Data primer yang dimaksudkan adalah karya-
karya Ali Hasjmy, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai 
negara Islam, di antaranya berjudul sebagai berikut:
1. Di Mana Letak Negara Islam yang diterbitkan oleh Pustaka 
Nasional Singapura pada tahun 1970 M.
2. Semangat Merdeka yang terbitkan pada tahun 198 M.
3. Dasar-Dasar Negara Islam yang diterbitkan pada tahun 1969M.
4. Pemimpin dan Akhlaknya yang terbit tahun 1973 M.
5. Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun 
Melawan Agresi Belanda yang terbit tahun 1979 M.
42 Laode M. Kamaluddin, ed. On Islamic Civilization, (Semarang: UNISSULA 
PRESS, 2010), hlm.527
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6. Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh  yang terbit tahun 
1980 M.
 Sedangkan data sekunder yang dimaksud adalah karya-
karya orang lain terkait dengan penelitian Ali Hasjmy yang 
mendukung penelitian ini seperti, tesis Sirajuddin pada tahun 
1999 M. yang berjudul  “Konsepsi Kenegaraan dalam Pemikiran A. 
Hasjmy”. Buku-buku dan jurnal yang menjelaskan tentang konsep 
negara Islam yang memiliki relevansi dengan pemikiran politik 
Ali Hasjmy.
Deskripsi metodologis pembahasan penelitian ini  adalah sebagai 
berikut. 
1. Mengumpulkan data primer dan sekunder dan melakukan 
analisis data yang telah dukumpulkan.
2. Menganalisis data dengan pendekatan studi kritis dengan 
pendekatan studi pemikiran dalam Islam.
3. Merekontruksi pemikiran politik Ali Hasjmy berdasarkan 
kerangka epistemologinya.
4. Menyusun hasil penelitian yang telah diteliti
19
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A. Biografi Singkat Ali Hasjmy 
1. Kelahiran dan keluarga
Ali Hasjmy merupakan salah satu generasi Aceh yang telah 
terbukti memberikan dampak positif terhadap pembangunan 
sumber daya manusia (SDM).  Kualitas perjuangannya dapat 
diukur dari usaha-usahanya sejak remaja hingga dewasa. Tepat 
tanggal 28 Maret 1914 di Aceh Besar, Ali Hasjmy dilahirkan 
dari pasangan Teungku Basyim dengan Cut Buleun, dengan dua 
saudara kandung, yang kemudian  telah meninggal dunia sekitar 
umur tujuh bulan.1
Waktu Ali Hasjmy masih  usia kanak-kanak, ibu 
kandungnya kembali ke pangkuan ilahi, sehingga dirinya dari 
kecil hingga remaja berstatus yatim.2 Ali Hasjmy memiliki sepuluh 
saudara dari dua orang ibu yang bernama Syarifah dan Cut 
Buleun, Dirinya merupakan anak tertua dari sepuluh bersaudara, 
dan dua di antaranya adalah saudara kandungnya.3 Ali Hasjmy 
dikenal sebagai sosok yang sangat empati terhadap seluruh 
saudara-saudaranya. Ini terbukti melalui beberapa pesan yang 
yang terdapat pada beberapa karyanya tulisnya.
Ayah Ali Hasjmy bekerja sebagai pedagang kain yang 
berdagang secara berpindah-pindah. Ali Hasjmy sejak kecil  telah 
diasuh oleh neneknya yang lebih akrab disebut dengan sebutan 
Nyak Puteh (ibu dari ibu kandung Ali Hasjmy).4 Dalam proses 
1 H.A Ghazaly, Biografi Teungku H. Ali Hasjmy, (Jakarta: SOCILIA, 1978), 
hlm.3
2 Rusdi Sufi, Agus Bidi Wibowo, Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad 
XX, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), 
hlm. 114
3 Ali Hasjmy, Semangat Kemerdekaan dalam Sajak Indonesia Baru, (Banda 
Aceh: Pustaka Putro Canden, 1963), hlm.70
4 Ali Hasjmy, Seorang Wanita Telah Membina Kepribadian Ali Hasjmy Sejak 
Dini, (Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1993), hlm.2
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asuhan bersama neneknya tersebut, Ali Hasjmy sering mendapat 
pemahaman-pemahaman spirit perjuangan yang diajarkan 
oleh neneknya melalui pendekatan cerita dan syair.5 Karakter 
kepemimpinannya juga dipengaruhi oleh pola asuhan melalui 
subtansi dari sya’ir yang diucapkan oleh neneknya tersebut.
Menjelang usia muda, Ali Hasjmy aktif menciptakan karya 
tulis, baik berbentuk puisi, novel yang cenderung dipublikasi oleh 
berbagai media cetak di nusantara. Dalam proses publikasi karya 
tersebut. Sejatinya nama lengkap Ali Hasjmy adalah Muhammad 
Ali Hasjim, tetapi dalam beberapa karya-karya romannya yang 
terbit sekitar tahun 1930 M. Ali Hasjmy sering menggunakan nama 
samaran, di antara nama-nama yang sering digunakannya adalah 
Al-Hariry, Aria Handiningsum, dan Asmara Hakiki.6 Fenomena 
ini dipandang lazim oleh seniman atau sastrawan, karena upaya 
untuk menciptakan nama samaran tersebut merupakan bagian 
dari metode dalam mempublikasikan karya dalam bentuk roman. 
Dari beberapa nama tersebut, dirinya tetap dipanggil dengan 
nama Ali Hasjmy.
Pada usia 27 tahun tepat pada tanggal 14 Agustus 1941, Ali 
Hasjmy menikahi Zuriah Aziz dan dikarunia anak sebanyak tujuh 
orang yang terdiri dari enam laki-laki dan satu perempuan. Nama-
nama anak tersebut adalah Mahdi A. Hasjmy, Surya A. Hasjmy, 
Dharma A. Hasjmy, Gunawan A. Hasjmy, Mulya A. Hasjmy, Dahlia 
A. Hasjmy, dan Kamal A. Hasjmy.7 Pada usia 83 tahun, bertepatan 
pada tanggal 18 Januari 1998, Ali Hasjmy kembali ke pangkuan 
Allah Swt. Fakta ini telah mengakibatkan masyarakat Aceh merasa 
kehilangan seorang sosok negarawan yang sangat kental dengan 
5 Ali Hasjmy, Semangat Merdeka, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm.31
6 Ameer Hamzah, “In Memoriam A. Hasjmy”, dalam Majalah Santunan, no. 
235 Tahun 1998, hlm.8
7 Sirajuddin, Pergolakan Konsep Kenegaraan di Aceh: Studi Pemikiran A. 
Hasjmy, (Jakarta: Studia Press, 2005), hlm.14
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karakter keacehannya.
2. Riwayat pendidikan 
Pengalaman pendidikan Ali Hasjmy sangat baik dijadikan 
sebagai pembelajaran bagi kita selaku anak bangsa. Alasannya, Ali 
Hasjmy tidak hanya belajar di lembaga pendidikan formal, tetapi 
dirinya juga belajar di lembaga pendidikan non-formal. Dirinya 
telah membuktikan bahwa hasil dari kedua lembaga pendidikan 
yang dijalaninya tersebut dapat dirasakan oleh beberapa lapisan 
masyarakat dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik darinya. 
Implikasi dari itu, dapat dipahami bahwa kecerdasan Ali Hasjmy 
bukanlah tipe kecerdasan yang bersifat menara gading.8 Tapi 
Ali Hasjmy mampu mewujudkan gagasannya ke dalam bentuk 
kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi Aceh.
Ali Hasjmy adalah salah satu warga Aceh yang sempat 
mengikuti pendidikan formal Hindia Belanda yang bernama 
Government Inlandsche School Montasie yang bertempat di Banda 
Aceh (Kuta Radja). Dalam situasi sosial, politik dan keagamaan 
di Aceh pada saat itu, Masyarakat Aceh khususnya menganjurkan 
generasinya agar tidak masuk ke sekolah-sekolah yang didirikan 
oleh Belanda. Lain halnya dengan Ali Hasjmy, selain mendapat 
dukungan dari keluarga besarnya, Ali Hasjmy dengan niat yang 
tulus mencari ilmu pengetahuan yang luas.9 Ali Hasjmy berani 
bersekolah di Sekolah Hindia Belanda tersebut. Walaupun tekanan 
mental dari masyarakat pada masa itu cukup berat bagi dirinya.
Setelah selesai menempuh pendidikan di Government 
Inlandsche School Montasie, Ali Hasjmy melanjutkan pendidikan 
8 Ali Hasjmy, Pemimpin dan Akhlaknya, (Banda Aceh: Majelis Ulama 
Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1973), hlm. 131
9 Ali Hasjmy, Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Islam, (Banda Aceh: Lembaga 
Penerbit IAIN Jami’ah Ar-Raniry, 1969), hlm.33
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tingkat menengah atas di Sumatra Thawalib, dan dilanjutkan di 
perguruan tinggi Al-Jami’ah al-Qism Adabul Lughah wa Tarikh 
al-Islamiyyah (Perguruan Tinggi Islam Jurusan Sastra dan 
Kebudayaan Islam) di Sumatra Barat, yang pada saat itu, lembaga 
tersebut dipimpin oleh Mahmud Yunus pada tahun 1950.10 Di 
tempat inilah Ali Hasjmy memperoleh pemahaman dan cara 
pandang yang berbeda dari pendidikan yang dijalani sebelumnya 
ketika berada di Aceh. 
Pendidikan Ali Hasjmy di Aceh berorientasi dari pola-
pola berlandaskan kurikulum yang diproduksi oleh pemerintahan 
Hindia Belanda. Tiba di Sumatra Barat, Ali Hasjmy telah terkoneksi 
dengan pola-pola pendidikan yang berasal dari Timur tengah, 
sehingga orientasi pendidikannya bercorak pada pembaharuan 
yang digagas oleh Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan 
Rasyid Ridha.
Pasca menuntut ilmu pengetahuan di Sumatra Barat Ali 
Hasjmy merasa terpanggil untuk pulang ke Aceh seiring dengan 
dinamika politik dan keagamaan yang melanda Aceh. Dengan 
modal pendidikan strata satu (S-1), Ali Hasjmy telah mampu 
berkolaborasi dengan para stakeholders di Aceh untuk membangun 
sumber daya manusia di Aceh.11 Keterampilan multi talenta Ali 
Hasjmy bukan muncul setelah pulang dari Sumatera Barat, tetapi 
telah tumbuh dalam jiwanya sejak menempuh usia remaja ketika 
dirinya ikut berpartisipasi dengan para ulama-ulama Aceh dalam 
menghadapi kolonial Hindia Belanda.
3. Pengalaman organisasi
Kegiatan organisasi Ali Hasjmy tidak dapat dipisahkan 
10 Azyumardi Azra, ed. Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual, 
(Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998), hlm 359
11 Ali Hasjmy, Mimpi-Mimpi Indah di Rumah Sakit MMC, (Banda Aceh: Gua 
Hira’, 1993), hlm.71
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dengan kepribadian Ali Hasjmy, dalam catatan sejarah 
kehidupannya, Ali Hasjmy sejak menempuh sekolah pendidikan 
dasar telah menjadi ketua kelas di sekolahnya. Bekal dari itu, 
ternyata karakter pemimpim terus melekat dalam dirinya. Ali 
Hasjmy muda cukup berpengaruh dalam pergerakan organisasi, 
baik organisasi yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.12
Pada tahun 1932-1935 M, Ali Hasjmy telah aktif sebagai 
pengurus Himpunan Pemuda Islam Indonesia (HPII) cabang 
Padang Panjang.13 Organisasi ini merupakan ranting dari Partai 
Persatuan Indonesia (PERMI) yang bergerak sebagai organisasi 
penentang gerakan koperasi pemerintahan Hindia Belanda. 
Akibatnya pada tahun 1934 M, beliau dipenjarakan oleh 
pemerintahan Hindia Belanda, karena dianggap sebagai ancaman 
bagi pemerintahan pada masa itu.
Berkat kekompakan Ali Hasjmy dengan berbagai 
koleganya, Ali Hasjmy dapat dikeluarkan dari tahanan tentara 
Hindia Belanda dan kembali ke Aceh. Tanpa mengurangi semangat 
juang, Ketika berada di Aceh, Ali Hasjmy bersama rekan-rekannya 
menginisiasikan berdirinya organisasi yang bernama Serikat 
Pemuda Islam Aceh (SERPIA), dan dirinya terpilih sebagai 
Sekretaris Umum dari pengurus besar organisasi tersebut. 
Perkembangan organisasi SERPIA ternyata berbenturan 
dengan dinamika perpolitikan pada masa itu, karena kebijakan 
pemerintah pusat pada masa ini mesih membatasi ruang gerak 
organisasi yang berlabelkan Islam. Untuk membuka ruang gerak 
organisasi yang lebih dinamis,  organisasi yang digeluti Ali 
Hasjmy ini berganti nama menjadi Pergerakan Angkatan Muda 
12 Ali Hasjmy, Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1977), hlm.23
13 Ali Hasjmy, Sumbangan Kesusasteraan Aceh dalam Pembinaan Kesusasteraan 
Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm.33
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Indonesia.14 Misi dari pergerakan ini tidak lepas dari misi SERPIA, 
yakni melakukan gerakan-gerakan yang menentang kebijakan 
Hindia Belanda yang merugikan hak-hak rakyat Indonesia.
Berkat pengalaman organisasi yang diperoleh Ali Hasjmy, 
baik ketika berada di Sumatera Barat dan Aceh, pada tahun 
1939 M dirinya menjadi sebagai anggota muda Persatuan Ulama 
Seluruh Aceh (PUSA) cabang Aceh Besar. Semangat juangnya 
terus membara, sehingga Ali Hasjmy bersedia aktif di berbagai 
organisasi asalkan memiliki visi yang sama, yakni melepaskan 
umat dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Dengan alasan 
ini pula dirinya bersedia menjadi wakil ketua kwartir Kasyafatul 
Islam (KI) Cabang Aceh Besar.15
Organisasi tersebut yang dijalani Ali Hasjmy tidak hanya 
bersifat formalitas. Tetapi melalui beberapa organisasi tersebut 
di atas, Ali Hasjmy beserta rekan-rekannya pernah menciptakan 
sebuah gerakan yang disebut sebagai Gerakan Fajar yang bergerak 
pada tahun 1941 M.16 Gerakan Fajar tersebut bergerak secara 
diam-diam melalui terowongan bawah tanah dengan tujuan 
menyerbu tentara Hindia Belanda yang berada di pusat kota Aceh 
besar, Sehingga gerakan-gerakan perlawan seperti ini terus meluas 
hingga ke wilayah luar Aceh Besar.
Pasca gerakan perlawanan terhadap Hindia Belanda 
yang dipelopori Ali Hasjmy telah mengakibatkan ayah Ali 
Hasjmy ditangkap oleh pihak Belanda dengan alasan gerakan 
pemberontakan yang dilakukan Ali Hasjmy beserta rekan-
rekannya.  Akibat permasalahan ini, Ali Hasjmy terus melakukan 
14 Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam 
Aceh, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm.41
15 T.A Talsya, Modal Perjuangan Kemerdekaan: Perjuangan Kemerdekaan Aceh 
1947-1948, (Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1990), hlm.22
16 Ali Hasjmy, Semangat Kemerdekaan dalam Sajak Indonesia Baru, (Banda 
Aceh: Pustaka Putro Canden, 1963), hlm.64
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berbagai pendekatan terhadap birokrat Hindia Belanda, sehingga 
ayahnya terbebaskan dari berbagai tuntutan dari pihak Belanda. 
Sekitar tahun 1945 M, Belanda telah meninggalkan Aceh. 
Tiba saatnya pula Jepang menguasai sosio kultural masyarakat 
Aceh. Sehingga mengakibatkan Ali Hasjmy beserta rekan-rekannya 
merubah pola gerakan perlawanan. Pola ini dapat dipahami ketika 
nama-nama organisasi yang dijalaninya terus berganti-ganti nama. 
Ketika itu, organisasi PERSINDO pada masa penjajahan Belanda 
berganti nama menjadi Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) pada masa 
penjajahan Jepang.17
Gerakan IPI merupakan gerakan secara diam-diam ketika 
melakukan perlawanan terhadap Jepang. Selain aktif di gerakan 
tersebut, Ali Hasjmy juga bekerja dengan pihak Jepang sebagai 
tenaga aktif penerbit media cetak milik perusahaan Jepang (Atjeh 
Sinbun). Sambil bekerja, Ali Hasjmy juga melakukan gerakan 
perlawanan terhadap Jepang. Tepat pada tanggal 14 Agustus 1945, 
IPI mulai melakukan gerakan perlawanan secara terang-terangan 
terhadap pihak Jepang.18 Sehingga menjelang tanggal 17 Agustus 
1945, proklamasi kemerdekaan di Aceh dapat diproklamirkan.
Pasca proklamasi kemerdekaan, nama IPI berganti nama 
menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI). Tidak begitu lama, BPI 
berganti nama menjadi Pemuda Rakyat Indonesia (PRI), perubahan 
nama-nama organisasi pada masa ini terus terjadi setelah gerakan 
politik komunis mulai mewarnai perpolitikan di pemerintahan 
pusat (Jakarta), sehingga PRI berganti nama menjadi Pemuda 
Sosialis Indonesia (PERSINDO).19 Pengaruh politik gerakan 
17 Ali Hasjmy, Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun 
Melawan Agresi Belanda, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm.22
18 T.A Talsya, Sekali Republiken, Tetap Republiken: Perjuangan Kemerdekaan di 
Aceh 1949, (Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1990), hlm.17
19 A. Jakob, Aceh Daerah Modal: Long-March ke Medan Area, (Jakarta: Yayasan 
Seulawah RI-001:  Pelita Persatuan, 1990), hlm.61
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sosialis (komunis) pada masa ini sangat mempengaruhi stabilitas 
berbagai  organisai di Indonesia, termasuk di Aceh.
Akibat dari keterlibatan kalangan komunis tersebut, 
PERSINDO cabang Aceh memisahkan diri dengan PERSINDO 
yang berada di pusat pemerintahan. Upaya pemisahan yang 
dilakukan oleh Ali Hasjmy beserta rekan-rekannya menjadi 
pelopor dalam pembentukan organisasi baru yang bernama Divisi 
Rencong sebagai bentuk akhir dari perjuangan IPI.20 Berdasarkan 
pengalaman organisasi yang dijalani oleh Ali Hasjmy di atas telah 
memberikan pelajaran bahwa betapa pentingnya peran organisasi 
sebagai wadah penyatu masyarakat dalam membangun gerakan 
membela kemerdekaan negara. 
Dinamika perkembangan organisasi di atas bukanlah 
diciptakan hanya sebagai tujuan politik praktis atau kepentingan 
kelompok semata. Melainkan organisasi tersebut muncul sesuai 
dengan niat untuk membela hak-hak masyarakat Aceh dalam 
melepaskan belenggu penjajahan, baik sebelum kemerdekaan 
maupun sesudah kemerdekaan Indonesia.
B. Karya dan Pengaruh Ali Hasjmy
Berdasarkan pemaparan tentang jabatan-jabatan yang 
pernah dipercayakan kepada  Ali Hasjmy di atas, tentunya Ali 
Hasjmy telah banyak memberikan gagasan-gagasan cermerlang 
dalam membentuk kebijakan-kebijakan terhadap pembangunan 
sumber daya manusia di negara ini. Salah satu gagasan cemerlang 
yang tiada duanya di pemerintah Aceh adalah tentang program 
pembangunan Kota Pelajar dan Mahasiswa (KOPELMA) yang 
20 TA. Talsya, Karang di Tengah Lautan: Perjuangan Kemerdekaan di Aceh 1945-
1946, (Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1990), hlm.20
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berada di wilayah administrasi kota Banda Aceh.21
Kegiatan Pembangunan KOPELMA bertujuan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Aceh yang 
berlandaskan tiga pola pendekatan lembaga pendidikan. Tiga 
lembaga pendidikan tersebut adalah Institut Agama Islam Negeri 
Ar-Raniry (IAIN Ar-Raniry), Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) 
dan Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu.22 Semangat 
kegotong-royong masyarakat Aceh dalam membangun KOPELMA 
tersebut mulai tampak. Kesempatan ini terus dimanfaatkan 
oleh Ali Hasjmy untuk meyakinkan Presiden Soekarno bahwa 
Aceh pada masa itu telah mampu bangkit dari kemundurannya, 
khususnya di bidang  pendidikan.
Semangat Ali Hasjmy dalam meyakinkan Soekarno 
tersebut berangkat dari pemahaman Ali Hasjmy bahwa masyarakat 
Aceh pada masa itu cenderung diwarnai dengan peristiwa-
pristiwa konflik yang berkepanjangan, baik konflik pada masa 
kolonial Belanda, Jepang, maupun DI/TII Aceh yang dipelopori 
oleh Teungku Dawud Bereueh.23 Maka dari itu, Ali Hasjmy 
berpandangan bahwa masyarakat Aceh penting untuk diberikan 
pengembangan ilmu pengetahuan.
Dalam pelaksanaan pembangunan KOPELMA, Ali Hasjmy 
mengusulkan harus ada dalam bentuk prasasti atau monumen, 
sehingga lahirlah Tugu Darussalam sebagai ikon dari lahirnya 
KOPELMA. Di tugu tersebut Presiden Soekarno meninggalkan 
tulisan yang bertuliskan “Tekat Bulat Melahirkan Perbuatan Njata, 
Darussalam Menuju Kepada Pelaksanaan Tjita-Tjita”. Melalui 
tulisan hikmah yang dituliskan oleh Presiden Soekarno tersebut 
21 M. Hasbi Amiruddin, Biografi Rektor IAIN Ar-Raniry: Kepemimpinan IAIN 
Ar-Raniry dari Masa ke Masa, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.69
22 Ali Hasjmy, Darussalam, (Banda Aceh: Tp, Ttt), hlm.20
23 M. Nur El Ibrahimi, Tgk. Dawud Bereueh: Peranannya dalam Pergolakan di 
Aceh, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm.95
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menandakan bahwa harapan Soekarno dan Ali Hasjmy secara 
tidak langsung telah bersinergi dalam membangun sumber daya 
manusia di Aceh secara berkelanjutan. 
Selain dari program pembangunan KOPELMA, Ali 
Hasjmy cenderung senang mengabadikan bangunan yang 
bersifat monumental. Hal ini terjadi pada tahun 1980-an ketika 
Ali Hasjmy mengisi acara seminar serantau di Aceh Timur, hasil 
kegiatan tersebut bersepakat perlu adanya pendirian Monumen 
Islam Asia Tenggara (MONESA) tepatnya di daerah Peureulak. 
Proses pembangunan monumen tersebut sempat terkendala 
karena peristiwa konflik yang melanda Aceh, sehingga status dan 
perkembangan MONESA menjadi kabur. 
Ketika Ali Hasjmy menjabat sebagai Gubernur Aceh, 
dirinya menginstruksikan kepada seluruh siswa-siswi di Aceh 
bahwa siswa-siswi sebelum memulai proses pembelajaran harus 
melafalkan do’a, dengan tujuan untuk mendapat berkah dari 
Allah Swt. Tidak kalah menariknya, Pada tahun 1958 Ali Hasjmy 
menginisiasikan bahwa Aceh dan daerah Melayu lainnya harus 
mampu melestarikan adat dan kebudayaannya masing-masing.24 
Ali Hasjmy meyakini bahwa media yang efektif untuk menyatukan 
masyarakat salah satunya melaui sistim adat dan kebudayaan.
Gagasan tersebut berlanjut pada terbentuknya Lembaga 
Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA). Legalitas terbentuknya 
LAKA mendapat izin dari pemerintah pusat karena Aceh pada 
masa itu merupakan provinsi yang berstatus Daerah Istimewa 
Aceh. LAKA bergerak pada program pengembangan tentang adat 
dan kebudayaan yang terdapat di seluruh kabupaten di Aceh, 
sehingga lembaga ini merupakan cikal-bakal terbentuknya Pekan 
24 Ali Hasjmy, “Bahasa dan Kebudayaan Melayu Raya”, dalam Waspada, 
terbitan Selasa 14 April 1992.
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Kebudayaan Aceh (PKA) yang dimulai sekitar tahun 1983 M.25 
Kegiatan PKA terus dilanjutkan oleh pemerintah Aceh saat ini.
Pengaruh dari rasa menjiwai terhadap adat dan kebudayaan 
Aceh dalam kepribadian Ali Hasjmy sangat mempengaruhi pola 
kebijakannya.26 Sampai-sampai bentuk dari khutbah mesjid 
diinstruksikan olehnya. Hal ini terbukti ketika Ali Hasjmy 
mengusulkan pembangunan Mesjid Teuku Umar di daerah Setui-
Banda Aceh, kubah mesjid tersebut sangat berbeda bentuk dengan 
kubah-kubah mesjid lainnya di Banda Aceh. Karena kubah mesjid 
teuku Umar berbentuk kupiah meukeuthop (bentuk peci Teuku 
Umar). 
Akibat dari pembentukan kubah mesjid tersebut, Ali 
Hasjmy banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan yang 
tidak sepakat dengan bentuk kubah yang sedemikian. Para 
pengkritik lebih setuju bahwa kubah mesjid yang didirikan 
mengikuti pola kubah Mesjid Raya Baiturrahman. Kontroversi 
terhadap Ali Hasmy terus muncul ketika Ali Hasjmy mencoba 
untuk melukiskan atau memvisualisasikan foto Sultanah 
Safiatuddin. Sehingga beberapa kalangan akademisi menganggap 
bahwa Ali Hasjmy cenderung memiliki daya imajinasi yang tinggi 
dan bukan seorang ilmuwan yang kaya dengan metode-metode 
ilmiah.27 Fakta ini menandakan bahwa cara berfikir Ali Hasjmy 
belum mampu diikuti oleh kebanyakan masyarakat, terutama 
dalam perumusan kebijakan politik dan kebudayaan.
Jika dilihat dari pola pendekatan Ali Hasjmy terhadap 
masyarakat, Ali Hasjmy masih dianggap sebagai seorang yang 
sangat banyak berkontribusi positif terhadap kemajuan Aceh, 
25 Badruzzaman Ismail, A. Hasjmy Seorang Idealis yang Praktis, (Ttp: Tkp, 
1994,) hlm. 204
26 Ali Hasjmy, Kisah Seorang Pengembara, (Medan: Pustaka Islam, 1993), hlm.8
27 Muhammad Thalal, dkk, Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di 
Aceh, (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010), hlm.73
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dan hal-hal yang bersifat negatif yang melekat pada dirinya 
terhilangkan oleh pandangan kekaguman masyarakat kepadanya. 
Kontribusi Ali Hasjmy ketika usianya telah menua dapat dipahami 
ketika Ali Hasjmy menyumbang yayasan pendidikannya untuk 
generasi Aceh melalui pemerintah Aceh, kemudian yayasan 
tersebut diganti nama menjadi Museum Ali Hasjmy.
Awalnya museum Ali Hasjmy tersebut didirikan oleh 
Ali Hasjmy pada tahun 1989 atas nama Yayasan Pendidikan 
Ali Hasjmy (YPAH). Kemudian pada tahun 1990 Ali Hasjmy 
mewakafkan yayasannya yang seluas 3.0000 meter persegi tersebut 
kepada pemerintah Aceh. Banyak aset-aset yang bersifat khazanah 
ilmu pengetahuan yang terdapat dalam museum tersebut. 
Isi museum Ali Hasjmy di antaranya adalah naskah-
naskah kuno, kitab/buku, album sejarah, hingga benda-benda 
yang  bernilai sejarah lainnya. Tepat pada tanggal 15 Januari 
1991 YPAH diresmikan oleh Emil Salim yang waktu itu menjabat 
sebagai Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan 
Hidup. Upaya pengalihan tersebut membuat YPAH berganti 
nama menjadi Perpustakaan dan Museum Yayasan Pendidikan Ali 
Hasjmy (PMYPAH). 
Selama hidupnya, Ali Hasjmy pernah melakukan 
kunjungan ke beberapa negara di luar negeri seperti, Arab Saudi, 
Mesir, Bahrain Kuwait, Turki, Malaysia, Singapura, Jepang, dan 
negara-negara pecahan Uni Soviet.28 Proses perjalanan ini secara 
tidak langsung telah mempengaruhi cara pandang Ali Hasjmy 
dalam melakukan aktivitas keagamaan, sosial dan politik di Aceh.
Ali Hasjmy tidak hanya seorang pemikir yang memiliki 
imajinasi yang tinggi. Tetapi Ali Hasjmy juga merupakan sosok 
28 Badruzzaman Ismail, Ali Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan, 
(Jakarta: Bulan Bindang, 1994), hlm.70
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penulis yang produktif. Pola atau format tulisan yang tertuang 
dalam buku Ali Hasjmy jika dibandingkan dengan pola penulisan 
karya ilmiah dewasa ini terdapat beberapa perbedaan, di antaranya 
adalah Ali Hasjmy menulis dengan pola kalimat yang berulang-
ulang dan banyak menciptakan tulisan-tulisan kutipan dari 
pemikir-pemikir muslim maupun non muslim.
Perbedaan pola penulisan tersebut dapat disebut sebuah 
kewajaran, karena pada masa itu, Ali Hasjmy menulis pada masa 
belum tersistemnya pola penulisan karya ilmiah secara baku 
layaknya seperti pola penulisan karya ilmiah saat ini. Berdasarkan 
penulusuran karya yang peneliti lakukan, jumlah karya tulis yang 
pernah dipublikasikan oleh Ali Hasjmy adalah sebagai berikut. 
1. Kisah Seorang Pengembara (sajak), Medan: Pustaka Islam, 1936
2. Dewan Sajak (puisi), Medan: Centrale Courant, 1938
3. Bermandi Cahaya Bulan (roman pergerakan), Medan: Indische 
Drukkrij, 1939 dan Jakarta: Bulan Bintang, 1978
4. Melalui Jalan Raya Dunia  (roman masyarakat), Medan: 
Indische Drukkrij, 1939, dam Jakarta: Bulan Bintang, 1978
5. Suara Azan dan Lonceng Gereja (roman antar agama), Medan: 
Syarikat Tapanuli, 1940, dan Jakarta: Bulan Bintang, 1978, dan 
Singapura: Pustaka Nasional, 1982
6. Dewi Fajar (roman politik), Banda Aceh: Aceh Sinbun, 1943.
7. Kerajaan Saudi Arabia  (riwayat perjalanan), Jakarta: Bulan 
Bintang, 1957
8. Pahlawan-pahlawan Islam yang Gugur  (saduran dari bahasa 
Arab), Jakarta: Bulan Bintang, 1981, dan Singapura: Psutaka 
Nasional, 1971
9. Rindu Bahagia  (kumpulan sajak dan cerpen), Banda Aceh: 
Pustaka Putro Canden, 1963
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10. Jalan Kembali (sajak bernafaskan Islam), Banda Aceh: Pustaka 
Putro Canden, 1963 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggris oleh Hafiz Arif (Harry Aveling)
11. Semangat Kemerdekaan dalam Sajak Indonesia Baru  (analisa 
sastra), Banda Aceh: Pustaka Putro Canden, 1963
12. Di Mana Letaknya Negara Islam  (karya ilmiah tentang 
ketatanegaraan Islam), Singapura: Pustaka Nasional, 1970
13. Pemimpin dan Akhlaknya  yang terbit tahun 1973
14. Dasar-Dasar Negara Islam yang diterbitkan pada tahun 1969
15. Semangat Merdeka yang terbitkan pada tahun 1985
16. Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun 
Melawan Agresi Belanda yang terbit tahun 1979
17. Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh yang terbit tahun 1980
18. Sejarah Kebudayaan dan Tamaddun Islam,  Banda Aceh: 
Lembaga Penerbit IAIN Jami’ah Ar-Raniry, 1969
19. Yahudi Bangsa Terkutuk, Banda Aceh: Pustaka Faraby, 1970
20. Sejarah Hukum Islam,  Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah 
Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1970
21. Hikayat Prang Sabi Menjiwai Perang Aceh Lawan 
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C. Demografi di Aceh Masa Ali Hasjmy
Ali Hasjmy hidup dari rentang waktu tahun 1914-1998 M. 
Masa kecilnya telah memasuki masa kolonial Belanda, sehingga 
Aceh pada masa itu di bawah tekanan Hindia Belanda yang 
berkuasa dari 1941-1942 M. Banyak penduduk Aceh yang tidak 
belajar di sekolah formal. Hal ini dikarenakan sebagian besar 
penduduk Aceh pada masa itu anti segala produk Hindia Belanda, 
termasuk sekolah yang didirikan oleh Hindia Belanda.29
Persatuan ulama di Aceh pada masa Hindia Belanda masih 
terjalin dengan baik. Segala aktivitas pendidikan dan perlawanan 
masyarakat Aceh dipelopori oleh ulama-ulama Aceh.30 Di bawah 
tekanan Hindia Belanda tersebut ulama-ulama Aceh terus 
menyusun strategi bahwa generasi Aceh harus cerdas melalui 
pendidikan, akibatnya, di awal tahun 1930 M para ulama Aceh 
menciptakan misi pelajar Aceh yang dikirim ke Minangkabau 
tanpa sepengetahuan pihak Hindia Belanda. Misi ini dipelopori 
oleh seorang ulama yang bernama Teungku Syekh Ibrahim 
Lamnga. Salah satu generasi yang dikirim ke Minangkabau 
29 Ali Hasjmy, Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun 
Melawan Agresi Belanda, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm.84
30 M. Hasbi Amiruddin, Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik, 
(Yogyakarta: Ceinnes Press 2004), hlm.49
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tersebut adalah Ali Hasjmy.31 Fenomena ini menandakan bahwa 
Ali Hasjmy berada dalam bimbingan para ulama Aceh yang 
kharismatik pada masa itu.
Telah terbukti bahwa generasi Aceh pada masa Hindia 
Belanda tetap melakukan perlawanan secara sporadis dengan 
membekali pendidikan yang baik bagi generasi Aceh. Tidak heran 
bahwa pihak Hindia Belanda sering terjebak dalam berbagai 
strategi yang diciptakan oleh generasi Aceh pada masa itu. Lebih 
dari 300 generasi Aceh dipersiapkan untuk melawan penjajah. 
Perlawanan tersebut dilakukan dari berbagai sisi, baik dari sisi 
praktis maupun non praktis.32
Seiring berakhirnya masa Hindia Belanda muncullah 
penjajahan Jepang di Aceh yang berkuasa lebih kurang dua tahun. 
Berakhirnya penjajahan Hinda Belanda terjadi ketika pertempuran 
fisik antara generasi Aceh dan Hindia Belanda terjadi di sebagian 
besar wilayah Aceh. Di tengah peperangan tersebut Jepang juga 
melakukan tekanan-tekanan terhadap Hindia Belanda, dan hal 
ini sangat menguntungkan posisi masyarakat Aceh. Hasil dari 
peperangan tersebut, tepat pada tanggal 12 Maret 1942 Aceh 
terlepas dari jajahan Hindia Belanda.
    Berakhirnya masa penjajahan Hinda Belanda dari 
Aceh bukan hadiah dari Jepang. Melainkan hal ini merupakan 
bentuk nyata dari kecerdasan dan kecerdikan masyarakat Aceh itu 
sendiri. Segala bentuk penjajahan yang dilakukan Hindia Belanda 
dan Jepang mampu dikelola oleh seluruh pengurus PUSA.33 Tanpa 
disadari, PUSA berada di balik semua kesuksesan pengusiran 
penjajah pada masa itu. Hal ini terbukti dengan tiga sikap yang 
31 Hasan Saleh, Mengapa Aceh Bergejolak? (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 
1992), hlm.77
32 Sayed Mudhahar Ahmad, Ketika Pala Mulai Berbunga: Seraut Wajah Aceh 
Selatan, (Jakarta: Pemda TK. II Aceh Selatan, 1992), hlm.44
33 Ali Hasjmy, Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan 
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ditawarkan  PUSA pada masa itu, yakni:
1. Bekerja sama dengan Belanda sebagai bentuk upaya untuk 
melawan Jepang.
2. Bekerja sama dengan Jepang sebagai bentuk upaya untuk 
melawan Hindia Belanda.
3. Menjadi Penonton yang pasif.
Berdasarkan musyawarah yang begitu alot, telah menjadi 
keputusan bagi PUSA bahwa tawaran kedua di atas menjadi 
keputusan bersama, yakni, bekerja sama dengan Jepang dalam 
batas-batas tertentu dan mengadakan perlawanan aktif terhadap 
kekuasaan Hindia Belanda harus dimulai sebelum pasukan 
tentara Jepang mendarat di Aceh.34 Dengan strategi yang berbeda, 
masyarakat Aceh menyusun berbagai program untuk mengusir 
Jepang dari Aceh. Masyarakat Aceh telah mengetahui bahwa 
Jepang menggunakan istilah politik dua muka dalam menjajah 
Aceh. Politik dua muka tersebut diartikan sebagai satu sisi upaya 
Jepang yang memuji dan bersikap baik terhadap ulama-ulama 
Aceh. Sementara di sisi yang lain, Jepang mengeruk berbagai hasil 
sumber daya alam yang ada di Aceh.
Berbagai bentuk pemberontakan yang dilakukan seluruh 
elemen organisasi PUSA. Semua jabatan-jabatan penting yang 
diduduki Jepang telah dikuasai oleh masyarakat Aceh, mulai 
dari jabatan militer maupun media massa. Tepat pada tanggal 14 
Agustus 1945 kepala pemerintahan Jepang yang bernama Tjokan 
telah mengaku kalah dan menyerah. Seiring dengan penyerahan 
Jepang, Teuku Nyak Arief sebagai Residen Aceh pada masa itu 
telah mendapat kabar dari Jakarta bahwa tanggal 17 Agustus 1945 
Indonesia akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Pasca 
Tamadun Bangsa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.270
34 Ali Hasjmy, Semangat Merdeka, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm.86
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proklamasi tersebut Aceh secara otomatis terlepas dari praktek 
penjajahan dan Aceh telah siap bersatu dalam membangun negara 
Indonesia.
Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa situasi 
kependudukan Aceh pada masa Ali Hasjmy cenderung diwarnai 
dengan kasus-kasus konflik politik dalam mempertahankan hak-
hak politik masyarakat Aceh sebagai masyarakat pribumi. Dalam 
mempertahankan hak-hak politik tersebut masyarakat Aceh 
masih menjunjung tinggi nilai-nilai spritualitas keagaaman dan 
nilai-nilai pendidikan, sehingga masyarakat Aceh tetap bersatu 
dalam mengusir praktek-praktek penjajahan yang dilakukan oleh 
Hindia Belanda dan Jepang. 
D. Peran-Peran Perpolitikan Ali Hasjmy
1. Peran dalam  jabatan pemerintahan dan non- pemerintahan
Banyak posisi jabatan strategis di Aceh yang diduduki oleh 
Ali Hasjmy. Semua jabatan tersebut diperolehnya berdasarkan 
kepercayaan masyarakat terhadap Ali Hasjmy. Kepercayaan 
masyarakat tersebut muncul karena kepribadian Ali Hasjmy 
sangat disukai oleh masyarakat Aceh. Pasca kemerdekaan Republik 
Indonesia, Ali Hasjmy berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Status 
tersebut membuat Ali Hasjmy secara legal memperoleh jabatan-
jabatan sebagai berikut.35
a. Tahun 1946-1947 Ali Hasjmy dipercayakan sebagai Kepala 
Jawatan Sosial Daerah Aceh di Koeta Raja (Banda Aceh).
b. Tahun 1946-1947 Ali Hasjmy menjadi anggota Badan 
35 Badruzzaman Ismail, Ali Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan, 
(Jakarta: Bulan Bindang, 1994), hlm.34-99
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Pekerja Dewan Perwakilan Aceh.
c. Tahun 1947 Ali Hasjmy sebagai anggota staf Gubernur 
Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo.
d. Tahun 1947-1949 Ali Hasjmy sebagai pimpinan kursus 
karang-mengarang Kutaradja.
e. Tahun 1949 Ali Hasjmy menjadi anggota Komite Nasional 
Indonesia Pusat. 
f. Tahun 1949 Ali Hasjmy menjadi kepala Jawatan Keresidenan 
Aceh (setingkat dengan Bupati).
g. Tahun 1949 Ali Hasjmy menjadi wakil kepala Jawatan Sosial 
Sumatera Utara.
h. Tahun 1949  Ali Hasjmy juga pernah menjadi inspektur 
kepala Jawatan Sosial Sumatera Utara.
i. Tahun 1950 Ali Hasjmy menjadi Inspektur Kepala Jawatan 
Sosial Aceh.
j. Tahun 1957 Ali Hasjmy menjadi Kepala Bagian Umum pada 
Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Kementerian Sosial di 
Jakarta.
k. Tahun 1957 Ali Hasjmy menjadi Ketua II Panitia Persiapan 
Universitas Sumatera Utara.
l. Tahun 1958 Ali Hasjmy sebagai Wakil Ketua Umum dalam 
Kepanitiaan Persiapan Fakultas Ekonomi Kutaradja.
m. Tahun 1959 Ali Hasjmy sebagai Ketua Umum dalam 
Kepanitiaan Pendirian Fakultas Agama Islam Negeri 
Kutaradja.
n. Tahun 1959 Ali Hasjmy diangkat sebagai Gubernur Aceh.
o. Tahun 1960 Ali Hasjmy dipilih dan dilantik sebagai Gubernur 
Nanggroe Aceh Darussalam periode 1960-1964.
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p. Tahun 1960 Ali Hasjmy dipercayakan sebagai Ketua Umum 
dalam Kepanitiaan Persiapan Pendirian Fakultas Tarbiyah 
IAIN Ar-Raniry.
q. Tahun 1960 Ali Hasjmy sebagai Ketua Umum dalam 
Kepanitiaan Persiapan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
r. Tahun 1964-1966 Ali Hasjmy diangkat sebagai Anggota 
Kabinet Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Setelah menjadi anggota kabinet menteri dalam negeri, 
Ali Hasjmy telah berusia 52 tahun, sehingga dirinya mencapai 
usia pensiun sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh pemerintah 
pusat. Namun, dibalik status pensiunannya tersebut, ternyata 
Ali Hasjmy masih dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk 
menjadi tenaga suka rela sebagai Dekan di Fakultas Dakwah IAIN 
Ar-Raniry pada tahun 1968 M. Berdasarkan jasa-jasa Ali Hasjmy 
yang cukup besar terhadap perkembangan negara Indonesia, 
pada tahun 1976 M, Ali Hasjmy dikukuhkan sebagai Guru Besar 
(Profesor). 
Setelah menyandang gelar profesor, Ali Hasjmy diangkat 
sebagai pegawai bulanan organik untuk menjadi Rektor IAIN 
Ar-Raniry yang ketiga sejak tahun 1977-1982 Tidak hanya dari 
jabatan akademisi, tahun 1994, Ali Hasjmy dipercayakan sebagai 
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh 
(MUI Aceh).36
Di waktu yang bersamaan, Ali Hasjmy juga dijadikan 
sebagai anggota dewan pertimbangan Majelis Pertimbangan 
MUI pusat. Masih banyak jabatan-jabatan suka rela lainnya yang 
diemban oleh Ali Hasjmy, misalnya jabatan Ketua Umum Lembaga 
36 M. Hasbi Amiruddin, Biografi Rektor IAIN Ar-Raniry: Kepemimpinan IAIN 
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Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dan Ketua Umum Dewan 
Mesjid Indonesia Daerah Istimewa Aceh, serta pendiri organisasi 
Ikatan Siswa Kader Dakwah (ISKADA).37 
Berdasarkan pengalaman Ali Hasjmy dalam menakhodai 
berbagai bentuk organisasi di atas, tidak berlebihan jika mengatakan 
bahwa Ali Hasjmy juga merupakan bapak organisatoris Aceh.
2. Peran dalam menjaga Kesatuan Republik Indonesia
Pasca tercatatnya Ali Hasjmy sebagai pegawai negeri 
pemerintah Indonesia. Ali Hasjmy semakin aktif dalam 
menjalankan program-program pemerintahan yang telah 
diamanahkan terhadap dirinya. Walaupun di masa hidupnya 
hubungan Aceh dan pemerintah pusat (Jakarta) masih dalam 
nuansa konflik antara DI/TII dengan pemerintah pusat, namun 
Ali Hasjmy tetap menjaga nilai-nilai persatuan yang terkandung 
dalam ideologi negara Indonesia (Pancasila).38
Dapat dipastikan bahwa Ali Hasjmy dalam menjaga 
nilai-nilai NKRI tidak didasari unsur paksaan atau kepentingan 
politiknya, melainkan komitmennya tersebut berangkat dari 
kesadaran ilmu pengetahuannya yang mendalam dalam memahami 
konsep Pancasila. Atas dasar itu penulis mengkategorikan bahwa 
sikap politik Ali Hasjmy lebih cenderung bersifat Islam nasionalis, 
sehingga sangat relevan dengan sikap politik Presiden Soekarno.
Penentuan sikap politik Ali Hasjmy yang penulis sebutkan 
di atas berangkat dari program-program Ali Hasjmy ketika 
membangun harkat dan martabat negeri ini. Program tersebut 
Ar-Raniry dari Masa ke Masa, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.64
37 M. Hasbi Amiruddin, Biografi Rektor IAIN Ar-Raniry: Kepemimpinan IAIN 
Ar-Raniry dari Masa ke Masa, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.70
38 Priyono B. Sumbogo, Memoar Profesor Ali Hasjmy: Pengagum Sukarno, 
Murid Daud Bereueh, (Jakarta: Majalah Tempo Centerfold, 26 January 1991), hlm.1
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di antaranya adalah program Misi Hardi dan pembangunan 
KOPELMA. Sisi lain, ketika Ali Hasjmy menjabat sebagai 
Ketua Umum MUI Aceh tahun 1972 M. Masa itu Aceh masih 
didominasi oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai 
Persatuan Republik Indonesia (PPP). Ketika Ali Hasjmy diundang 
untuk jadi pembicara oleh Golkar atau PPP, Ali Hasjmy tetap 
mengumandangkan bahwa pemahaman tentang filsafat Pancasila 
harus dibumikan di Aceh.
Fenomena di atas secara tidak langsung menyampaikan 
bahwa Ali Hasjmy tidak terjebak dalam kepentingan partai politik 
atau konflik DI/TII yang sangat mendominasi pada masa itu.39 Ali 
Hasjmy menganggap bahwa menerima undangan dari berbagai 
partai tesrsebut merupakan bagian dari silaturahmi dalam 
mendakwahkan ajaran-ajaran Islam melalui aktivitas politik.
Pemahaman yang  Ali Hasjmy yang sedemikian berangkat 
dari pemahamannya dalam memahami Al-Quran secara 
menyeluruh. Ali Hasjmy menyakini bahwa menjaga negara 
Indonesia merupakan bagian dari perintah Allah swt, dengan 
menjaga negara, berarti menjaga kemaslahatan umat manusia di 
Indonesia. Pemikiran yang sedemikian tercipta karena Ali Hasjmy 
memahami ajaran Islam secara universal.
39 Syahbuddin Gade, Abdul Ghafar Don, Prosiding Dakwah Ulama Nusantara: 
Peranan Ulama dalam Pembinaan Negara Bangsa: Pengalaman Dakwah Ali Hasjmy, 
(Selangor: Jabatan Pengajian Adab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam 
Universi Kebangsaan Malaysia, 2011), hlm.629
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A. Pengertian Negara Islam
Memahami Islam selalu bersinggungan dengan semua 
objek ilmu pengetahuan di alam raya ini. Islam dapat diterjemahkan 
sebagai problem solving dalam diskursus sosial, politik dan 
keagamaan yang dilewati umat manusia.1 Hal ini terjadi karena 
Islam memiliki nilai-nilai yang bersifat universal, sehingga selalu 
terhubung dengan tuntutan perkembangan zaman.2 Tidak jarang 
ditemukan bahwa Islam dijadikan sebagai sumber nilai terhadap 
perkembangan  keagamaan dan  ideologi politik dalam setiap 
negara yang mayoritas penduduknya muslim.
Permasalahan penyebutan negara Islam bagi sebagian 
umat Islam mungkin bagian dari faktor psikologis semata. 
Umat Islam butuh instrumen simbolik untuk  memahami nilai 
keuniversalan Islam tersebut. Catatan sejarah politik Indonesia 
menjelaskan bahwa gerakan-gerakan politik yang bernuansa 
agama Islam hampir selalu berhadapan dengan praktek yang 
mengklaim sebagai perwakilan Islam. 
Implikasi dari fenomena tersebut mengakibat muncul 
argumentasi yang berbunyi “Islam Yes Partai Islam No”.3 
Argumentasi ini menjadi tema pembicaraan yang terus memicu 
polemik antar sesama cendekiawan di Indonesia, baik cendekiawan 
yang bergabung dengan partai politik maupun cendekiawan yang 
menjaga jarak dengan partai politik.
Berbagai literatur tidak jarang ditemukan bahwa bentuk 
negara Islam sering dihubungkan dengan negara-negara seperti 
1 Marshal G.S Hodgson, The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam 
Peradaban Islam, terj. Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm.37
2 Murtadha Muttahhari, Falsafah Pergerakan Islam, terj. Mohammad Sidik, 
(Jakarta, Amanah Press, 1988), hlm.13
3 Nurcholish Madjid, “Masa Depan Bangsa dan Negara”, dalam Jurnal 
Universitas Paramadina Volume.2, No.2, Januari, hlm.90
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Turki, Pakistan, Arab Saudi, Iran dan Syiria.4 Namun tindakan 
pelabelan negara tersebut tidaklah berlandaskan kajian secara 
komprehensif.5 Dalam hal ini, sikap mengklaim tentang label 
negara Islam teresebut telah menghegemoni pikiran publik, 
sehingga negara-negara tertentu diidentikkan dengan  negara 
Islam.
Berkaitan dengan Islam dan negara, beberapa cendekiawan 
muslim berbeda persepsi dalam memahaminya, perbedaan 
tersebut tercipta karena metode dan konteks yang dibicarakan 
berbeda-beda.6 Dinamika tentang negara Islam terus didiskusikan 
pasca Rasulullah Saw ketika menjadi pemimpin agama dan 
negara di Madinah. Banyak prestasi-prestasi dan kemaslahatan 
yang diciptakan rasul ketika memimpin Madinah, sehingga 
pengalaman Rasulullah Saw tersebut dijadikan acuan dasar para 
cendekiawan muslim dalam mengonsepsikan tentang negara 
Islam.7 Berikut terdapat beberapa pandangan cendekiawan muslim 
yang membicarakan konsep negara Islam.
1. Fazlur Rahman
Fazlur Rahman sering disebut-sebut sebagai tokoh yang 
mempersoalkan negara Islam. Akibatnya, diskursus negara Islam 
ala Fazlur Rahman sampai juga ke ranah publik dan intelektual 
di Indonesia. Keseriusan Fazlur Rahman dalam meneliti tentang 
negara Islam ditandai dengan beragamnya aspek yang ia teliti, 
mulai dari situasi sosial, keagamaan dan politik dari negara 
4 Asep Gunawan, Artikulasi Islam Kultural, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2014), hlm.114
5 Jhon L. Esposito, Islam dan Pembangunan, cet.II, terj. Sahat Simamora, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.91
6 Yusuf Al-Qardawi, Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, terj. Khairul 
Amru Harahap, (Jakarta: Alkautsar, 2008), hlm.18
7 J.Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah 
Ditinjau dari Pandangan Al-Quran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) hlm.22
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Pakistan hingga beberapa negara di Eropa.8 Fazlur Rahman 
menjelaskan bahwa syarat untuk menyebut suatu negara tidak 
ditentukan oleh apa agama penduduk negaranya atau pengakuan 
dari rakyatnya.9 Tetapi istilah negara Islam sangat di tentukan 
oleh organisasi yang dibentuk rakyatnya dalam rangka keinginan 
mereka dalam menerapkan nilai-nilai ilahiah.
Berdasarkan penjelasan di atas, dalam upaya 
mendefinisikan Negara Islam, Fazlur Rahman sangat fleksibel. 
Artinya bahwa tidak lebih penting memahami negara dari 
sebuah istilah, apapun nama negaranya, asalkan negara tersebut 
menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran secarah 
menyeluruh. Dalam hal ini Fazlur Rahman mencotohkan negara 
Pakistan. Sebelum terbentuknya negara Republik Rakyat Pakistan 
(RRP), pada awalnya negara Pakistan tersebut diwarnai dengan 
nilai-nilai ajaran Hindu. Pasca perjuangan dalam mendirikan 
negara Pakistan, rakyat Pakistan telah berupaya untuk mendirikan 
sebuah negara Islam.
2. Husain Haikal
Dalam memahami konsep negara Islam, Husain Haikal 
berpendapat bahwa tidak terdapat definisi yang baku untuk 
memahami konsep negara Islam. Negara Islam terbentuk 
berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, 
sehingga tidak mungkin mampu didefinisikan secara total.10 
Negara Islam tumbuh dengan tiga prinsip universal, yakni prinsip 
persaudaraaan sesama manusia, prinsip persamaan antar manusia 
(egaliter) dan prinsip kebebasan manusia. Melalui prinsip-prinsip 
8 Fazlur Rahman, Modernisasi Islam, terj. Taufik Adnan Amal, (Bandung: 
Mizan, 1990), hlm.17
9 M. Hasbi Amiruddin, Konsepsi Negara Islam Menurut Fazlurrahman, 
(Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 83
10 Musdah Mulia, Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal, (Jakarta: 
Paramadina, 2001), hlm. 8
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tersebut, Husain Haikal menyimpulkan bahwa negara Islam 
tumbuh melalui sistem pemerintahan yang bersumber dari nilai 
tauhid  yang dipahami secara universal.
Argumentasi Husain Haikal tersebut didukung oleh 
data sejarah Islam yang terdapat pada corak pemerintahan yang 
diakibatkan oleh faktor-faktor sosio-historis dan pengaruh 
dari kebudayaan berbagai bangsa. Oleh karena itu, Islam tidak 
memandang siapa yang menetapkan bentuk negara Islam. 
Sehingga Husain Haikal berkesimpulan bahwa disebut negara 
Islam adalah negara yang menjamin nilai ketauhidan dalam 
praktek musyawarah, egaliter yang berbalut nilai moralitas dalam 
Islam.
3. Nurcholish Madjid
Nurcholish Madjid sering merespon wacana negara Islam 
di Indonesia yang mulai berkembang pada masa orde lama dan 
orde baru. Dalam hal ini Nurcholish Madjid yang lebih akrab 
di panggil Cak Nur tersebut memberikan definisi yang berbeda 
tentang negara Islam. Cak Nur memposisikan negara Islam sama 
halnya dengan civil society (masyarakat madani). Tentunya konsep 
civil society tidak dapat diartikan secara praktis.
Dalam beberapa karya Cak Nur tentang negara dan politik 
Islam sering kali Cak Nur menghindari penyebutan  negara 
Islam, karena ia lebih menyukai istilah civil society. Civil society 
merupakan ruh untuk terbentuknya negara yang bernuansa 
aturan ilahi (negara Islam).11 Civil society tidak hanya sekedar 
campuran berbagai masyarakat dalam bentuk asosiasi, melainkan 
sebuah wadah bagi masyarat yang bersunguh-sungguh dalam 
mewujudkan nilai-nilai universal agama Islam dalam bentuk 
11 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam, (Jakarta: Paramadina, 1999), 
hlm.147
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membentuk peradaban umat manusia (ability).
4. Syafi’i Maarif
Syafi’i Maarif memiliki kerangka fikir yang unik dalam 
mendefinisikan konsep negara Islam. Menurutnya, Islam tidak 
dapat diartikan setara dengan negara.12 Alasannya adalah Islam 
(din) adalah suatu agama yang bersifat immutable (tetap) sedangkan 
negara (daulah) sesuatu yang bersifat mutable (berubah) sesuai 
dengan tuntutan ruang dan waktu.
Menurut peneliti, kekhawatiran Syafi’i Maarif  dalam 
mendefinisikan negara Islam tersebut bukan berarti dirinya tidak 
setuju dengan konsep negara Islam, melainkan dirinya hanya 
khawatir ketika para khalayak keliru dalam memahami negara dan 
agama. Sehingga nantinya akan mengaburkan visi keuniversalan 
Islam itu sendiri.13
Berangkat dari analisis di atas, Syafi’i Maarif berkesimpulan 
bahwa negara Islam tidak diukur dari penyebutannya yang 
mengatasnamakan Islam. Namun demikian, negara Islam adalah 
negara yang memiliki prinsip-prinsip keuniversalan Islam yang 
menyinari sistem politik suatu negara.
B. Tipologi Pemikiran Politik Islam
Diskursus tentang agama Islam dan politik telah 
melahirkan berbagai defenisi tentang klasifikasi pengartian agama 
Islam dan politik. Secara umum, agama Islam diartikan sebagai 
12 A. Syafi’i Maarif, Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia, cet.III, (Bandung, 
Mizan, 1995), hlm. 206
13 Syafi’i Maarif, dkk, SatuIslam, Sebuah Kumpulan Pandangan tentang 
Ukhuwah Islamiyah, cet.VI, (Bandung: Mizan, 1993), hlm.38
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ajaran wahyu dari Allah Swt yang mengandung  kebenaran yang 
bersifat universal.14 Dalam konteks pengaplikasiannya, praktek-
praktek politik tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai politik yang 
terkandung dalam ajaran Islam. Implikasi dari itu, muncullah 
diskusi tentang pemikiran politik Islam.
Para pemikir politik Islam seperti Alfarabi, Ibnu Taimiyah, 
Almawardi, dan Ibnu Khaldun dalam memahami permasalahan 
ini biasanya menghubung-hubungkan dengan kepentingan negara 
dalam mewujudkan tujuan kemaslahatan umat.15 Ibnu Taimiyah 
menjelaskan bahwa negara didirikan berdasarkan tuntutan 
agama, sehingga agama dan negara bersifat organik (simbiosis).16 
Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemikiran politik Islam 
adalah suatu pemahaman yang mentransformasikan nilai-nilai 
Islam ke dalam studi perpolitikan dalam suatu negara.17 Tidak 
heran bahwa implikasi dari memahami Islam dan negara akan 
menciptakan berbagai strategi politik yang berlandaskan ajaran-
ajaran moralitas dalam Islam.
Islam dapat diartikulasikan dalam berbagai pendekatan 
disiplin ilmu pengetahuan.18 Implikasi dari itu, banyak 
nomenklatur yang menjelaskan kajian-kajian Islam di antaranya 
adalah Islam politik, politik Islam, Islamologi, Islam tradisional 
dan Islam modern.19 Kayanya interpretasi yang dipicu oleh subjek-
14 Tariq Ramadhan, Menjadi Modern Bersama Islam, terj. Zubir, Ilham B. 
Saenong, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm.93
15 Hasan Sho’ub. Islam dan Revolusi Pemikiran: Dialog Kreatif Ketuhanan dan 
Kemanusiaan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm.41
16 Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, (Bandung: Pustaka, 
1983), hlm.64
17 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika, 
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm.18
18 Mulyadi Karta Negara, dkk, On Islamic Civilization, (Semarang: UINISULA 
PRESS, 2010), hlm.241
19 Farhad Daftary, Tradisi-Tradisi Intelektual Islam, (Jakarta: Glora Aksara 
Pratama, 2001), hlm.214
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subjek yang memahami Islam secara tidak langsung telah mengisi 
ruang-ruang perkembangan peradaban dunia.
Sejarah perpolitikan umat Islam telah mendokumentasikan 
periodisasi tentang perkembangan pemikiran politik umat Islam 
mulai dari masa kepemimpinan Rasulullah Saw hingga runtuhnya 
Turki Usmani.20 Tentu masing-masing perioderisasi tersebut 
memiliki tipologi pemikiran politik tersendiri yang dikembangkan 
oleh beberapa cendekiawan muslim yang sesuai dengan dinamika 
sosial, keagamaan dan politik pada masanya.
Secara umum, periodisasi pemikiran politik Islam tersebut 
terbagi menjadi empat tahapan waktu. Pertama, periode Rasulullah 
Saw. Kedua, periode kekhalifan sahabat rasul (khulafah rasyidin). 
Ketiga, periode dinasti, dan keempat, periode rekontruksi politik.21 
Dalam periode kepemimpinan Rasulullah Saw, tipologi pemikiran 
politiknya bersifat teologi spritual dalam pengertian menjalan 
perintah Tuhan dalam mewujudkan perbaikan akhlak umat 
manusia dengan berbagai pendekatan, baik melalui pendidikan, 
negosiasi, perang,maupun politik.
Periode khulafah rasyidin diisi oleh empat sahabat rasul, 
yakni, Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin 
Abi Thalib. Tipologi pemikiran politik yang berkembang pada 
masa khulafah rasyidin ditandai dengan teologis dan mengikuti 
konsep ajaran politik Rasulullah Saw.22 Masa ini juga ditandai 
dengan potensi praktek politik yang memicu konflik persaudaraan 
antar sesama umat muslim. Seperti kasus munculnya aliran-aliran 
20 M. Din Syamsudin, dkk, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di 
Indonesia, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999), hlm.44
21 Jefri, Moralitas Politik Islam: Belajar dari Perilaku Politik Khalifah Ali bin Abi 
Thalib, terj. Ilyas Hasan, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 4
22 L.Carl Brown, Agama dan Negara: Sebuah Pendekatan Politik Muslim, terj. 
Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm.48
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politik Islam dan aliran-aliran kalam.23
Periode dinasti yang dipelopori oleh dua dinasti, yakni 
Dinasti Muawiyah dan Dinasti Abbasiyah. Tipologi pemikiran 
politik pada masa ini ditandai dengan adanya upaya untuk 
merevitalisasi pemahaman-pemahaman politik yang dimunculkan 
dari pemahaman aliran-aliran politik dan kalam. Misalnya, 
Dinasti Abbasiyah dalam menjalankan roda pemerintahan sangat 
diwarnai oleh pemikiran-pemikiran aliran Mu’tazilah.
Periode yang terakhir adalah periode rekontruksi 
politik. periode ini terjadi ketika berakhirnya sistem dinasti dan 
kekhalifahan dalam dunia Islam. Tipologi pemikiran politik pada 
masa ini ditandai dengan munculnya para tokoh-tokoh ilmuan 
muslim yang yang mulai membenah dan merekontruksi ulang 
konsep politik yang sesuai dengan situasi ruang dan waktu yang 
dialami umat Islam tersebut. Periode ini juga termasuk ke dalam 
dinamika-dinamika konsep politik di masa modern, post-modern 
dan kontemporer.24 
Berikut tabel periodisasinya berdasarkan tipologi 
pemikiran politik Islam.
23 
24 Asghar Ali Engineer, Negara Islam, terj. Imam Mutaqin, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2000), hlm.140
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Periodisasi Tipologi 
Pemikiran 
Politik Islam
Pendekatan 
Politik
Konflik 
Konflik
Sumber
Rasulullah 
Saw.
Teologi 
spiritual
Dakwah
(misi rasul)
Keyakian
& Egaliter
Islam
Sahabat 
Rasul
Teologi & 
sunnah Rasul
Kebijakan
sosial
Ketimpangan 
aliran politik
Islam
Dinasti Revitalisasi 
Politik
Ekspansi 
Kekuasaan
Pola 
kepemimpinan
Islam
Rekontruksi Revivalis & 
rekomendasi
Karya & 
Kekuasaan
Radikalisme & 
ortodoksi
Islam
Berbeda dengan tabel periodisasi di atas, seiring dengan 
perkembangan zaman, tipologi-tipologi pemikiran politik Islam 
tidak bersifat statis dan baku.25 Tetapi, tipologi-tipologi pemikiran 
politik sangat dipengaruhi oleh faktor historis, dan kesadaran 
politik yang dialami oleh tokoh yang mengusulkan pemikiran 
politik Islam tersebut.26 Sementara ini, tokoh-tokoh yang pernah 
mengkonsepsikan tipologi pemikiran politik Islam di antaranya 
adalah Alfarabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu 
Khaldun, Fazlur Rahman, Soekarno, Muhammad Hatta, 
Nurcholish Madjid, dan termasuk Ali Hasjmy.
Pemikiran politik Islam dalam studi kontemporer 
sering ditemukan beberapa istilah seperti Islam politik, politik 
civilization, politik tradisional, politik Islam, politik dogmatis 
dan politisasi agama.27 Beberapa penyebutan di atas tercipta dari 
pemikir-pemikir muslim yang menggunakan ideologi politik yang 
25 Tijani Abdul Qadir Hamid, Pemikiran Politik dalam Al-Quran, terj. Abdul 
Hayyi Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.13
26 Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam, cet.IV, terj. Maghfur, 
(Jakarta: Darul Ummah, 2002), hlm.60
27 Salim Azzam, Negara Islam, terj. Malikul Awwal dan Abu Jalil, (Bandung: 
Mizan, 1990), hlm.115
57
berbeda dalam mentransformasikan nilai-nilai universal Islam ke 
dalam ruang publik dewasa ini. Dapat dipastikan bahwa studi 
pemikiran politik Islam kedepan terus mewarnai peradaban umat 
manusia di berbagai negara di dunia.28
Jhon L. Esposito dalam bukunya yang berjudul “Ancaman 
Islam: Mitos atau Realitas” menjelaskan bahwa abad ke 20 secara 
tidak langsung umat Islam telah mengalami kemerdekaan politik.29 
Kemerdekaan politik tersebut ditandai dengan berkembangnya 
berbagai pandangan politik yang berbeda-beda dari wilayah-
wilayah mayoritas muslim di dunia. Berbagai pandangan politik 
yang mucul dari ilmuan muslim tersebut telah memperkaya 
praktek-praktek politik yang berbeda antar negara seperti negara 
Turki, Iran, Pakistan dan Indonesia.
Memahami dinamika politik berdasarkan demografi 
dan ideologi di daerah masyarakat muslim tidak pernah 
lepas dari dinamika-dinamika pemikiran politik Islam dalam 
mengonsepsikan tentang negara yang ideal berdasarkan Islam.30 
Dalam konteks ini, diskursus tentang konsep negara Islam 
seakan-akan terus tampil sebagai wacana analisis bagi kalangan 
cendekiawan di level internasional. Tidak hanya sebatas wacana, 
tetapi sampai ke tahapan revolusi seperti yang telah terekam 
dalam sejarah perkembangan pemikiran politik Islam. Gerakan 
revolusi yang berasal dari pemikiran politik Islam telah dikenal 
dalam sejarah di antaranya adalah gerakan revolusi Iran, Pakistan 
dan Turki.31
28 Fachry Ali, Islam Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural, (Bandung: Mizan, 
1984), hlm.10
29 John L. Esposito, Ancaman Islam: Mitos atau Realitas, terj. Alwiyah 
Abdurrahman, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm.90
30 A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu 
Khaldun, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.29
31 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, 
Modernisme hingga Postmodernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.107
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C. Isu-Isu Utama Pemikiran Politik Islam di Indonesia
Pasca terciptanya Piagam Jakarta sebagai landasan awal 
konsep ideologi negara Indonesia, (Pancasila) sebagai sebuah 
konsep  telah bisa memberikan pengaruh terhadap studi tentang 
Islam dan negara. Implikasi dari ini, tokoh-tokoh pendiri bangsa 
seperti Soekarno, Muhammad, Hatta, dan Munammad Natsir telah 
memberikan prototype pemikiran politik Islam yang kemudian 
mengisi sejarah perkembangan politik Indonesia.
Masa orde lama, dinamika pemikiran Soekarno tentang 
NASAKOM (Nasionalis Islam dan Komunis) memiliki citra 
tersendiri dalam pergerakan politik yang dilakoni oleh Soekarno. 
Beberapa kalangan menganggap bahwa corak pemikiran politik 
Soekarno dengan konsep nasionalis (nation) merupakan bagian 
dari pemikiran Islam. Alasannya bahwa nasionalis yang dibangun 
di Indonesia sangat berbeda dengan nasionalis-nasionalis negara-
negara lain. Nasionalis yang dimaksud oleh Soekarno adalah suatu 
bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai egaliter, baik sesuai 
dengan agama, ras, dan ideologi dalam mencapai kemaslahatan 
bersama.
Soekarno dalam kumpulan naskah pidatonya menjelaskan 
bahwa konsep nasionalis, Islam dan komunis yang dibangunnya 
tidaklah sama dengan konsep nasionalis liberal (barat), dan 
pemahaman tentang Islam bukanlah pemaknaan Islam secara 
dogmatik. Begitu pula dengan komunis, bukan komunis yang 
berideologi ideologi Marxis.32  Konsep NASAKOM yang digagas 
oleh Soekarno merupakan instrumen simbolik untuk menyatukan 
rakyat Indonesia yang berbeda-beda dalam satu bangsa dengan 
disinari dengan pemahaman nasional keindonesiaan. 
32 Badri Yatim, Soekarno, Islam, dan Nasionalisme, (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1999), hlm. 155
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Dampak dari gagasan  Soekarno di atas, terdapat beberapa 
tokoh di Indonesia yang salah paham dengan pikiran NASAKOM 
Soekarno, padahal nasionalis yang digagasnya mengandung 
pengertian bangsa, komunis mengandung pengertian perjuangan 
rakyat kecil dan Islam mengandung pengertian kebenaran yang 
universal.33 Sehingga bentuk perwujudan tiga aspek tersebut 
terhimpun dalam Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. 
Konsep nasionalis Soekarno jika ditinjau dari perspektif studi 
pemikiran politik Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep 
nasionalis tersebut mengandung nilai keuniversalan ajaran Islam. 
Karena Islam sangat menjunjung tinggi konsep-konsep dan sikap 
egaliter dalam mewujudkan kemaslahatan umat, layaknya nilai-
nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah yang digagas oleh 
nabi Muhammad Saw.
Seiring dengan anggapan bahwa pemikiran politik 
Soekarno merupakan bagian dari nilai-nilai Islam universal. Di 
balik itu terdapat berbagai bentuk penolakan tentang konsep 
nasionalis yang digagas oleh Soekarno. Alasannya bahwa nasionalis 
tidak mengandung nilai-nilai Islam. Sehingga konsep Negara 
Islam Indonesia (NII) lebih baik dari konsep nasionalis Soekarno. 
Hubungan konsep nasionalis dan  negara Islam Indonesia tersebut 
menciptakan dinamika politik antara Muhammad Natsir dengan 
Soekarno. Corak pemikiran politik Indonesia pada masa orde 
lama bersifat politik yang bercorak penentuan identitas.
Potensi politik Islam sejatinya telah ada sebelum negara 
Indonesia merdeka. Harus diakui bahwa kemerdekaan negara 
Indonesia terjadi cenderung berawal dari semangat religius umat 
muslim di Indonesia. Semangat religius umat tersebut secara tidak 
langsung telah membentuk ciri khas strategi politik Indonesia 
dalam menghadapi tantangan para penjajah. Nama-nama 
33 Soekarno, Memudakan Pengertian Islam, (Jakarta: pp, tth ), hlm. 484
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tokoh muslim yang berpengaruh dalam proses pembentukan 
negara Indonesia di antaranya adalah Tjokroaminoto, Soekarno, 
Muhammad Hatta, Kahar Muzakkar, Karto Suwiryo, Daud 
Bereueh dan Muhammad Natsir. 
Tokoh-tokoh tersebut pada masa sebelum Indonesia 
merdeka saling bekerja sama dalam mendirikan negara dengan 
para pasukannya di daerahnya masing-masing. Seperti di daerah 
pulau Jawa terdapat Karto Suwiryo, di Kalimantan ada Kahar 
Muzakkar dan di Sumatera ada Daud Bereueh. Pola pergerakan 
mereka sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang 
Islam. Mereka semua menginginkan Indonesia harus bebas dari 
belenggu penjajahan.
Setelah Indonesia merdeka dengan ditandai pembacaan 
naskah proklamasi kemerdekaan oleh presiden Sokerno pada 
17 Agustus 1945. Semua rakyat Indonesia telah meraih suatu 
negara yang berdaulat secara legal-formal. Pasca Indoensia 
merdeka, potensi-potensi konflik internal tokoh-tokoh pejuang 
kemerdekaan tidak dapat dihindari. Konflik internal tersebut 
berubah menjadi sikap perlawanan yang cenderung bermotif 
pelampiasan kekecewaan politik dan persepsi yang berbeda dalam 
pemaknaan Islam.
Motif perlawanan keagamaan dapat dipahami melalui 
sejarah terbentuknya Darul Islam dan Negara Islam Indonesia 
(DI/NII) yang hidup subur di tiga daerah yang dulunya ikut 
berpartisipasi dalam mendirikan negara Indonesia. Tiga daerah 
tersebut adalah pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Potensi 
praktek Darul Islam (DI) pada dasarnya telah muncul sekitar 
tahun 1930-an ketika adanya organisasi yang bernama Partai 
Serikat Islam (PSI) di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto yang 
bertujuan untuk membumikan praktek-prektek sosial politik 
yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Tetapi, konsep Darul 
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Islam menjadi ekstrim setelah  Indonesia meraih kemerdekaan. 
Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan 
terkontaminasi dengan komunisme dan kolonialisme.
DI/TII pada dasarnya merupakan organisasi penyangga 
untuk mendirikan negara Islam. Walaupun para tokoh masa 
itu belum menemukan bentuk baku dan pemetaaan yang jelas 
tentang konsep negara Islam yang mereka dirikan tersebut. Tetapi 
organisasi tersebut mengklaim gerakan mereka sebagai gerakan 
berideologi Islam. Jika ditelusuri secara komprehensif, ideologi 
dan tindakan-tindakan mereka tidaklah sesuai norma-norma 
dalam Islam yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme dalam 
perpolitikan. Tindakan politik mereka cenderung bersifat radikal 
dan cenderung memaksa kehendak seperti kasus Pagar Betis di 
Pulau Jawa.
Benar bahwa Islam dapat diterjemahkan dalam bentuk 
praktik revolusi politik. Tetapi tidak etis pula menggunakan Islam 
sesuai dengan kepentingan politik kelompok. Jika dipelajari secara 
seksama, munculnya gerakan-gerakan untuk mendirikan negara 
Islam di Indoesia tidak lepas dari pengaruh kualitas pengalaman 
keagamaan para pimpinan dan pengikut gerakaan tersebut, 
ditambah lagi dengan faktor situasi sosial politik daerahnya. Hal 
ini dapat dipahami pola-pola gerakan DI/TII yang sangat berbeda 
dari tiga wilayah, seperti Jawa, Kalimantan dan Aceh. 
Gerakan DII/TII di Kalimantan terjadi karena kekecewaan 
Karto Suwiryo ketika pengikutnya tidak diluluskan sebagai 
anggota Tentara Negara Indoensia (TNI) pasca kemerdekaan. 
Gerakan DI/TII di pulau Jawa terjadi ketika Karto Suwiryo tidak 
sepakat dengan salah satu butir perjanjian yang terdapat dalam 
perjanjan Renvile. Gerakan DI/ TII di Aceh terjadi ketika Presiden 
Soekarno pada masa itu telah mengingkari kesepakatan dengan 
Dawud Bereueh tentang penerapan syari’at Islam secara otonom, 
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dan kekecewaan tersebut bertambah ketika Aceh dileburkan ke 
dalam bagian dari provinsi Sumatera Utara.34
Berdasarkan kasus-kasus tentang DI/TII di atas dapat 
dipahami tokoh-tokoh bangsa telah berusaha untuk memahami 
dan mentransformasikan Islam ke dalam praktek politik melalui 
konsepsi tentang negara Islam.35 Dinamika praktek politik 
yang terkandung dalam DI/TII dengan pemerintah Indonesia 
menandakan bahwa Indonesia semestinya saat ini telah memiliki 
banyak pengalaman dalam hal strategi perwujudan konsep negara 
Islam. Berbeda halnya dengan isu-isu dan dinamika politik Islam 
pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang 
berkuasa selama 34 tahun. 
Masa ini, beberapa tokoh bangsa seperti BJ. Habibi, 
Amin Rais, dan Nurcholish Madjid telah mencoba mengarahkan 
diskursus antara negara dan Islam dalam bentuk demokrasi. 
Kondisi religius politik pada masa itu mendorong banyak pihak 
untuk memilih dan memilah tentang nilai-nilai yang terkandung 
di dalam konsep demokrasi yang ingin diterapkan di Indonesia. 
Benar bahwa konsep demokrasi lebih awal diterapkan di 
negara-negara di luar Indonesia. Dalam praktik politik Indonesia, 
para tokoh-tokoh mencoba membingkai konsep demokrasi 
yang berlandaskan Pancasila. Sehingga wacana-wacana tentang 
demokrasi tidak terlepas dari kerangka pikir politik Islam di 
dalamnya. Namun hal ini terjadi disebabkan karena tokoh-tokoh 
yang aktif membicarakan konsep demokrasi tersebut berasal dari 
kalangan yang menganut agama Islam.
Ketika nilai-nilai demokrasi dan politik Islam disinergikan, 
34 Hasanuddin Yusuf Adan, Teungku Muhammad Dawud Bereueh dan 
Perjuangan Pemberontakan di Aceh, cet.II, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), hlm.33
35 Azyumardi Azra, Syari’at Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta 
dalam Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.184
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pada masa orde baru telah mulai berkembangnya sistem yang 
mengelompokkan ciri-ciri khas partai tententu. Salah satu faktor 
pengelompokan partai tersebut terjadi karena rakyat Indonesia 
sangat beragam kualitasnya dalam memahami ajaran agama 
Islam. Pengelompokan partai tersebut dapat dipahami melalui 
keberadaan partai seperti partai Islam, partai nasional dan partai 
Golkar.
Usaha pengelompokan ciri partai di Indonesia tersebut 
telah mendapat respon yang sangat serius dari Nurcholish Madjid 
melalui argumentasiya yang cukup terkenal di Indonesia yang 
mengatakan bahwa “Islam Yes, Partai Islam No”. Argumentasi 
tersebut dilatarbelakangi oleh pikiran Nurcholish Madjid bahwa 
agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi persatuan 
umat muslim.36 Agama Islam adalah agama yang mengajarkan 
politik berbasis kemaslahatan umat, sehingga sangat tidak etis 
mengatakan secara tunggal dan totalitas bahwa partai Islam telah 
ada pada masa orde baru.
Nurcholish Madjid memahami bahwa Islam jangan 
dipolitisasi untuk kepentingan sebagian kelompok yang dapat 
memecah belahkan umat di Indonesia. Terdapat tiga masalah 
politik negara yang menyelimuti negara Indonesia pada masa orde 
baru. Tiga masalah politik tersebut adalah perselisihan (clash) 
praktek politik Islam, komunisme dan intervensi militer. Implikasi 
persilisihan diatas bisa mengakibatkan generasi Indonesia mulai 
membangun dan membesarkan berbagai organisasi atau lembaga 
untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
bangsa. Organisasi yang muncul tersebut cenderung didominasi 
oleh organisasi-organisasi yang bernuansa Islam.37 Dalam hal 
ini, Islam tidak hanya dimaknai sebagai proses ibadah, tetapi 
36 Nurcholis Madjid, Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat, (Jakarta: 
Paramadina, 1999), hlm.51
37 Robert W. Hefner, ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia, 
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semangat umat muslim di Indonesia juga turut membantu dalam 
memberantas permasalahan-permasalah politik Indonesia pada 
masa orde baru.
Tidak heran bahwa pasca orde baru banyak organisasi-
organisasi keislaman yang tumbuh subur. Organisasi-organiasi 
tersebut adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 
Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa 
Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII), para santri dan masih banyak lembaga-
lembaga lainnya muncul dengan semangat keislaman yang bersifat 
universal.38 Berikut bagan dari level-level yang mengisi lembaga 
pemerintahan Indonesia yang tercipta dari hasil pemikiran tentang 
negara dan politik Islam di Indonesia.
    
    
    
   
   
   
(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), hlm.9
38 A.M. Fatwa, Demokrasi Teistis: Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama 
di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.130
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D. Wacana Negara Islam dari Cendekiawan Muslim
Dunia telah mengenal kiprah dari berbagai cendekiawan 
muslim yang cakap dalam memahami permasalahan tentang 
negara Islam. Cendekiawan muslim tersebut berasal dari daerah 
dan lingkungan sosial politik yang berbeda, namun berada dalam 
satu ajaran yang sama yaitu Islam. Misalnya, di Iran terdapat 
Ayatullah Khomeini, di Pakistan terdapat Fazlurrahman, dan di 
Indonesia terdapat Muhammad Natsir serta Ali Hasjmy. 
Berikut akan diuraikan beberapa wacana tentang 
negara Islam dalam pandangan ilmuan muslim, di antaranya 
adalah Fazlur Rahman, sosok ilmuan muslim ini yang sangat 
berpengaruh dalam diskursus pemikiran politik Islam di Pakistan 
dan di Chicago University. Pasca runtuhnya bentuk pemerintahan 
kekhalifahan pada masa Turki Usmani, sebagian cendekiawan 
muslim mulai membicarakan konsep ideal negara yang warga 
negaranya memeluk suatau agama.39 Sehingga unsur agama dan 
negara sulit untuk dipisahkan. Dalam konteks ini, Fazlur Rahman 
juga ikut merespon wacana tentang negara dan agama. Dalam 
perkembangan perumusan konsep ideal agama dan negara, 
dari kalangan muslim terdapat beberapa sikap politik dalam 
menentukan konsep ideal tersebut, sehingga terdapat sikap politik 
yang bersifat tradisonal dan modernis.40
Wacana pendirian negara Islam muncul  sebagai salah satu 
alternatif untuk menggantikan sistem pemerintahan yang ideal 
pasca kekhalifahan Turki Usmani. Fazlur Rahman memahami 
bahwa tidak ada bentuk negara Islam. Alasannya adalah Islam 
tidak menentukan bentuk yang baku dalam permasalahan 
39 Yusuf Qardhawi, Umat Islam Menyongsong Abad ke-21: Sebuah Catatan 
Akhir, terj. Yogi Prana Izza, Ahsan Takwin, (Solo: Era Intermedia, 2001), hlm.169
40 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual, cet,II, 
terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm.70
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bentuk negara. Tetapi Islam memberikan nilai-nilai yang dapat 
membuat negara sesuai dengan ajaran Islam. Pemikiran politik 
Fazlur Rahman dalam mengonsepsikan negara Islam sangat 
dipengaruhi oleh metode tafsir gerakan ganda (double movement) 
dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sehingga pola pemahaman 
tentang ayat-ayat yanng berkaitan dengan agama dan negara 
berangkat dari analisis perpaduan antar teks dan konteks masalah 
yang sedang diwacanakan.
Fazlur Rahman menyarankan bahwa umat muslim 
jangan membuang-buang tenaga dan konflik internal karena 
hanya mempertahankan argumentasi tentang bentuk negara 
Islam. Alasannya adalah penerapan nilai Islam dalam kehidupan 
bernegara tidak dapat dipahami secara simbolik dan dogmatis. 
Tetapi pengaplikasian Islam dalam kehidupan bernegara hanya 
dapat dipahami berdasarkan nilai ketauhidan yang sangat 
universal dalam ajaran Islam. Islam mampu menjawab segala 
permasalahan berdasarkan nilai-nilai universal tersebut, termasuk 
juga permasalahan tentang konsep negara Islam.
Pemikiran politik Islam yang terbuka dalam menanggapi 
permasalahan negara Islam membuat ketokohan Fazlurraman 
semakin menarik perhatian ilmuan di level internasional. Sehingga 
dinamika pemikiran politik Islam yang dipraktekkan oleh Fazlur 
Rahman telah membuka peluang bahwa praktek-prektek ajaran 
Islam mulai terlihat dalam negara-negara yang rakyatnya minoritas 
pemeluk ajaran Islam. 
Hal ini menandakan bahwa benar bahwa Islam hadir 
di permukaan bumi adalah sebagai rahmat bagi semesta alam 
(rahmatal lil’alamin). Fazlurrahman memahami bahwa ada 
atau tidaknya negara Islam tidak tentukan oleh sikap apologi 
(pembenaran) rakyatnya. Tetapi negara Islam sangat ditentukan 
sejauh mana penerapan ajaran-ajaran Islam yang universal tersebut 
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dapat dipraktekkan dalam sebuah negara. Berikut konfigurasi 
pemikiran politik Fazlur Rahman tentang negara Islam.
Selain Fazlur Rahman ada juga Husain Haikal. Seorang 
intelektual muslim ini yang berasal dari Mesir, kiprah politiknya 
tampak melalui karya-karyanya yang menganalisis tentang 
Islam secara komprehensif. Tuntutan situasi sosial politik dan 
keagamaan daerahnya membuat Husain Haikal merasa terpanggil 
untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi oleh masyarakat di lingkungannya.41
Penulis menemukan bahwa kontribusi pemikiran Husain 
Haikal adalah gagasannya tentang prinsip-prinsip negara Islam. 
Hal ini secara tidak langsung telah mempengaruhi cara pandang 
beberapa cendekiawan muslim di era kontemporer dalam 
memahami diskursus negara Islam.
Husain Haikal menjelaskan bahwa agama Islam 
mengandung banyak pemahaman-pemahaman yang komplit, 
sehingga agama Islam mampu mengarahkan proses terbentuknya 
negara yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia. 
Husain Haikal juga menjelaskan bahwa Islam hanya memberikan 
prinsip-prinsip (dasar) dalam  menbangun sebuah negara. 
Prinsip-prinsip tentang kenegaraan yang dimaksud Husain Haikal 
adalah prinsip ketauhidan, persaudaraan manusia dan persamaan 
manusia (egaliter). 
Tanpa tiga prinsip umum di atas dipastikan negara tidak 
akan tersinari oleh ajaran-ajaran agama Islam, secara otomatis level 
kemaslahan rakyat di negara tersebut sangat rendah. Berangkat 
dari beberapa agumentasi politik Islam yang diciptakan oleh 
Husain Haikal di atas, tampak jelas bahwa Husain Haikal tidak 
41 Husain Haikal, Pemerintahan Islam, terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 1993), hlm.16
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mau terjebak dalam dinamika ada atau tidaknya bentuk baku 
dari sebuah negara. Tetapi, Husain Haikal menginginkan bahwa 
negara harus memiliki prinsip-prinsip yang baku dalam sebuah 
negara, dan prinsip-prinsip yang baku tersebut hanya terdapat 
dalam Islam.
Urgensitas prinsip-prinsip negara Islam yang dimaksud 
Husain Haikal di atas dapat merambah ke semua elemen 
kenegaraan, karena prinsip-prinsip negara Islam tersebut dapat 
mengatur masalah bentuk (frame), dan atauran main (rule of 
game) dalam bernegara. Alasan inilah yang membuat Husain 
Haikal menentang konsep-konsep sekularisme, baginya tidak 
satu negara pun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara 
yang terkandung dalam ajaran Islam (mabda’ al-Islam). Berikut 
konfigurasi pemikiran politik Husain Haikal tentang negara Islam.
      
Di Indonesia terdapat Muhammad Natsir, cendekiawan 
muslim ini merupakan mantan Perdana Mentri Republik 
Indonesia tahun 1950-1951M. Dirinya juga pernah menjabat 
sebagai Ketua Umum Masyumi tahun 1949-1958 M. Kiprah 
politik Muhammad Natsir telah banyak menginspirasi tokoh-
tokoh ilmuan di Indonesia. Ketokohan Muhammad Natsir telah 
dikenal ketika dinamika politik sebelum Indonesia merdeka. 
Pemikiran politik Muhammad Natsir sering bersinggungan 
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dengan wacana Negara Islam di Indonesia.42 Sehingga dinamika 
Negara Islam Indonesia (NII) tidak lepas dari serpihan-serpihan 
pemikiran politik Muhammad Natsir. Sisi lain, Muhammad 
Natsir juga dikenal sebagai pendakwah, politik, dan guru bangsa. 
Pergerakan politiknya terus meningkat ketika Muhammad Natsir 
berupaya untuk mentransformasikan pemahaman-pemahaman 
keislamannya ke dalam pergerakan politik di Indonesia. 
Dalam proses transformasi pemikiran politik tersebut, 
Muhamad Natsir sempat mengalami pertentangan politik). Proses 
pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Alasannya bahwa 
proses pembentukan RIS tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman 
yang berkembang di Indonesia. Muhammad Natsir menjelaskan 
bahwa suatu negara yang disebut negara Islam adalah negara yang 
menjalankan perintah-perintah teologi melalui konsep dahwah 
ilallah (dakwah kepada Allah).43 Tampaknya Muhammad Natsir 
ingin mewujudkan negara Islam di Indonesia dengan memasukkan 
nilai-nilai keislaman dalam setiap lembaga-lembaga kenegararaan 
di Indonesia.
Pola pemikiran politik Muhammat Natsir bersifat dinamis 
dan integratif. Hal ini dapat dipahami melalui sikap politik 
Muhammad Natsir yang sepakat dengan Pancasila dan penerapan 
demokrasi di Indonesia asalkan berlandaskan nilai keislaman.44 
Sikap politik Muhammad Natsir dalam mewujudkan negara Islam 
sangat berbeda dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan pada 
masanya. Beda halnya dengan sikap politik Kahar Muzakkar 
dan Karto Suwiryo, serta Dawud Bereueh, padahal tokoh-tokoh 
tersebut sama-sama bertujuan untuk mewujudkan negara Islam. 
42 Deliar Noer, Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa, (Bandung: Mizan, 2001),  
hlm.178
43 Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir, (Jakarta: 
TERAJU, 2002), hlm. 64
44 M. Natsir dan Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 
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Berikut konfigurasi pemikiran politik Muhammad Natsir tentang 
negara Islam.
    
Berdasarkan konfigurasi di atas jelas bahwa Muhammad 
Natsir telah mencoba mengembangkan sebuah model pemikiran 
politik Islam dalam konteks Indonesia sebagai negara yang 
mayoritasnya muslim. Muhammad Natsir menginginkan bahwa 
konstitusional negara Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai 
keislaman, Implikasi dari pemikiran politik yang sedemikian 
menjadikan Muhammad Natsir sangat dikagumi oleh pakar-
pakar konstitusi di Indonesia seperti Yusril Ihza Mahendra, Jimly 
Asshiddiqie, Mahfud MD dan Deliar Noer.
        
1953-1958, (Jakarta: Media Dakwah, 2000), hlm.62
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PEMIKIRAN POLITIK ALI 
HASJMY: DARI EPISTEMOLOGI KE 
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A. Epistemologi Negara Islam
Kajian epistemologi selalu berkaitan dengan segala objek 
ilmu pengetahuan di alam raya ini. Objek tersebut baik berbentuk 
objek formal maupun objek material.1 Fakta ini membuat beberapa 
pendapat yang salah paham tentang kajian epistemologi. Sehingga 
epistemologi dianggap sebuah kajian yang berdiri sendiri tanpa 
ada hubungan dengan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan 
lainnya.2 Idealnya, nilai-nilai epistemologi tidak dapat dilepaskan 
dari semua disiplin ilmu pengetahuan. Karena epistemologi 
merupakan substansi ilmu pengetahuan itu sendiri. Tidak satu 
ilmu pengetahuanpun yang tidak memiliki nilai epistemologi. 
Argumentasi di atas sesuai dengan pengertian epistemologi 
dalam perspektif Dagober D. Runes yang menyebutkan bahwa 
“epistemology is the branch of philosophy which investigates the 
origin, structure, methods, and validity of knowledge”.3 Pengertian 
sederhananya menjelaskan bahwa kajian epistemologi mengadung 
nilai asal-usul, metode, struktur, dan  validitas. Dengan demikian, 
nihil rasanya ketika suatu konsepsi terlepas dari kajian epistemologi.
Benar bahwa epistemologi bagian dari cabang filsafat, dan 
filsafat merupakan induk dari segala disiplin ilmu, baik ilmu agama, 
politik, budaya maupun ekonomi. Cabang filsafat (hikmah) secara 
umum terbagi dalam tiga bagian yaitu, ontologi, epistemologi 
dan aksiologi. Berkaitan dengan epistemologi, beberapa tokoh 
mengklasifikasikan epistemologi menjadi tiga pembagian yaitu, 
epistemologi Islam, epistemologi Yunani dan epistemologi Barat. 
1 Muhammad Baqir ash-Shadr, Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir ash-
Shadr terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia, terj. M.Nur Mufid bin Ali,  (Bandung: 
Mizan, 1991), hlm. 24
2 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif Moral dan Politik, (Gramedia: 
Jakarta, 1986), hlm.302
3 Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy, (Totowa New Jersy: Adam & 
Co, 1971), hlm.94
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Dalam kajian ini peneliti mengunakan istilah epistemologi 
bukan dalam artian menggunakan epistemologi Islam, Yunani 
atau pun Barat, tetapi istilah epistemologi digunakan sebagai 
instrumen untuk menemukan proses asal-usul, metode, 
struktur dan kevalidan dari pemikiran politik Ali Hasjmy dalam 
mengonsepsikan negara Islam yang terdapat dalam  beberapa 
karya tulisnya. Proses dalam memetakan pemikiran politik Ali 
Hasjmy secara epistemologi akan berkaitan dengan penjelasan-
penjelasan sebagai berikut. 
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Kerangka kerja epistemologi yang tertera di atas akan 
mampu menguraikan berbagai berbagai sisi ilmu pengetahuan 
yang terkandung dalam sebuah konsep pemikiran. Dalam konteks 
epistemologi negara Islam yang terkandung dalam pemikiran 
politik Ali Hasjmy akan ditelusuri berdasarkan asal-usul, sumber, 
metode, struktur dan kevaliditas yang tertera sebagai berikut.
1.  Asal-usul
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, konsep 
negara Islam yang digagas oleh Ali Hasjmy berangkat dari 
pemikiran politik Ali Hasjmy yang  bercorak teologis interkonektif.4 
Pemikiraan tersebut sering disampaikan melalui beberapa 
karyanya. Secara tekstual, titik awal munculnya ide tentang negara 
Islam oleh Ali Hasjmy berangkat dari pengakuannya yang tertuang 
dalam salah satu tulisannya sebagai berikut.
“... salah satu segi dari kebudayaan Islam, yaitu 
masalah yang berhubungan dengan ketata-
negaraan Islam pada umumnya, dan dasar-
dasar negara Islam pada khususnya, di samping 
masalah-masalah ekonomi, sosial, pendidikan ilmu 
pengetahuan dan kesenian dalam Islam. Membahas 
masalah kebudayaan Islam berarti membahas alam 
fikiran Islam, alam perasaan Islam dan alam cita 
Islam, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi 
dan sosial. Karena itu, memberi ceramah atau kuliah 
tentang kebudayaan Islam berarti mengajarkan 
dasar-dasar negara Islam yang meliputi politik, 
ekonomi, dan sosial, berarti membahas kehidupan 
politik Islam, kehidupan ekonomi Islam dan 
kehidupan sosial Islam. Kalau kita mempelajari 
4 Wildan, Nasionalisme dan Sastra: Doktrin, Misi, dan Teknik Penyampaian 
Nasionalisme dalam Novel Ali Hasjmy, (Banda Aceh: Ceuci, 2011), hlm.138
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sejarah kebudayaan Islam, berarti mempelajari 
sejarah pertumbuhan dan perkembangan politik, 
ekonomi dan sosial, berarti mempelajari sejarah 
bangun dan jatuhnya negara Islam dalam segala 
bidang”.
Berdasarkan tulisan Ali Hasjmy di atas, dapat dipahami 
bahwa Ali Hasjmy mencoba mentransformasikan pemikiran 
politiknya kepada publik. Sisi lainnya, Ali Hasjmy secara tidak 
langsung ingin mempengaruhi cara pandang politik masyarakat, 
baik melaui karya maupun jabatannya. Penulis menemukan 
dalam beberapa karya Ali Hasjmy, terdapat lima sebab asal-usul 
munculnya karya dan pemikiran tentang negara Islam, yakni:
a. Permintaan dan keinginan publik di Indonesia maupun di 
luar Indonesia.
b. Kurangnya bacaan  dalam bahasa Melayu dan Indonesia 
tentang diskursus negara Islam yang ditulis para 
cendekiawan muslim.
c. Mendokumentasikan naskah ceramah yang tertuang dari 
pemikiran politik Ali Hasjmy.
d. Permintaan dari para guru, dosen dan mahasiswa
e. Mengembangkan paradigma politik, ekonomi, agama, 
pasca Ali Hasjmy mengisi perkuliahan di Malaysia dan 
Singapura.
Tentunya lima asal-usul yang bersifat simbolik di atas 
bukan menjadi faktor utama munculnya pemikiran politik Ali 
Hasjmy. Sebuah pemikiran politik seorang tokoh tidak mungkin 
dipengaruhi oleh faktor yang tunggal.5 Artinya bahwa upaya Ali 
Hasjmy dalam mengonsepsikan negara Islam juga dipengaruhi 
5 Ali Hasjmy, Surat-Surat dari Tanah Suci, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 
hlm.60
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oleh kualitas kesadaran dan pengalamannya dalam menjalani 
aktivitas kehidupan beragama, sosial dan politik di lingkungannya.
2.  Sumber
Setiap pemikiran pasti dipengaruhi oleh berbagai sumber 
munculnya pemikiran tersebut. Dalam konteks pemikiran politik 
Ali Hasjmy, terdapat beberapa sumber yang telah merekontruksi 
pemikiran Ali Hasjmy. Sumber tersebut penulis klasifikasikan 
menjadi tiga sumber sebagai berikut.
a. Al-Quran
Banyak ditemukan kutipan-kutipan ayat Al-Quran dalam 
karya-karya Ali Hasjmy. Ayat-ayat Al-Quran tersebut digunakan Ali 
Hasjmy sebagai dalil untuk menunjukkan sumber pemahamannya 
dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Ali Hasjmy 
sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema-
tema politik. Misalnya, ketika membahas permasalahan wajib 
mendirikan negara Islam, sesuai dengan pemahamannya tentang 
Al-Quran di antaranya adalah Q.S as-Shura: 49, al-Mulk: 1, al-
Hadid: 6 sebagai berikut.6
“Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, 
Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia 
memberikan anak-anak perempuan kepada siapa 
yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak 
lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, (Q.S as-
syura:49)”.
“Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala 
kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, 
(Q.S al-Mulk:1)”.
6 Ali Hasjmy, Di Mana Letak Negara Islam, (Singapura: Shing Loong Press, 
1970), hlm.17
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Ali Hasjmy memahami beberapa surah Al-Quran di 
atas sebagai landasan utama dalam menerapkan neagara Islam. 
Relevansi perintah menerapkan negara Islam dengan ayat Al-
Quran terletak pada makna universal kekuasaan Allah Swt. yang 
terkandung dalam Al-Quran. Maka dari itu, kekuasaan negara 
Islam berada di bawah kekuasaan Allah Swt. yang memiliki 
kekuasaan mutlak di alam raya ini. Pemahaman yang sedemikian 
telah menciptakan pemikiran politik Ali Hasjmy bercorak teologis 
interkonektif, dalam artian bahwa segala sesuatu yang berkaitan 
dengan politik tidak pernah lepas dari kekuasaan Allah Swt.
b. Karya tokoh-tokoh pemikiran Islam
Tidak satu pemikiran cendekiawan pun murni berangkat 
dari hasil pemikiran dirinya sendiri. Masing-masing pemikiran 
cendekiawan saling mempengaruhi antara cendekiawan satu 
dengan cendekiawan lainnya.7 Pemikiran politik Ali Hasjmy tidak 
dapat dipisahkan dari pengaruh pemikiran para cendekiawan 
muslim lainnya. Pengaruh tersebut terjadi ketika adanya akses 
yang dilakukan Ali Hasjmy terhadap para cendekiawan muslim, 
akses tersebut dilakukan melalui karya dan tatap muka (face to 
face).
Penulis menemukan bahwa Ali Hasjmy ketika 
mengonsepsikan negara Islam sedikit banyaknya dipengaruhi 
oleh cendekiawan-cendekiawan muslim seperti Ibnu Khaldun, 
Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah,  dan Thaha Husain.8 Telah menjadi 
ciri khas Ali Hasjmy yang selalu mengutip karya-karya pemikiran 
tokoh dan kemudian ditransformasikan sesuai dengan daya 
analisis Ali Hasjmy. 
Pemikiran politik Ali Hasjmy tidak hanya berwujud dalam 
7 Ali Hasjmy, Meurah Johan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1075), hlm.38
8 Ali Hasjmy, Iktisar Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: 
Lembaga Penerbit & Penyiaran IAIN Ar-Raniry Darussalam, 1975), hlm.6
78
bentuk karya-karya tulisan dipengaruhi.9 Tetapi, pemikiran Ali 
Hasjmy juga dapat berwujud dalam bentuk kebijakan politik yang 
diterapkannya selama menjabat sebagai Gubernur Aceh. Sehingga 
tipologi pemikiran politik Ali Hasjmy sangat berbeda dengan 
cendekiawan muslim lainnya di dunia. 
Seperti yang telah diformulasikan oleh Michael Foucault 
bahwa nalar politik seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi 
dan situasi historis, serta nalar politik tertentu.10 Berdasarkan dari 
pemaparan di atas, penulis menemukan bahwa pemikiran politik 
Ali Hasjmy sangat relevan dengan situasi dan kondisi pemerintah 
Aceh dewasa ini.11 Artinya, segala perumusan tentang pemikiran 
politik Ali Hasjmy berangkat dari pemaknaan Al-Quran secara 
universal dan mampu mengikuti situasi dan kondisi Aceh dewasa 
ini. Terlebih Aceh ingin dijadikan sebagai provinsi yang bernuansa 
syari’at Islam. Untuk itu, pemikiran politik Ali Hasjmy harus 
mewarnai wacana perpolitikan Aceh saat ini.  
c. Jaringan dan kemitraan politik Ali Hasjmy
Pergerakan politik Ali Hasjmy mulai tampak ketika Ali 
Hasjmy kembali ke Aceh setelah menyelesaikan pendidikan di 
Sumatera Barat. Dengan bekal ilmu pengetahuannya yang luas, 
secara tidak langsung Ali Hasjmy masuk ke dalam pergolakan 
politik Indonesia, baik pada masa penjajahan Jepang, orde lama 
maupun orde baru, hingga jabatan gubernur Aceh diamanahkan 
kepadanya.
Karir politik Ali Hasjmy terus meningkat setelah Ali 
9 Ali Hasjmy, Pengaruh Surat al-‘Alaq dalam Kehidupan Ilmiah A. Hasjmy, 
(Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1991), hlm.2
10 Abd. Rohim Ghazali, dkk, Syariat Islam Yes, Syariat Islam No, (Jakarta: 
Paramadina, 2001), hlm.119
11 Ali Hasjmy, dkk, Dari Seni ia Bersemi, (Banda Aceh: Pemerintah Daerah 
Istimewa Aceh, 1981), hlm.239
79
Hasjmy mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuannya dengan 
situasi kegaamaan dan sosial politik di Indonesia.12 Dalam 
konteks ini, penulis menemukan bahwa kecerdasan politik 
Ali Hasjmy muncul dari sikap responsifnya dalam menyikapi 
dinamika perpolitikan di Indonesia.13 Tentunya tokoh-tokoh yang 
mempengaruhi Ali Hasjmy secara fisik, dipengaruhi oleh tokoh-
tokoh lokal pula.14 Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa Ali 
Hasjmy adalah seorang tokoh yang besar dari lokal tetapi memiliki 
kualitas internasional.15 Artinya bahwa Ali Hasjmy mampu 
mentransformasikan segala gagasannya dalam menyelesaikan 
dinamika bangsa Indonesia secara independen tanpa diintervensi 
oleh penguasa manapun.
Berdasarkan pemaparan di atas, terbukti bahwa Ali 
Hasjmy tetap independen ketika tokoh-tokoh yang dikaguminya 
seperti Soekarno dan Daud Bereueh, yang masa itu saling bertikai 
ketika Aceh dijadikan sebagai bagian dari provinsi Sumatera Utara. 
Dalam menyikapi ini, Ali Hasjmy tetap bersikap konsisten dan 
independen.16 Berdasarkan pengalaman pergerakan politik Ali 
Hasjmy di atas, penulis menemukan bahwa terdapat nama-nama 
birokrat sebagai mitra politik Ali Hasjmy. Nama-nama birokrat 
tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.17
12 Ali Hasjmy. Tanah Merah: Bumi Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1976), hlm.2
13 Ali Hasjmy, Aceh dan Pahang, (Banda Aceh: Lemabaga Adat dan Kebudayaan 
Aceh, 1989), hlm.41
14 Ameer Hamzah, Mutiara (Kalam) Hikmah Prof. H. Ali Hasjmy, (Banda Aceh: 
Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 8
15 Ali Hasjmy, Risalah Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm.43
16 Ali Hasjmy, 28 Bulan Tiga Hari Jadi Aku dan Hani dan September Berdarah, 
(Banda Aceh: Yaayasan  Musium Ali Hasjmy, 1994), hlm.3
17 Ali Hasjmy, Misi Haji Menjalankan Tugas Revolusi di Negara-negara Arab, 
(Bandung: Al-Maarif, 1984), hlm.21
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No Nama Keterangan Peran/ Jabatan
1 Tuwanku Hasyim Rekan Pelopor Ikatan Pemuda Indonesia 
(IPI)
2 Teuku Ali Basyah Tasya Rekan di Harian Merdeka
3 Kolonel Syamaun Ghaharu Divisi Komandan TNI
4 T.M Amin Pengurus Laskar Mujahidin
5 M. Juned Yusuf Ketua Umum Serikat Dagang Islam (SDI) 
Banda Aceh
6 Soekarno Presiden RI pertama
7 Muhammad Hatta Wakil Presiden RI pertama
8 T. Kodera Perwira Jepang dan pemimpin Atjeh Sinbun
9 Kolonel A.H Nasution Kapala Staf Angkatan Darat (AD) tahun1957
10 Hasan Ali Perdana Menteri Darul Islam Aceh
11 Juanda Perdana Menteri orde lama
12 Hardi Wakil Perdana Menteri Orde Lama / Misi 
Hardi 
13 Kolonel Muhammad Yasin Panglima TNI
14 Letkol. Nyak Adam Kamil Anggota TNI
15 Saifuddin Zuhri Menteri Agama RI Tahun 1963
16 Soeharto Presiden kedua RI
17 Alamsyah Menteri Agama RI
18 Madjid Ibrahim Cendekiawan Aceh
 Salah satu ciri khas pergerakan politik Ali Hasjmy 
di antaranya adalah bersifat substantif, artinya bahwa dalam 
permasalahan politik, peran ulama dan politisi saling berhubungan 
layaknya pinang dibelah dua. Tanggung jawab politik tidak hanya 
dibebankan oleh satu kelompok masyarakat semata, melainkan 
semua level masyarakat harus merasakan tanggung jawab yang 
sama dalam membangun martabat manusia melalui politik yang 
disinari ajaran.18 Implikasi dari pemahaman politik seperti ini 
merupakan salah ciri khas pemikiran politik Ali Hasjmy.
18 Ali Hasjmy, Peran Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan 
Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.69
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Situasi politik di Aceh baik masa Ali Hasjmy maupun 
pra-Ali Hasjmy, ulama berperan sebagai multi solution dalam 
membangun cita-cita masyarakat. Ulama tidak hanya berkiprah 
dari mimbar-mimbar jum’at semata, tetapi ulama juga turut serta 
dalam pergerakan politik, militer, ekonomi dan kebudayaan.19 
Penulis menemukan tipologi pergerakan politik Ali Hasjmy sangat 
dipengaruhi oleh tokoh-tokoh ulama Aceh sebagai berikut.20
     
No Nama Lahir/Wafat
1 Ismuha 1923-1995 M
2 Teungku Amelz 1921-1983 M
3 Abdullah Husin 1919-1983 M
4 Muhamad Wali Al-Khalidy 1919-1961 M
5 Abubakar Aceh 1904-1975 M
6 Muhammad Hasan Krueng Kale 1918-1973 M
7 M. Hasby Ash-Shiddiqy 1904-1975 M
8 Syeikh Abdul Hamid Samalanga 1902-1968 M
9 Abdullah Ujong Rimba 1900-1983 M
10 Amir Husein Al-Mujahid 1900-1982 M
11 Daud Bereueuh 1898-1987 M
12 Abdul Wahab Selimeum 1898-1966 M
13 Abdurrahman Meunasah Meucap 1897-1949 M
14 Syekh Ibrahim Lamnga 1-1949 M
19 Ali Hasjmy, “Persatuan dan Keamanan Syarat Mutlak bagi Kelanjutan 
Pembangunan”, dalam Naskah Khutbah Sholat Idul Adha, di Sabang, 23 Juni 1991, 
hlm.1
20 Ali Hasjmy, Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pengembangan 
Tamadun Bangsa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.231
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3.  Metode perwujudan negara Islam
Berbagai strategi politik yang telah dilakukan oleh Ali 
Hasjmy merupakan salah satu bagian dari pengalaman hidupnya. 
Aktivitas multi fungsi yang dilakoni oleh Ali Hasjmy, baik sebagai 
pendakwah, politisi, pejuang hingga sastrawan.21 Bekal multi 
talenta tersebut, Ali Hasjmy mampu mengaplikasikan gagasannya 
ke dalam sistem pemerintahan ketika dirinya menjabat sebagai 
Gubernur Aceh periode 1960-1964. 
Penulis menganalisis melalui beberapa karyanya tentang 
negara Islam menemukan bahwa metode perwujudan negara 
Islam yang dikonsepsikan Ali Hasjmy merupakan upaya untuk 
mensinergikan nilai-nilai keislaman ke dalam sistem kenegaraan.22 
Ali Hasjmy tetap yakin bahwa tidak ada satu sisi sistem negara 
yang tidak dapat menerima nilai universalitas yang terdapat dalam 
Islam.
Upaya untuk mewujudkan negara Islam, secara tidak 
langsung Ali Hasjmy menginginkan bahwa para pemimpin-
pemimpin yang berada dalam sistem pemerintahan harus mampu 
memaknai kekuasaan Allah Swt dalam perspektif pemikiran 
politik. Sehingga dalam setiap kebijakan politik, para pemimpin 
tersebut tetap menjalankan tugasnya sebagai bagian dari ibadah 
kepada Allah Swt.23 Upaya untuk mewujudkan negara Islam, 
Ali Hasjmy menggunakan bentuk simbolik sebagai instrumen. 
Instrumen tersebut tampak jelas ketika Ali Hasjmy mengeluarkan 
pendapat bahwa negara Islam wajib untuk diterapkan. Walaupun 
secara tidak langsung Ali Hasjmy meyakini bahwa negara Islam 
tersebut hanya ada dalam bentuk nilai-nilai yang diaplikasikan ke 
21 Ali Hasjmy, Apa Tugas Sastrawan sebagai Khalifah Allah, (Surabaya:  Bina 
Ilmu, 1987), hlm.90
22 Ali Hasjmy, Dakwah Islamiyah dan Kaitan dengan Pembangunan Manusia, 
(Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 19976), hlm.30
23 Ali Hasjmy, Surat-Surat dari Penjara, (Bulan Bintang: 1976), hlm.93
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dalam sistem pemerintahan.
Wacana yang digunakan Ali Hasjmy dalam 
mentransfomasikan pemikiran politiknya cenderung 
menggunakan tiga pendekatan. Yakni, pendekatan keagamaan, 
pendidikan dan adat istiadat. Hal ini terjadi karena pendekatan 
tersebut dianggap oleh Ali Hasjmy sebagai kebutuhan masyarakat 
ketika menghadapi tuntutan sosial politik Indonesia pada masa 
itu.  Berikut  konfigurasi pendekatan politik yang dimainkan oleh 
Ali Hasjmy
4.  Validitas (Keabsahan)
Instrumen yang digunakan untuk menemukan nilai 
validitas pemikiran politik Ali Hasjmy adalah melalui integrasi 
antara kesesuaian  pemikiran politik Ali Hasjmy dengan perilaku 
politiknya ketika menjabat sebagai Gubernur Aceh. Contoh, 
secara teoritis, Ali Hasjmy sangat menjujung tinggi nilai dakwah 
dalam Islam. Pemahaman yang sedemikian ditransformasikan 
ke dalam perilaku Ali Hasjmy yang menyakini bahwa berpolitik 
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dan  menolong sesama umat juga bagian dari dakwah.24 Kerangka 
pikir yang sedemikian sangat menentukan kualitas keabsahan 
(validitas) pemikiran politik Ali Hasjmy.
Kesadaran beragama  dan pengalaman beragama Ali 
Hasjmy sangat menentukan kualitas pemikiran politiknya.25 
Hal inilah yang menciptakan nilai independensi tumbuh dalam 
karakter kepemimpinannya. Kualitas independensi tersebut dapat 
dipahami melalui manajemen politik Ali Hasjmy yang dianggap 
efektif dan efisien dalam menangani permasalahan konflik 
Darul Islam (DI), Misi Hardi, dan proses negosiasi pembagunan 
KOPELMA yang pada masa itu hubungan Aceh dengan pemerintah 
pusat masih belum stabil.26
Berbagai kebijakan politik Ali Hasjmi baik ketika 
menjabat sebagai Gubernur, Rektor maupun pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) wilayah Aceh, cenderung sesuai dengan 
interpretasi yang tertuang dalam beberapa karya yang menjelaskan 
tentang politik.27 Berdasarkan kesesuaian antara konsepsi dan 
praktek yang dilakukan Ali Hasjmy, penulis mengganggap bahwa 
pemikiran politik Ali Hasjmy dalam mengonsepsikan negara 
Islam dianggap valid tanpa terdapat nilai yang bersifat utopis.
5.  Tipologi pergerakan politik Ali Hasjmy
Banyak cendekiawan muslim yang menjelaskan tentang 
tipologi-tipologi pemikiran politik, dalam hal ini penulis 
24 Ali Hasjmy, Pokok-Pokok Pemikiran Dakwah Islamiyah:Sebuah Tinjauan 
tentang Sifat, Sasaran dan Cara Pelaksanaan Dakwah, (Banda Aceh: Yayasan & 
Museum Ali Hasjmy, 1997), hlm.23
25 Ali Hasjmy, Cahaya Terbenam, (Singapura: Saw Tocs, 1976), hlm.78
26 Hardi, Daerah Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depannya, (Jakarta: 
Cita Pauca Serangkai, 1993), hlm.150
27 Ali Hasjmy, 80 Tahun Melalui Jalan Raya Dunia, (Banda Aceh: Yayasan & 
Museum Ali Hasjmy, 1993), hlm.5
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mengunakan tipologi yang dikemukakan oleh Luthfi Assyaukanie.28 
Penulis memodifikasinya menjadi tiga tipologi pemikiran politik., 
Pertama, tipologi transformatik, tipologi pemikiran politik ini 
berusaha untuk mengulang kembali cara pandang dan perilaku 
politik pada masa klasik. 
Ciri-ciri pemikiran politik berdasarkan tipologi ini adalah 
bersifat simbolik, fundamental, dan ekslusif. Sehingga pemikiran 
politik yang dinginkan adalah  menolak khazanah baru yang 
berasal dari luar kelompoknya. Contoh dari pemikiran politik 
seperti ini dianggap terdapat pada gerakan Islamic State Iraq and 
Syiria (ISIS). 
Kedua, tipologi reformatik, tipologi pemikiran ini 
merupakan bagian dari gerakan untuk mengisi kekurangan-
kekurangan yang terdapat pada tipologi transformatif. Tipologi 
reformatif mencoba untuk menilai ulang segala bentuk pemikiran 
politik dan tradisi kelompoknya, dan kemudian terbuka untuk 
melakukan rekonstruksi pemikiran demi mendapat nilai-nilai 
perbaikan yang terdapat dari luar kelompoknya. 
Ciri-ciri dari tipologi reformatif di antaranya adalah 
bersifat modernis, dinamis, dan inklusif. Sehingga nalar politik 
tipe ini bersifat situasional berdasarkan tuntutan tempat, ruang 
dan waktu. Artinya bahwa pemikiran politik ideal tercipta ketika 
ada upaya komparatif pemikiran politik dengan tradisi di luar 
pemahaman tradisinya. Contoh pemikiran dari tipologi ini dapat 
dipahami melalui gerakan sekularisme negara Turki di bawah 
kepemimpinan Kemal Attaturk. 
Ketiga adalah tipologi ideal totalistik. Tipologi ini 
merupakan tipologi pemikiran politik yang mengingikan setiap 
28 A. Luthfi Assyaukanie, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer”, 
dalam Jurnal Paramadina,Vol.1, No.1, Juli-Desember, 1998, hlm.61-65
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nilai yang terdapat dalam praktek politik harus sesuai dengan 
ajaran Islam yang bersifat universal. Ciri utama dari tipologi ini 
adalah sikap idealisme pendukungnya yang meyakini bahwa 
ajaran Islam bersifat totalistik, sehingga segala aspek aktivitas 
kehidupan umat manusia bersifat parenial. 
Tipe pemikiran politik ideal totalistik menginginkan 
gerakan politik yang dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat yang tidak hanya terpaku pada tradisi terdahulu dan tidak 
berdasarkan hasil komparasi dari tradisi di luar. Tetapi, tipologi 
ini memahami semua gejala politik yang ada di dunia, kemudian 
dipahami berdasarkan pemahaman tentang Al-Quran dan hadist 
secara universal. 
Anggapan tipologi ini bahwa Al-Quran dan hadist tidak 
dapat dijadikan sumber untuk memanipulasi politik. Sehingga 
politik cenderung bersifat negatif bagi masyarakat. Hal ini terjadi 
ketika para pemikir memahami Al-Quran dan Hadist secara 
simbolik dan tekstualis. Berdasarkan tiga tipologi pemikiran 
politik di atas, penulis menemukan bahwa tipologi pemikiran 
politik Ali Hasjmy cenderung pada tipologi ideal totalistik.29 
Alasannya bahwa Ali Hasjmy ketika mengonsepsikan negara 
Islam, dirinya yakin bahwa sistem negara wajib berlandaskan 
pemahaman-pemahaman Islam secara totalitas.
Terdapat kecenderungan bahwa negara belum memiliki 
aturan hukum dalam menghukumi perilaku rohani yang buruk. 
Tetapi, ketika nilai Islam mulai mewarnai segala instrumen 
kebijakan pemerintahan, maka secara tidak langsung hal-hal yang 
bersifat keburukan rohaniah yang terdapat pada masyarakat secara 
29 Ali Hasjmy, Sejarah Pemikiran Umat Islam dalam Pemikiran dan 
Pembangunan Hukum Islam, (Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1979), 
hlm.18
87
tidak langsung dapat diminimalisirkan.30 Ali Hasjmy meyakini 
bahwa membangun negara yang diwarnai nilai Islam merupakan 
bagian dari perilaku taqwa.
1.  Alur Konsepsi Politik Ali Hasjmy
Ali Hasjmy tidak hanya dikenal sebagai politisi, dosen, 
sastrawan, penulis, novelis, jurnalis, dan pejabat. Tetapi Ali Hasjmy 
juga dikategorikan sebagai ulama bagi warga negara Republik 
Indonesia. Kiprah Ali Hasjmy sangat berpengaruh di daerah Aceh, 
hal ini terjadi karena Ali Hasjmy memiliki multi kemampuan yang 
berkaitan dengan agama, budaya, dan politik.31 Ali Hasjmy pernah 
berperan pada posisi-posisi yang strategis. Selain pernah menjabat 
sebagai rektor pada salah satu perguruan tinggi Islam (IAIN Ar-
Raniry), dirinya juga pernah menjabat sebagai Gubernur Daerah 
Istimewa Aceh.32 Jabatan-jabatan strategis tersebut digunakannya 
sebagai kendaraan politik untuk menyesuaikan pemahamannya 
tentang Islam ke dalam sistem pemerintahan. Atas dasar ini, 
gagasan tentang negara Islam yang ditawarkan Ali Hasjmy penting 
untuk dipertimbangkan oleh dunia.
Tentu saja latar belakang pendidikan Ali Hasjmy sangat 
mempengaruhi pola pemikirannya. Berdasarkan penelusuran 
yang penulis lakukan, Ali Hasjmy menempuh pendidikan 
yang berkaitan dengan kebudayaan dalam Islam di perguruan 
tinggi Islam jurusan sastra dan kebudayaan Islam di Sumatra 
Barat, tentunya kajian kebudayaan dalam Islam tersebut bersifat 
dinamis.33 Penulis mencoba untuk membuat konfigurasi dari 
30 Ali Hasjmy, Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan 
Indonesia, (Bulan Bintang, 1996), hlm.58
31 Ali Hasjmy, dkk, Asmara dalam Pelukan Pelangi, (Banda Aceh: Yayasan & Ali 
Hasjmy, 1963), hlm.16
32 Sirajuddin, Pergulatan Konsep Kenegaraan di Aceh: Studi Pemikiran A. 
Hasjmy, (Jakarta: Studio Press, 2005), hlm.21
33 Ali Hasjmy, Bunga Rampai Revolusi Tanah Aceh, (Jakarta: Bulan Bintang 
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corak pemikiran politik Ali Hasjmy sebagai berikut.
Berdasarkan konfigurasi dari corak pemikiran Ali 
Hasjmy di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemikirannya 
bersifat integrasi teologis. Alasannya bahwa Ali Hasjmy 
ketika mengonsepsikan negara Islam, Ali Hasjmy cenderung 
memahaminya secara menyeluruh dan saling mengkonfirmasinya 
antara disiplin ilmu satu dengan disiplin ilmu lainnya.34 Misalnya, 
konsep negara Islam yang tercantum dalam karya Ali Hasjmy yang 
berjudul “Dimana Letak Negara Islam” dan “Dasar-Dasar Negara 
Islam”, dalam tulisan tersebut secara tidak langsung nilai-nilai 
keagamaan yang bersifat universal tersampaikan melalui corak 
pemikiran politiknya tentang negara Islam.35 Ketika Ali Hasjmy 
menganalisis dan mengonsepsikan negara Islam, argumentasi-
argumentasi yang muncul selalu berangkat dari paradigma yang 
multi disipliner dan saling terhubung.
1978), hlm.10
34 Ali Hasjmy, Di mana Letak Negara Islam, (Singapura: Shing Loong Press, 
1970), hlm.23
35 Ali Hasjmy, Semangat Merdeka, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm.34
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Pra-konsepsi tentang negara Islam muncul dalam benak 
Ali Hasjmy seiring dengan perkembangan pemahamannya tentang 
kebudayaan Islam yang bersifat universal. Menurut Ali Hasjmy, 
untuk memahami studi kebudayaan Islam, secara otomatis 
melakukan konfirmasi terhadap studi-studi ilmu lain, seperti studi 
tentang agama, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan 
pola pemahaman studi yang sedemikian, Ali Hasjmy merasa 
berkewajiban untuk merumuskan konsep tentang negara Islam.
Banyak nilai yang terkandung di dalam studi kebudayaan 
Islam, sehingga Ali Hasjmy menegaskan dalam tulisannya bahwa 
studi kebudayaan Islam sama halnya dengan pemikiran dalam 
Islam. Untuk itu, butuh strategi yang efektif untuk menyampaikan 
cara pandang tentang studi kebudayaan Islam yang sedemikian. 
Rangkaian argumentasi di atas menyampaikan bahwa potensi 
interkonektifitas semua disiplin ilmu pengetahuan terdapat dalam 
proses terbentuknya konsep negara Islam perspektif Ali Hasjmy.
Ali Hasjmy menegaskan bahwa adanya negara merupakan 
sebuah kewajiban. Alasannya bahwa dalam kehidupan setiap 
bangsa, pasti mengalami perubahan dalam menetukan nasib 
bangsanya sendiri. Sehingga upaya untuk memilih konsep ideal 
dalam suatu negara adalah suatu keniscayaan. Umat manusia 
bebas memilih dan memilah strategi apa yang digunakan untuk 
mencari pondasi awal dalam merumuskan konsep negara ideal 
menuju terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
Masalah tentang negara tidak serta-merta bertumpu pada 
proses administrasi pemerintahan, tetapi peran landasan ideologi 
juga mengambil peran yang urgen ketika menjalankan suatu 
negara. Umat muslim diperbolehkan dalam menentukan bentuk-
bentuk negara yang mereka inginkan, terlebih masing-masing 
negara di era modern saat ini sangat beragam bentuk negara 
ideal yang ditawarkan. Kenyataan, jika dipertanyakan kepada 
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umat muslim, mereka cenderung memilih konsep negara yang 
berlandaskan politik Islam.
Jika negara Islam harus berlandaskan politik Islam, 
maka yang menjadi permasalahannya adalah politik Islam yang 
seperti apa yang ingin diterapkan. Sehingga indikator-indikator 
dalam konsep politik Islam tersebut benar-benar membawa nilai 
kemaslahatan bagi warga negaranya. 
Dalam berbagai tulisan cendekiawan muslim, terdapat 
anggapan bahwa tipologi negara Islam terlaksana pada sistem 
politik Kerajaan Turki Usmani, Iran, Brunei Darussalam, dan 
Pakistan. Secara normatif, indikator negara Islam tidak terletak 
pada bentuk negara, nama negara, melainkan pada indikator 
negara Islam tersebut, yang terletak pada nilai universalitas Islam 
yang hidup dalam suatu negara. Sehingga layak untuk memahami 
indikator apa yang digunakan oleh Ali Hasjmy dalam merumuskan 
negara Islam.
2.  Nilai-Nilai Pemikiran Politik Ali Hasjmy
Berikut nilai-nilai yang dikemukaan oleh Ali Hasjmy 
sebagai indikator konsep negara Islam yang dipahaminya, yakni 
nilai teologis, kemanusiaan, perekonomian dan nilai politik Islam 
seperti yang dijelaskan sebagai berikut.
a. Nilai teologis
Pemikiran politik Ali Hasjmy yang bercorak teologis 
interkonektif tersebut, telah menciptakan pemikiran politiknya 
tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan, hal ini terjadi karena 
dianggap bahwa  Ali Hasjmy mengetahui akar dari ilmu-ilmu 
keislaman, sehingga nilai teologis yang hidup di dalam pikiran Ali 
Hasjmy bersifat teologi keislaman.36 Landasan teologis keislaman 
36 Ali Hasjmy, Surat-Surat dari Penjara, (Bulan Bintang: 1976), hlm.85
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tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi pemikiran 
politik Ali Hasjmy dalam menggagas konsep negara Islam. 
Ali Hasjmy telah  menyampaikan bahwa, Allah Swt 
adalah pencipta alam semesta, Tuhan adalah penguasa mutlak, 
segala makhluk hidup tunduk dalam kekuasaan Allah Swt. 
Dalam pemahaman Ali Hasjmy, ketundukan dan kepatuhan 
tersebut termasuk dalam kepatuhan dalam sistem bernegara. Pola 
pemahaman yang sedemikian menyebabkan Ali Hasjmy telah 
sepakat dengan beberapa ilmuan muslim seperti Rasyid Ridha, 
Ibnu Khaldun, Almawardi, dan Taha Husain. 
Ali Hasjmy mempercayai bahwa tauhid adalah salah satu 
prinsip untuk mendirikan negara Islam. Hal ini terjadi karena Al-
Quran dapat membimbing manusia untuk memahami prinsip 
tauhid tersebut, sehingga umat manusia akan menikmati implikasi 
dari negara Islam yang akan didirikannya.
b. Nilai Kemanusiaan
Ali Hasjmy meyakini bahwa  politik dapat mewujudkan 
keadilan sosial seperti yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. 
Masyarakat membutuhkan kebijakan politik yang mengandung 
nilai kemanusiaan. Sehingga Ali Hasjmy menyatakan bahwa 
nilai kemanusiaan tersebut muncul dari pemahaman tauhid yang 
bersifat universal.37 
Implikasi dari hal itu akan mempengaruhi pola kebijakan 
yang mengedepankan nilai  prikemanusiaan. Diskursus tentang 
kemanusiaan cenderung dihubungkan dengan konsep Hak Asasi 
Manusia (HAM). Dalam konteks pemikiran politik Ali Hasjmy, 
beliau memaknai konsepsi HAM tersebut berangkat dari peristiwa 
Khutbah Wada’ yang dilakukan Rasulullah Saw. Berikut butir-butir 
37 Ernawati, “Konsep Dakwah Ali Hasjmy tentang Pemberdayaan Da’i”, dalam 
Skripsi Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry tahun 2000, hlm.36
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nilai HAM yang terkandung di dalam Khutbah Wada’ menurut Ali 
Hasjmy.
a. Keharusan menjamin jiwa, harta dan kehormatan tiap-tiap 
umat manusia
b. Melihara amanah
c. Menjaga modal dari praktek riba
d. Penetapan hak dan kewajiban antara suami dan istri
e. Umat muslim seluruhnya bersaudara
Kelima poin yang menjadi subtansi khutbah wada’ 
tersebut dijadikan oleh Ali Hasjmy sebagai landasan pemikiran 
politiknya dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dalam praktek-
praktek perpolitikan. Dalam pandangan Ali Hasjmy, keadilan 
sosial tidak akan terwujud selama undang-undang suatu negara 
tidak berangkat dari kebutuhan rakyatnya. Ketika suatu undang-
undang tidak berpihak terhadap kebutuhan umat, maka  undang-
undang tersebut tidak mengindahkan pemahaman yang bersifat 
ketauhidan.38
Melalui konsep pemikiran yang sedemikian, dapat 
dipahami bahwa melalui konsep tauhid (teologi) yang 
dikembangkan oleh Ali Hasjmy, dapat dijadikan sebagai kerangka 
pikir dalam merumuskan suatu undang-undang pemerintahan 
yang mengandung nilai perikemanusiaan.
c. Nilai perekonomian
Proses penciptaan alam raya telah memberikan kuasa 
kepada manusia untuk memanfaatkan segala isi langit dan bumi. 
Dengan kecerdasan akal yang telah diberikan Allah Swt kepada 
38 Ali Hasjmy, Di Mana Letak Negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 
hlm.51
93
manusia, sehingga Allah Swt menjadikan manusia sebagai khalifah 
untuk memakmurkan bumi dengan segala isinya.
Tujuan Islam selalu beririsan dengan pembangunan 
ekonomi masyarakat, dalam konsep pemikiran politik Ali Hasjmy, 
pembangunan ekonomi tersebut merupakan bagian dari program 
peningkatan kemaslahatan umat manusia yang dijalakan melaui 
kebijakan-kebijakan negara Islam. Konsep perekonomian ekonomi 
menurut Ali Hasjmy tidak lepas dari nilai-nilai yang terdapat 
dalam pemaknaan zakat dalam ajaran Islam.
d. Nilai politik Islam
Islam mengandung berbagai nilai yang sering 
berhubungan dengan teori-teori politik, sosial dan ekonomi. 
Sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahwa Islam 
tidak lepas dari perilaku-perilaku politik. secara tidak langsung, 
hubungan politik dangan Islam bagaikan dua sisi mata uang yang 
tidak dapat dipisahkan. Berkaitan dengan politik Islam, dalam 
pemahaman Ali Hasjmy terdapat dua nilai politik Islam yang 
sangat mempengaruhi terbentuknya negara Islam, dua nilai politik 
tersebut adalah sebagai berikut.  
1) Khalifah
Menurut Ali Hasjmy, sistem khalifah dan imamah 
merupakan istilah yang mengandung makna yang sama, yakni 
jabatan kepemimpinan tertinggi dalam negara.39 Gagasan yang 
sedemikian terbentuk dari pemahaman Ali Hasjmy dalam 
memahami ayat-ayat Al-Quran di antaranya adalah surah Shad 
ayat 26, al-Baqarah ayat 124 dan al-Maidah ayat 20. Konsepsi 
tentang kepemimpinan tertinggi negara yang sedemikian akan 
39 Ali Hasjmy, Dasar-Dasar Negara Islam, (Banda Aceh: Yayasan & Museum Ali 
Hasjmy, 1969), hlm.169
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menciptakan sistem pemerintahan negara Islam.40
Tujuan terbentuknya sistem pemerintahan Islam adalah 
untuk membangun agama Islam secara universal melalui 
kebijakan-kebijakan negara. Negara merupakan institusi yang 
yang memediasi segala tuntutan agama dalam mewujudkan 
kemaslahatan umat manusia di atas permukaan bumi.41
2) Klasifikasi kekuasaan
Ali Hasjmy membagi negara Islam menjadi dua bagian, 
yakni kekuasaan Allah Swt dan kekuasaan umat manusia. Kedua 
kedaulatan tersebut saling terhubung, dan memiliki tujuan yang 
sama. Ali Hasjmy memahami bahwa kedaulatan yang terdapat 
pada umat manusia yang tertuang ke dalam berbagai sistem 
negara seperti monarki, demokrasi, kerajaaan dan lain sebagainya, 
merupakan bentuk kedaulan yang dikonsepsikan oleh umat 
manusia itu sendiri. 
Beda halnya dengan kedaulatan Tuhan, kedaulatan 
Tuhan adalah kedaulatan yang memiliki value (nilai). Nilai yang 
terkandung dalam kedaulatan Tuhan dijadikan sebagai landasan 
utama dalam terbentuknya kadaulatan umat manusia. Proses 
transformasi dari kedaulatan Tuhan ke kedaulatan manusia 
telah terjelaskan secara sistematis dalam ajaran Islam.42 Dengan 
demikian, landasan utama negara Islam berangkat dari kedaulatan 
Tuhan, yakni kedaulatan Allah swt.
3.  Eksistensi pemikiran politik Ali Hasjmy
Dalam studi pemikiran dalam Islam sering membahas 
40 Ali Hasjmy, Pemimpin dan Akhlak, (Banda Aceh: Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh, 1973), hlm.2
41 Ali Hasjmy, Bermandi Tjahaja Boelan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.15
42 Ali Hasjmy, Semangat Merdeka dalam Sajak Indonesia Baru, (Banda Aceh: 
Perpustakaan Putroe Tjanden, 1963), hlm.3
95
tentang level-level eksistensi (wujud). Murtadha Muthahhari 
mengklasifikasikan bahwa eksistensi tersebut terbagi menjadi 
dua, yakni, eksistensi eksternal (wujud ‘aini) dan eksistensi mental 
(wujud zhihni).43 Eksistensi mental membahas permasalahan 
keberadaan yang bersifat metafisik. Eksistensi eksternal membahas 
permasalahan keberadaan yang dapat diukur melalui alam empiris 
(positivistic). 
Berkaitan dengan eksistensi pemikiran politik Ali Hasjmy 
adalah eksistensi yang dapat diukur berdasarkan pengalaman 
politik yang dilakukan Ali Hasjmy.44 Indikator yang digunakan 
untuk memahami eksistensi pemikiran politik Ali Hasjmy adalah 
upaya penyesuaian antara konsepsi dan perilaku politik yang 
diterapkannya dalam aktivitas kesehariannya, mulai beraktivitas 
sebagai cendekiawan, budayawan hingga negarawan.
Diskursus pemikiran politik ketika disandingkan dengan 
isu agama dan teritorial yang berkembang di Aceh cenderung 
diinterpretasikan dalam kaca mata politik identitas. Ali Hasjmy 
dalam pergerakannya politiknya juga menggunakan pendekatan 
politik identitas keislaman dan keacehan yang dipahaminya.45 
Tindakan tersebut dapat dianggap wajar selama pendekatan 
politik identitas tersebut masih menjunjung tinggi nilai 
kemaslahatan bersama. Kebijakan-kebijakan politik Ali Hasjmy 
dalam mengembangkan kesenian, pendidikan, kemanusiaan dan 
keislaman dapat dipahami melalui terwujudnya penyelesaian 
yang berkaitan dengan KOPELMA, Misi Hardi, dan PKA. Semua 
perwujudan kebijakan di atas berdasarkan putusan-putusan 
43 Murtadha Muthahhari, Pengantar Ilmu-Ilmu Islam, terj. Ibrahim Husayn Al-
Absyi, dkk, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm.343
44 Ali Hasjmy, Suara Azan dan Lonceng Gereja, (Jakarat: Bulan Bintang, 1998), 
hlm.115
45 Anas Machmud, Kedaulatan Aceh yang Tidak Pernah Diserahkan Kepada 
Balanda adalah Bahagian dari Kedaulatan Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 
hlm.11
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undang-undang pemerintah yang berlaku tanpa ada kebijakan 
yang bersifat otoriter dan intervensi dari Ali Hasjmy sendiri.
Berdasarkan argumentasi di atas, dapat dipahami bahwa 
eksistensi pemikiran politik Ali Hasjmy tidak bersifat utopis. Sisi 
lain juga menyampaikan bahwa konsepsi Ali Hasjmy tentang negara 
Islam tidaklah mustahil untuk diwujudkan, karena Ali Hasjmy 
dalam kehidupannya sebagai birokrat telah membuktikan hasil 
dari pemikiran politik yang diyakininya. Sehingga peran generasi 
selanjutnya untuk mempertimbakan bahwa apakah konsep negara 
Islam tersebut dapat diaplikasikan layaknya harapan-harapan Ali 
Hasjmy.
B. Corak Pemikiran Politik Ali Hasjmy
Pra-konsepsi Ali Hasjmy tentang negara Islam berawal 
dari pemahamannya tentang sejarah umat manusia ketika Islam 
hadir di permukaan bumi ini. Dalam peristiwa tersebut Ali Hasjmy 
menjelaskan bahwa umat manusia sedang terhegemoni dengan 
berbagai kerusakan, baik rusak yang bersifat hubungan dengan 
Tuhan, masyarakat, binatang dan alam.46
Situasi tersebut membutuhkan tempat dan sistem yang baik 
untuk mengaturnya. Ali Hasjmy memahami bahwa Islam hadir 
pertama kalinya untuk memperbaiki aqidah dengan memastikan 
kekuasaan Allah Swt yang bersifat Universal. Ketika aqidah 
telah diperbaiki, maka berbagai konflik antar masyarakat secara 
bertahap akan berkurang.47 Sehingga Islam dapat membimbing 
46 Ali Hasjmy, Jembatan Selat Malaka, Aceh Pusat Peradaban Melayu, (Banda 
Aceh: Yayasan & Museum Ali Hasjmy, 1997), hlm.363
47 Syamsul Rijal, Dinamika Pemikiran Islam di Aceh: Membedah Toleransi  
Kearifan Lokal dan Kehidupan Sosial di Aceh, (Banda Aceh: Badan Arsip dan 
Perpustakaan Aceh, 2011), hlm.51
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manusia ke arah yang penuh dengan keadilan dan kerja sama 
dalam mewujudkan kebahagiaan bagi umat manusia.48
Ali Hasjmy menginterpretasi bahwa peran Islam  dalam 
membangun daulah atau negara tidaklah bersifat utopis selama 
masyarakat mampu membangun negara yang berlandaskan 
dari nilai-nilai Islam yang bersifat universal.49 Islam menjadikan 
manusia sebagai khalifah atau sebagai pemangku amanah Allah 
Swt untuk mengurus dan menjaga alam semesta berserta isinya, 
sedangkan negara dan kedaulatannya adalah milik Allah Swt. 
Dapat dipahami bahwa negara yang dibangun berdasarkan 
mandat dari Allah yang Maha Esa dalam menjaga segala 
ciptaannya, termasuk mewujudkan kesejahteraan manusia, baik di 
dunia maupun akhirat. Implikasi dari ini, dapat dipahami bahwa 
Ali Hasjmy ingin menegaskan bahwa membangun negara Islam 
merupakan bagian dari perintah Allah Swt.
Menurut Ali Hasjmy negara yang disebut sebagai negara 
Islam tersebut dibangun dari dua prinsip utama yakni prinsip 
ketauhidan dan prinsip ukhuwah islamiyah (persaudaraan dalam 
Islam). Konsepsi tentang landasan utama tentang negara Islam 
berangkat dari pemahaman Ali Hasjmy terhadap Al-Quran 
seperti, surah Ali Imran (ayat 103-104). 
Perpaduan antara tauhid dan ukhuwah Islamiyah yang 
menjadi dasar negara Islam akan menjadikan agama dan negara 
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.50 Salah satu tujuan 
negara Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia 
48 Ali Hasjmy, Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh, untuk Merebut 
Kemerdekaan Kembali, (Banda Aceh: Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980), hlm.3
49 Ali Hasjmy, Nabi Muhammad Saw sebagai Panglima Perang, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1980), hlm.3
50 Ali Hasjmy, Misi Haji Menjalankan Tugas Revolusi di Negara-Negara Arab, 
(Bandung: Al-Maarif, 1984), hlm.61
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baik muslim maupun non-muslim. Islam tidak hanya membahas 
shalat, ekonomi, politik dan perang, tetapi Islam juga membahas 
semua objek ilmu pengetahuan yang bertaburan di alam raya ini.51 
Atas dasar ini, maka sangat sulit untuk menamakan suatu 
agama tanpa politik atau politik tanpa negara bahkan negara tanpa 
agama. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, menurut Ali Hasjmy:
a. Setiap yang berhubungan dengan aqidah dan ibadah 
adalah agama dan dapat disebut bahwa politik Islam dapat 
memperbaiki aqidah dan ibadah.
b. Setiap yang bersangkutan dengan moral dan pendidikan 
adalah agama, dan dapat disebut bahwa politik Islam 
merupakan bagian dari pendidikan dan moral.
c. Setiap yang berkaitan dengan nilai muamalah adalah 
agama, hal ini dapat disebut bahwa politik Islam bagian dari 
ekonomi dan kebudayaan.
d. Setiap yang berhubungan dengan pemerintah dan 
kesejahteraan masyarakat adalah agama, dan dapat disebut 
bahwa politik Islam  bagian dari negara.
Demikianlah luasnya hubungan agama dan negara 
menurut ajaran Islam yang dipahami oleh Ali Hasjmy. Negara 
Islam tanpa agama tidak mungkin terjadi dan perwujudan agama 
Islam yang terlepas dari perpolitikan bukan dinamakan Islam.52 
Islam menetapkan hukum sesuai dengan klasifikasinya, baik 
yang berkaitan dengan ekonomi, budaya maupun politik.53 Pola 
yang sedemikian menurut Ali Hasjmy bahwa Islam membangun 
51 Syamsul Rijal, Refleksi Sosiologis Masyarakat Modern, (Banda Aceh: Ar-
Raniry Press, 2015), hlm.30
52 Ali Hasjmy, Sastra dan Agama, (Banda Aceh: Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 
1980), hlm.5
53 Ali Hasjmy, Muktasar Kuliah tentang Publisistik, (Banda Aceh: Fakultaas 
Dakwa IAIN Ar-Raniry, 1969), hlm.17
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undang-undangnya untuk memberikan pedoman manusia untuk 
menjalani kehidupan menuju akhirat.
C. Analisis Kontekstualisasi Pemikiran Politik Ali 
Hasjmy
Paradigma keilmuan Ali Hasjmy dalam upaya untuk 
mewujudkan negara Islam berlandaskan nilai-nilai keislaman. Ciri 
khusus paradigma tersebut secara tidak langsung mempengaruhi 
segala objek analisis yang dicerna oleh Ali Hasjmy. Pemikiran 
politik Ali Hasjmy tidak hanya sebatas rangkaian teori-teori yang 
bersifat argumentatif. Tetapi Ali Hasjmy telah menerjemahkan 
teori tentang negara Islam melalui strategi perwujudan negara 
Islam sebagai berikut: 
Pertama, menyadarkan   masyarakat tentang pemahaman 
tauhid yang  bersifat universal. Mustahil negara Islam dapat 
diterapkan pada masyarakat atau suatau negara tanpa adanya 
dukungan pengetahuan masyarakat dan birokrat tentang nilai 
ketauhidan yang bersifat universal. Sikap pesimis masyarakat 
cenderung menghantui ketika mengdengarkan upaya untuk 
menerapkan negara Islam di permukan bumi ini. 
Kedua, persatuan umat di bawah otoritas negara Islam. 
Persatuan umat tidak dapat dilakukan dengan pendekatan 
ortodok dan mempertajam perbedaan antara sesama. Tetapi, 
Umat Islam hanya dapat disatukan berdasarkan pendekatan 
pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam ajaraan 
Islam.54 Pemahaman ketauhidan yang bersifat universal sangat 
mendorong umat manusia untuk mampu menemukan nilai dalam 
setiap aktivitas kenegaraaan baik yang bersifat praktis maupun 
54 Ali Hasjmy, Melalui Jalan Raya Dunia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.51
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teoritis. Otoritas negara Islam berada di bawah kedaulatan Allah 
Swt yang ditransformasikan dalam nilai-nilai kedaulatan umat 
manusia.
Ketiga, perumusan kebijakan negara Islam. Seperti yang 
telah disampaikan di atas, dalam mengonsepsikan negara Islam, 
Ali Hasjmy tidak terjebak dalam paradigma yang simbolik 
tentang bentuk negara Islam. Pola gagasan yang sedemikian 
juga mempengaruhi pola perumusan kebijakan-kebijakan yang 
diproduksikan dari negara Islam. Perumusan kebijakan tersebut 
berlandaskan nilai kemaslahatan dan kearifan yang membeku 
dalam produk-produk kebijakan negara tersebut, baik kebijakan 
yang bersifat politik maupun kebijakan yang bersifat ekonomi atau 
kebijakan-kebijakan lainnya.
Keempat, kesadaran masyarakat dalam memahami 
pentingnya negara Islam. Setelah beberapa tahapan di atas telah 
dipahami oleh para stake holders (pemangku kekuasaan) secara 
tidak langsung akan menciptakan keteladan masyarakat sebagai 
warga negara. Artinya adalah negara Islam dapat mencipatakan 
keteladanan publik layaknya keteladanan publik di masa 
Rasulullah Saw memimpin negara Madinah.55 Dalam hal ini Ali 
Hasjmy bukanlah seorang pakar yang memiliki konsepsi politik 
yang utopis, tetapi Ali Hasjmy ada seorang pakar yang memiliki 
semangat juang yang tinggi dalam mewujudkan negara Islam yang 
dikonsepsikannya tersebut. Menurut Ali Hasjmy, perwujudan 
gagasan negara Islam tersebut akan terwujud seiring dengan 
perubahan waktu, seiring dengan perkembangan ajaran Islam 
dalam memberikan solusi terhadap kekurangan-kekurangan yang 
terdapat dalam sistem negara.56 Sehingga, apapun bentuk sistem 
negaranya, asalkan memiliki nilai-nilai keislaman universal, 
55 Ali Hasjmy, Nabi Muhammad sebagai Panglima Perang, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1978), hlm.17
56 Ali Hasjmy, Para Sahabat yang Gugur di Zaman Nabi, cet,II, (Jakarta: Bulan 
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disitulah potensi perwujudan negara Islam akan terjadi.
D. Pancasila dan Pemikiran Politik Ali Hasjmy
Usia kemerdekaan Indonesia saat ini telah mencapai 71 
tahun, dan harus diakui bahwa implementasi Pancasila belum 
begitu maksimal dikarenakan masih banyaknya kasus-kasus 
penyelewengan kekuasaan seperti KKN (kolusi, Kolusi dan 
Nepotisme) yang terjadi tidak hanya dari sisi politik, ekonomi dan 
keagamaan.  
Belum maksimalnya implementasi Pancasila bukan berarti 
Pancasila bukan solusi untuk perubahan bangsa, melainkan pola 
penerapan nilai Pancasila di Indonesia selama ini cenderung 
melangit, sehingga sulit membumi untuk menyelesaikan masalah-
masalah praktis dalam bernegara. Artinya bahwa kebesaran dan 
kebenaran Pancasila sementara ini mudah ditemukan dalam 
bentuk teori-teori yang sifatnya abstrak, tetapi sulit ditemukan 
dalam bentuk perwujudan dalam aktivitas keagamaan, budaya, 
politik, dan ekonomi.
Munculnya wacana dan gerakan yang ingin meruntuhkan 
ideologi Pancasila merupakan pekerjaan yang lucu dan 
unik. Alasannya, selain dilarang oleh Undang-Undang, nilai 
keuniversalan yang terkandung dalam Pancasila tersebut tidak 
mungkin dapat dirobohkan. Substansi Pancasila telah tersinari 
oleh ajaran Islam yang rahmatalil’alamin. Tidak satupun butir-butir 
Pancasila yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini 
bukan berarti Pancasila sejajar dengan Islam, Islam merupakan 
agama wahyu dari Allah Swt. Sementara itu Pancasila merupakan 
hasil pemikiran manusia yang tersinari ajaran Islam. 
Bintang,1974), hlm.23
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Seiring dengan itu, dalam pembukaan UUD 1945 
ditegaskan dengan kalimat  “Atas berkat rahmat Allah yang maha 
kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya 
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 
menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Jadi, sungguh aneh 
jika ada kelompok yang mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila 
bertentangan dengan Islam.
Karena konsepsi teoritis Pancasila telah matang, sudah 
saatnya rakyat bersama pemerintah untuk bersinergi untuk 
membumikan nilai-nilai Pancasila demi menjaga kedaulatan 
negara, sehingga negara ini tidak dihinggapi oleh virus-virus 
makelar kasus, fitnah, dan propaganda politik yang berimplikasi 
dapat mengikis persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Sejatinya bangsa Indonesia sudah cukup dewasa dalam 
meneladani nilai Pancasila, karena dinamika ini sudah dimulai 
dari pra kemerdekan hingga pasca kemerdekaan, kerisauan dan 
pengorbanan untuk meneladani Pancasila saat ini tidak sebanding 
dengan era Soekarno dan Muhammad Hatta. 
Namun apa hendak dikata, upaya perwujudan Pancasila 
masih dalam kategori pekerjaan berat untuk saat ini. Mungkin 
inilah efek yang disampaikan oleh Soekarno dengan kalimat 
“jangan lupakan jas merah”, jangan lupakan sejarah. Sudah saatnya 
generasi dididik untuk meneladani nilai-nilai Pancasila, sehingga 
nantinya jarang ditemukan aktor-aktor “dramatisasi Pancasila”, 
yakni aktor yang kuat dalam persoalan konsepsi Pancasila, tapi 
lemah dalam persoalan praktik Pancasila. 
Kita tidak mengetahui pasti seberapa banyak daerah dan 
anak negeri yang jangankan paham Pancasila, hafalpun tidak. 
Bagi kaum elit, mungkin argumentasi ini hanya bersifat utopis 
, namun dapat dipastikan bahwa daerah-daerah pelosok pasca 
konflik seperti Aceh, Ambon, Poso dan Papua dengan mudahnya 
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ditemukan generasi-generasi yang tanpa sengaja tidak paham 
tentang Pancasila.
Harus diakui bahwa MPR-RI selama ini masih aktif 
dalam mensosialisasikan kegiatan empat pilar kebangsaan yakni, 
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Namun 
kegiatan ini terkesan hanya dikonsumsi oleh para mahasiswa 
dan aktivis-aktivis organisasi kepemudaan yang terdapat di pusat 
perkotaan. Indahnya, kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan 
tersebut juga terwujud di tingkat kecamatan atau desa, sehingga 
persatuan yang egaliter dapat terwujud di Indonesia.
Seiring dengan komentar Presiden Joko Widodo yang 
menyatakan bahwa “Pancasila harus diamalkan. Pancasila 
harus menjadi ideologi yang bekerja. Pancasila harus dijaga 
kelanggengannya”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tiga 
unsur penting ketika ingin membumikan Pancasila; yakni sebagai 
instrumen beramal, produktivitas dan pelestarian. Dan masih 
banyak cendekiawan lainya yang memiliki interpretatif positif 
dalam menafsirkan makna yang tersirat dalam Pancasila. 
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat 
dua bentuk spirit yang terkandung dalam Pancasila. Pertama. 
Spirit mentality (mentalitas). Kesadaran terhadap Pancasila 
berimpikasi terhadap pembentukan mental warga negara untuk 
mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kedaulatan 
negara. Percikan-percikan semangat mentality merupakan 
instrumen penghubung antara pemahaman dan kesadaran untuk 
bertindak, sehingga khazanah Pancasila tidak hanya sebatas 
khazanah, melainkan mampu diaplikasikan dalam realitas sosial. 
Spirit mentality ini berpotensi besar untuk memproduksi 
mental rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Jika mental 
rakyat Indonesia telah diwarnai oleh kesadaran Pancasila, tanpa 
diragukan lagi, revolusi mental menuju cita-cita negara dapat 
104
berjalan dengan efektif dan efisien. Eksistensi mental Pancasila 
dalam menjalani aktivitas bernegara merupakan hal yang krusial, 
dalam fenomena sosial dan politik di Indonesia dewasa ini masih 
adanya para pejabat-pejabat publik yang tanpa disadari belum 
memiliki mental Pancasila, sehingga mental neokolonialisme 
terus menghegemoni kepribadiannya.
Kedua. Spirit nation building (pembangunan nasional). 
Pancasila juga merupakan sumber spirit dalam proses 
pembangunan nasional. Seiring dengan fenomena sosial politik 
dewasa ini yang berkaitan dengan kasus radikalisme dan terorisme, 
secara tidak langsung dapat mengganggu stabilitas pembagunan 
nasional.
Untuk menjaganya, perlu adanya strategi konkret dari 
pemerintah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan antar 
warga negara, sehingga pemerintah tidak disibukkan dengan 
permasalahan “fitnah-fitnah politik” yang tidak mendewasakan 
bangsa. 
Penulis memahami bahwa ideologi Pancasila merupakan 
bagian dari instrumen ajaran Islam dalam mewujudkan 
kemaslahatan umat manusia melalui sistem bernegara di Indonesia. 
Jika ditarik akar etimologinya, ideologi merupakan pengetahuan 
tentang gagasan manusia. Sedangkan akar terminologinya adalah 
gagasan manusia yang telah mengkristal dan dijadikan prinsip 
utama dalam mencapai tujuan bersama.
Tidak semua pemahaman dapat disebut ideologi dan tidak 
pula semua ideologi dapat disebut keyakinan teologis (agama). 
Karena indikator-indikator yang terdapat pada tiga istilah tersebut 
memiliki eksistensi di wilayahnya masing-masing. Terkadang 
beberapa akademisi tersandung dalam hal memetakan batas 
wilayah teologis, ideologi dan pemahaman. Pemisahan ketiga 
terma tersebut bukan bermaksud untuk memisahkan interaksinya 
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dengan totalitas, tetapi hanya bagian dari upaya pengelompokan 
semata agar dapat memahami batas-batas ontologi pada masing-
masing terma tersebut.
Kekacauan dalam memetakan batas ontologi seperti yang 
dijelaskan di atas dapat menciptakan kerancuan dalam memahami 
makna kalimat, Islam sebagai pemahaman, Islam sebagai ideologi, 
dan Islam sebagai agama universal. Bagi kalangan positivistik gaya 
baru, mereka merasa risih dengan kemajemukan tentang makna 
Islam seperti yang disebutkan di atas, karena dalam anggapan 
mereka bahwa Islam itu hanya satu. Padahal kaum positivistik 
gaya baru tersebut telah gagal paham dalam memaknai konstruksi 
perspektif Islam yang dimaksud dengan kemajemukan dan Islam 
yang dimaksud dengan satu atau keseluruhan.  
Atas dasar argumentasi di atas, Secara eksistensi tunggal, 
Islam adalah agama samawi yang memancarkan prinsip terhadap 
ideologi, dan ideologi adalah gagasan prinsip kolektif (subjektif 
kolektif) yang diperoleh dari keuniversalan teologis. Sedangkan 
pemahaman merupakan kumpulan pengalaman individual yang 
bersifat subjektif tunggal yang diperoleh dari percikan teologis.
Klasifikasi masing-masing eksistensi tunggal di atas jika 
dianalisis dari sisi subjek penciptanya memberikan pemahaman 
bahwa ideologi bukanlah agama universal (teologis Islam) karena 
subjek  penciptanya adalah umat manusia, namun ideologi dapat 
dijadikan salah satu untuk mengejewantahkan ajaran-ajaran 
agama dalam ranah praktis sosial. 
Sedangkan pemahaman tidak dapat disebut ideologi 
karena subjek penciptanya adalah individual. Walaupun eksistensi 
tunggal tersebut memiliki batas-batas tertentu, namun dari 
perspektif hukum relasi universal semua terma tersebut saling 
berkaitan dalam samudera teologis interkonektif (Islam). Berikut 
konfigurasi hirarki pemahaman, ideologi dan teologi.
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Fokus ke ideologi, indikator khusnya mengandung 
lima indikator, yakni memiliki unsur ide, keyakinan, tindakan, 
strategi dan tujuan. Tanpa lima indikator tersebut, ideologi tidak 
akan mampu menjadi kompas penunjuk arah dan tidak akan 
mampu menjadi peta sebagai penunjuk tujuan bernegara dalam 
menghadapi tantangan masa depan yang berwajah modern, post-
modern dan term lainnya di masa yang akan datang.
Kembali ke persoalan pemahaman tentang  integrasi 
Pancasila dan Islam universal telah membentuk sebuah konsep 
yang disebut sebagai konsep Islam nasionalis (filsafat pancasila). 
Namun demikian, bagi sebagian kelompok umat Islam masih gagal 
paham dalam menyikapi proses konsepsi menuju kontekstualisasi 
dari Pancasila. 
Historisitas terbentuknya ideologi Pancasila sangatlah 
panjang. Berbagai benturan ideologi dunia seperti komunisme 
dan kapitalisme tidak dapat dihindari, karena Pancasila lahir 
sebagai jalur tengah untuk menghindari dampak-dampak negatif 
dari komunisme dan kapitalisme. 
Dalam posisi demikian, nilai-nilai Pancasila beririsan 
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dengan nilai komunisme dan kapitalisme. Walaupun demikian, 
tentu saja beririsan bukan berarti sama. Sebuah kewajaran, karena 
perkembangan Pancasila merupakan kelanjutan atau respon dari 
dinamika ideologi-ideologi yang lahir seblum Pancasila.
Melalui panggung politik Piagam Jakarta yang dikenal 
sebagai laboratorium Pancasila, pada saat ini dikenal sebagai asal-
usul atau potensi awal bahwa sebagian kelompok umat muslim 
menolak Pancasila. Hal ini karena pada sila yang pertama ada 
penghapusan tujuh kata, yaitu mengenai “kewajiban menjalankan 
syari’at Islam bagi pemeluknya”. 
Seiring dengan perkembangan waktu dan rembuk politik 
para tokoh bangsa pada masa itu, Pancasila secara legal formal 
telah tampil sebagai ideologi matang. Sehingga Pancasila dianggap 
mampu untuk dijadikan falsafah negara, karena mengandung 
nilai universal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara 
perspektif futuristik akan mampu menghantarkan Indonesia 
dalam menggapai tujuannya.
Tanpa menjelaskan proses Piagam Jakarta secara 
komprehensif,jika dipahami secara filosofis, Islam dan Pancasila 
tidaklah bertentangan. Untuk mencari hubungan Pancasila 
sebagai ideologi negara dengan Islam sebagai agama samawi dapat 
dipahami melalui hubungan sebagian dari keseluruhan. Artinya 
bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan 
bagian percikan dari nilai-nilai yang dikembangkan dalam ajaran 
Islam.
Dalam konteks Aceh, pasca kasus “pengkhianatan politik” 
Soekarno terhadap Daud Beureueh  yang telah menciptakan 
proses pembumian Pancasila di Aceh. Kesenjangan Pancasila 
dengan masyarakat Aceh terus terjadi setelah gerakan DI/TII di 
Aceh seperti yang dijelaskan dalam pembahasan  sebelumnya. 
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Jika kita tarik sebuah titik simpul untuk memahami 
Pancasila, maka pemikiran Politik Ali Hasjmy dengan konsepsi 
negara Islam tidaklah bertentangan. Karena negara Islam yang 
dimaksud Ali Hasjmy bukan bersifat simbolik dan temporal, 
melainkan negara Islam adalah sebuah negara yang menginginkan 
kemaslahatan umat melalui ajaran-ajaran Islam yang tidak dibatasi 
oleh negara dan negara tersebut bersifat dialektik. Alasannya 
bahwa ketika negara Islam dibatasi oleh simbolik dan temporal, 
maka menurut Ali Hasjmy hal tersebut bukanlah negara Islam. 
Bagi kalangan tekstualis atau positivistik mungkin sulit 
untuk memahami pemikiran politik Ali Hasjmy seperti yang 
dijelaskan di atas, karena pola pemikiran politik Ali Hasjmy harus 
dipahami secara substantif dan filosofis. Bukanlah suatu hal yang 
utopis (khayalan) ketika Ali Hasjmy mengonsepsikan negara 
Islam, karena penggunaan kata “Islam” sebagai nomenklatur 
kenegaraaan tidak dilarang dalam ajaran Islam. Sama halnya 
dengan penyebutan negara Indonesia, oleh karena itu, mengapa 
kita harus risih dan alergi dengan penyebutan negara Islam. 
Berdasarkan berbagai pendekatan analisa substansif dari 
buku ini, penulis menemukan bahwa Ali Hasjmy berpandangan 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bergandengan dengan 
ajaran Islam. Selanjutnya, posisi Indonesia yang sedang mencoba 
untuk mewujudkan kemaslahatan umat merupakan substansi 
negara Islam yang dimaksud Ali Hasjmy, dan tidak berlebihan 
rasanya penulis mengonsepsikan bahwa Indonesia juga negara 
Islam jika ditinjau dari pemikiran politik Ali Hasjmy, dan upaya 
ini bukanlah hal yang bersifat kontradiksi, karena permasalahan 
ini harus dipahami seacara teologis intekonektif seperti yang 
dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Atas dasar inilah 
penulis menyebut bahwa pemikiran politik Ali Hasjmy harus 
dipertimbangkan dalam konstelasi politik internasional yang 
cenderung alergi dengan penyebutan “negara Islam” dengan dalih 
109
dapat memicu terorisme, radikalisme dan fundamentalisme, 
sehingga generasi saat ini sulit membedakan batas-batas 
wacana antara propaganda internasional dengan pencerdasan 
internasional. Dengan demikian terdapat kalimat filosofis 
sederhana untuk memahami pemikiran politik Ali Hasjmy, yakni, 
“Pancasila harga mati, negara Islam selalu di hati”.
Dampak pemikiran politik yang sedemikian, tidaklah 
heran ketika Ali Hasjmy memiliki hubungan yang dekat dengan 
Soekarno, walaupun banyak faktor lain yang membuat Ali Hasjmy 
dekat dengan Soekarno seperti jabatan pemerintahan di era 
Soekarno misalnya. Salah satu bukti pemikiran Ali Hasjmy yang 
penulis anggap satu rumpun dengan Soekarno adalah ketika 
sebelum Ali Hasjmy menjabat sebagai pejabat negara dalam 
kepemimpinan Soekarno. Hal ini dapat dilihat melalui sajak Ali 
Hasjmy yang dialamatkan ke Soekarno pada tahun 1945 sebagai 
berikut.57
AKU SERDADUMU
Untuk Bung Karno
Gegap Gempita membahana,
Mengguruh riuh mengguntur,
Menggetarkan jiwa tidur,
Menyentak, merentak-rentak,
Membayu, menderu-deru,
Demikian nyanyi proklamasimu.
Nenek-nenek menuntut balas,
Bara dendam nyala memanas,
Kakek tua bangkit menerpa,
57 Ali Hasjmy, Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan & 
Perjuangan Kemerdekaan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm.581
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Dara remaja mara mewaja,
Muda belia maju menyerbu,
Semua bersatu tuju,
Bergegas ke medan Sakti,
Suaramu cambuk sakti,
Bung Karno,
Pacu Kuda Jihadmu,
Jangan mundur lagi,
Kami turunan Iskandar Muda,
Tetesan darah ratu Safiah,
Anak cucu Mujahid Tiro,
Kemenakan Umar Pahlawan,
Telah siap bertempur,
Kami sedang menggempur.
Dengan derap kaki,
Gemerincing pedang jenawi,
Damba sorga Hikayat Prang Sabi,
Lihat rencong bertuah,
Hauskan darah,
Kami api memerah,
Menyala membakar penjajah,
Pantang menyerah.
Bung Karno,
Beri komando maju,
Aku Serdadumu !
Album Revolusi, 7 Oktober 1945
    
Ternyata, implikasi sajak tersebut menciptakan tantangan 
politik tersendiri bagi Ali Hasjmy. Karena pada masa itu, situasi 
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politik di Aceh tidak begitu kondusif. Siapa yang cenderung 
mendukung Soekarno identik dengan komunisme, dan label 
komunispun sempat distempelkan ke Ali Hasjmy. Di balik itu, 
Ali Hasjmy juga dicap sebagai aktor utama untuk membantu 
menangkap Daud Bereueuh. Hal ini bisa ditemukan dalam buku 
yang berjudul “Tgk. Daud Bereueh, Peranannya dalam Pergolakan 
di Aceh yang ditulis oleh M. Nur El Ibrahimy, dengan kutipan 
sebagai berikut.
   
“Demikian juga sikap gubernur Hasjmy yang 
seakan-akan terlalu mengikat diri kepada Sukarno, 
Presiden Seumur Hidup, Pemimpin Besar Revolusi 
dan Waliyatul Amri Dharury Bisysyaukah yang 
pada waktu itu telah dirangkul PKI dengan politik 
NASAKOM-nya”. Sikap ini menurut anggapan 
Tgk. Muhammad Daud Bereueuh dan kawan-
kawan, dimanifestasikan oleh sebuah syair yang 
dipersembahkan oleh gubernur Hasjmy kepada 
Presiden Sukarno yang bunyinya sebagai berikut:
“AKU SERDADUMU
..............., Bung Karno
Pacu kuda jihadmu
Jangan mundur lagi
Kami turunan Iskandar Muda
Tetesan darah Ratu Safiah,
Anak Cucu Mujahid Tiro
Kemenakan Umar Pahlawan
..............., Bung Karno
Beri komando maju
Aku Serdadumu”.
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Berdasarkan kutipan tulisan M. Nur El Ibrahimy di atas, 
Ali Hasjmy meresponnya dalam bentuk tulisan sebagai berikut:
“Satu hal yang betul-betul aneh bin ajaib, bagaimana 
Teungku Muhammad Bereueuh dan kawan-
kawan (kalau benar tulisan M. Nur El Ibrahimy) 
menganggap sajak saya itu ditujukan kepada beliau 
“Wali Negara Darul Islam” yang dimulai September 
1953, padahal sajak itu tercipta tanggal 7 oktober 
1945. Karena M. Nur El Ibrahimy sengaja mengutip 
sajak saya itu sepotong-potong, sehingga dapat salah 
mengerti para pembaca....
Sebagai seorang penyair yang selalu melukiskan 
perkembangan dalam masyarakat, maka sajak 
“AKU SERDADUMU” adalah suatu lukisan 
tentang bagaimana dahsyatnya semangat rakyat 
Aceh menyambut Proklamasi 17 Agustus 1945”...
Berdasarkan beberapa kutipan di atas, dapat diketahui 
bahwa dinamika pemikiran politik Ali Hasjmy tercerminkan 
praktik-praktik teologis interkonektif yang diterapkan dalam 
segala aktivitas sosial budaya dan politik yang dilakoninya. Maka 
dari itu, penting halnya generasi untuk terus mendalami konsep 
teologis interkonektif ini.
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LIMA
TEMUAN DAN UPAYA  
KONTEMPLATIF ATAS 
PEMIKIRAN POLITIK ALI HASJMY
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A. Temuan Kajian
Ali Hasjmy merupakan sosok kepribadian yang multi 
talenta. Artinya bahwa dirinya mampu mengembangkan berbagai 
potensi disiplin ilmu pengetahuan. Kepribadian yang sedemikian, 
Ali Hasjmy banyak menjalakankan aktivitas kehidupannya dengan 
banyak profesi, seperti pendakwah, politisi, jurnalis, dosen, 
budayawan dan sastrawan. 
Berbagai profesi tersebut dibekali dengan pemahaman 
kebudayaan Islam yang bersifat universal. Pemikiran politik Ali 
Hasjmy bercorak teologis interkonektif, sehingga tidak terjebak 
dengan hal-hal yang bersifat simbolik (dogmatis). 
Ali Hasjmy telah sukses membuka paradigma studi 
kebudayaan yang selama ini dianggap sempit. Kebudayaan tidak 
hanya berbicara tetentang analisis sosial kultural, tetapi kebudayaan 
selalu beririsan dengan studi-studi spritualitas keislaman. Implikasi 
dari pola fikir yang sedemikian mengakibatkan Ali Hasjmy berani 
untuk mengonsepsikan teori politik tentang negara Islam. Negara 
Islam yang dimaksud oleh Ali Hasjmy adalah negara yang bersifat 
teologis dan mengadopsi nilai-nilai universal yang terkandung 
dalam Islam. Ali Hasjmy menegaskan bahwa negara Islam wajib 
ada di permukaan bumi.  
Alasannya bahwa negara Islam pernah diberlakukan oleh 
Rasulullah Saw ketika memimpin negara di Madinah. Argumentasi 
Ali Hasjmy dalam mengonsepsikan dan menerapkan negara Islam 
berangkat dari pemahaman-pemahamannya melalui tulisan-
tulisan para pembaharuan Islam, seperti Muhammad Abduh, 
Rasyid Ridha, Mawardi, Taha Husein dan beberapa tokoh lainya. 
Hasil pemikiran Ali Hasjmy berbanding lurus dengan segala 
aktivitasnya dalam mencerdaskan rakyat Indonesia, terutama 
bagi masyarakat Aceh. Dengan berbagai prestasi yang diciptakan 
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baik melalui kebijakan politik maupun pribadi, telah mendorong 
perbincangan politik di negara ini. Ali Hasjmy merupakan tokoh 
yang berpengaruh dalam pembangunan sumber daya manusia, 
baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hal itu 
terbukti melalui berbagai kebijakan-kebijakan politik ketika 
dirinya menjabat sebagai gubernur Aceh.
Nilai-nilai yang membentuk negara Islam menurut 
Ali Hasjmy adalah nilai tauhid, kemanusiaan, perekonomian, 
kebudayaan, dan politik Islam. nilai-nilai tersebut saling 
mempengaruhi antara nilai satu dengan nilai yang lainnya. 
Melalui nilai-nilai tersebut telah menciptakan kerangka berfikir 
yang universal dalam pemikiran politik Ali Hasjmy. 
Secara epistemologi, proses terbentuknya  negara Islam Ali 
Hasjmy berawal dari pemahamannya tentang para pemimimpin 
terdahulu (khalifah) ketika memahami Al-Quran secara 
menyeluruh. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dapat 
mewarnai segala sistem yang terdapat pada negara. Alasannya 
bahwa negara merupakan media yang digunakan umat manusia 
dalam berinteraksi, baik antar sesama manusia maupun terhadap 
Allah Swt.
Ali Hasjmy menegaskan bahwa negara Islam adalah 
negara yang mengadopsi pemahaman Islam secara menyeluruh. 
Bentuk negara Islam dapat pahami dari sisi kesesuain antara nilai 
keuniversalan ajaran Islam dengan kebijakan suatu negara. Dalam 
hal ini tidak terdapat batas akhir dalam menentukan bentuk negara 
Islam, karena Islam terus berkembang dalam mengiringi peradaban 
umat manusia. Sehingga bentuk negara Islam yang dikonsepsikan 
oleh Ali Hasjmy tersebut tidak dapat dipahami secara simbolik. 
Berikut konfigurasi dari temuan tentang pemikiran politik Ali 
Hasjmy.
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Berdasarkan hasil kajian ini, dapat dipahami bahwa 
pemikiran politik Ali Hasjmy mengandung berbagai 
pengelompokan, mulai yang bersifat sifat politik, style politik, 
tipologi politik, legitimasi politik, implikasi politik, kenderaan 
politik, kebijakan politik hingga ke pendekatan politik. Semua 
pengelompokan tersebut terhimpun dalam satu pemikiran politik 
Ali Hasjmy yang bersifat teologis interkonektif.
B. Upaya Kontemplatif
Tulisan yang tertera di atas merupakan bagian dari hasil 
penelitian penulis tentang konsep pemikiran politik Ali Hasjmy 
tentang negara Islam. Berbagai temuan yang penulis dapatkan 
merupakan hasil dari kualitas analisis penulis, sehingga hasil 
penelitian ini penting untuk ditinjau kembali untuk mencapai 
tingkat kevaliditas yang lebih tinggi.
Khusus kepada para birokrat, akademisi, dan mahasiswa, 
harus dipahami bahwa pemikiran politik Ali Hasjmy sangat baik 
untuk diteladani dalam menciptakan tatanan negara dalam  meraih 
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kemaslahatan umat.Makna yang tersirat dibalik pemikiran politiik 
Ali Hasjmy tersebut terdapat nilai Islam universal yang mampu 
berkolaborasi dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang 
menjunjung tinggi nilai pancasila.
Implikasi dari pemikiran politik Ali Hasjmy secara tidak 
langsung memberikan instrumen kontemplatif bagi generasi 
bangsa tentang bagaimana menyikapi isu-isu negara Islam sebagai 
khazanah akademik dan bagaimana menyikapi negara Islam yang 
berbentur dengan wacana global dibalik arus-arus terorisme dan 
radikalisme. 
Lantas, dengan semata-mata ketika demi pertimbangan 
potensi pencegahan terorisme dan radikalisme kita dibekukan 
dalam mengembangkan konsepsi-konsepsi atau term yang negara 
Islam? Seolah-olah semua yang objek yang dilabelkan Islam itu 
fundamentalisme atau tradisionalisme? Dan apakah ketika ada 
pemikiran politik yang bercorak teologis integratif diklaim sebagai 
pandangan yang utopis atau sangat akademik? Semua jawabannya 
perlu kita kaji lebih lanjut secara profesional dan proporsional 
demi mewujudkan peradaban dunia.
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